






Sesuai dengan amanat Undang Undang Nomor 
20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 
Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 
Tahun 2005 Tentang Standar Nasional 
Pendidikan, Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan menerapkan penjaminan mutu 
pendidikan di satuan pendidikan dasar dan 
menengah. Tujuan penjaminan mutu 
pendidikan dasar dan menengah adalah untuk 
memastikan penyelenggaraan pendidikan 
dasar dan menengah oleh satuan pendidikan di 
Indonesia berjalan sesuai dengan Standar 
Nasional Pendidikan.
Sistem Penjaminan Mutu yang dikembangkan 
oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan 
Menengah Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan terdiri atas Sistem Penjaminan 
Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan 
Mutu Eksternal (SPME). SPMI dilaksanakan 
oleh satuan pendidikan, sedangkan SPME 
dilaksanakan oleh institusi di luar satuan 
pendidikan seperti pemerintah pusat, pemerintah 
daerah, Badan Standar Nasional Pendidikan, dan 
Badan Akreditasi Sekolah/Madrasah.
Adanya dukungan dan fasilitasi institusi-institusi 
tersebut dalam penerapan sistem penjaminan 
mutu eksternal sesuai tugas dan 
kewenangannya akan memperkuat upaya 
satuan pendidikan dalam memberikan 
pelayanan pendidikan yang bermutu sesuai 
kebutuhan nyata di lapangan.
Pedoman Umum Sistem Penjaminan Mutu 
Pendidikan Dasar dan Menengah ini 
merupakan pedoman umum bagi semua pihak 
terkait dalam penerapan sistem penjaminan 
mutu pendidikan (SPMP) sesuai dengan tugas 
dan kewenangan masing-masing. Untuk itu 
semua pihak diharapkan dapat memanfaatkan 
buku ini sebaik-baiknya sehingga dapat 
melaksanakan tugasnya dalam mewujudkan 
pelayanan pendidikan bermutu guna 
mendorong peningkatan mutu pendidikan di 
Indonesia.
Jakarta,    Januari 2016
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DAFTAR ISTILAH
Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah adalah tingkat   
 kesesuaian antara penyelenggaraan Pendidikan Dasar dan  
 Menengah dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP)  
 pada satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah  
 dan/atau program keahlian.
Penjaminan Mutu Pendidikan adalah suatu mekanisme yang  
 sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan untuk   
 memastikan bahwa seluruh proses penyelenggaraan  
 pendidikan telah sesuai dengan standar mutu dan aturan  
 yang ditetapkan.
Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah  
 adalah suatu kesatuan unsur yang terdiri atas organisasi,  
 kebijakan, dan proses terpadu yang mengatur segala  
 kegiatan untuk meningkatkan mutu Pendidikan Dasar dan  
 Menengah secara sistematis, terencana dan berkelanjutan. 
Sistem Penjaminan Mutu Internal Pendidikan Dasar dan   
 Menengah, yang selanjutnya disingkat SPMI-Dikdasmen,  
 adalah suatu kesatuan unsur yang terdiri atas organisasi,  
 kebijakan, dan proses yang terkait untuk melakukan   
 penjaminan mutu pendidikan yang dilaksanakan oleh  
 satuan Pendidikan Dasar dan Menengah untuk menjamin  
 terwujudnya pendidikan bermutu yang memenuhi atau  
 melampaui Standar Nasional Pendidikan.
Sistem Penjaminan Mutu Eksternal Pendidikan Dasar dan   
 Menengah, yang selanjutnya disingkat SPME-Dikdasmen,  
 adalah suatu kesatuan unsur yang terdiri atas organisasi,  
 kebijakan, dan proses yang terkait untuk melakukan   
 fasilitasi dan penilaian melalui akreditasi untuk   
 menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu  
 satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah   
 dan/atau program keahlian. 
Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah adalah  
 Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah  
 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Pusat Data Statistik Pendidikan yang selanjutnya disingkat PDSP  
 adalah unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan dan  
 Kebudayaan yang melaksanakan pengelolaan data dan  
 statistik pendidikan.
Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan   
 pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan.
Kementerian adalah perangkat pemerintahan yang membidangi  
 urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan   
 kebudayaan.
Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang  
 menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal,   
 nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis  
 pendidikan
Tim Penjaminan Mutu Pendidikan yang selanjutnya disebut TPMP  
 adalah kelompok kerja yang melaksanakan penjaminan  
 mutu pendidikan dasar dan menengah di tingkat provinsi,  
 kabupaten/kota, dan satuan pendidikan.
ix
Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disingkat DAPODIK  
 adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan pada  
 satuan pendidikan dasar dan menengah yang terintegrasi  
 secara nasional.
Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disebut SPM adalah  
 tolak  ukur  kinerja  pelayanan pendidikan dasar dan  
 menengah melalui jalur pendidikan formal yang   
 diselenggarakan daerah. 
Standar Nasional Pendidikan adalah standar minimal yang   
 ditetapkan pemerintah dalam bidang pendidikan yang  
 harus dipenuhi oleh satuan pendidikan dan semua   
 pemangku kepentingan dalam mengelola dan   
 menyelenggarakan pendidikan.
Standar Pendidikan Dasar dan Menengah yang ditetapkan oleh  
 satuan pendidikan adalah sejumlah standar pada satuan  
 pendidikan yang dapat dikembangkan setelah satuan  
 pendidikan memenuhi/melampaui Standar Nasional  
 Pendidikan.
Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan yang selanjutnya   
 disingkat LPMP adalah unit pelaksana teknis Kementerian  
 Pendidikan dan Kebudayaan yang melaksanakan   
 penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah di  
 tingkat provinsi.
Badan Standar Nasional Pendidikan yang selanjutnya disingkat  
 BSNP adalah Lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah  
 sebagai Organisasi untuk menentukan dan menetapkan  
 standar nasional pendidikan.
Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah yang selanjutnya  
 disingkat BAN-S/M adalah Badan yang dibentuk oleh  
 Pemerintah untuk melakukan dan mengembangkan   
 akreditasi pendidikan dasar dan menengah secara   
 mandiri.
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11.1  Latar Belakang
Secara nasional, mutu pendidikan dasar dan 
menengah di Indonesia belum seperti yang 
diharapkan. Hasil pemetaan mutu pendidikan 
secara nasional pada tahun 2014 menunjukkan 
hanya sekitar 16% satuan pendidikan yang 
memenuhi standar nasional pendidikan (SNP). 
Sebagian besar satuan pendidikan belum 
memenuhi SNP, bahkan ada satuan pendidikan 
yang masih belum memenuhi standar 
pelayanan minimal (SPM).
Standar kualitas pendidikan yang ditetapkan 
oleh pemerintah berbeda dengan standar yang 
dilaksanakan oleh satuan pendidikan. Standar 
yang digunakan oleh sebagian besar sekolah 
jauh di bawah standar yang ditetapkan oleh 
pemerintah. Akibatnya, kualitas lulusan yang 
dihasilkan oleh satuan pendidikan belum 
memenuhi standar yang diharapkan. 
Kesenjangan antara hasil ujian nasional dengan 
hasil ujian sekolah yang lebar menunjukkan 
bahwa ada permasalahan dalam instrumen dan 
metode pengukuran hasil belajar siswa.
Masih banyak pengelola pendidikan yang tidak 
tahu makna standar mutu pendidikan.Selain itu, 
sebagian besar satuan pendidikan belum 
memiliki kemampuan untuk menjamin bahwa 
proses pendidikan yang dijalankan dapat 
setiap Satuan Pendidikan pada jalur formal dan 
nonformal wajib melakukan penjaminan mutu 
pendidikan. Penjaminan mutu pendidikan 
tersebut bertujuan untuk memenuhi atau 
melampaui Standar Nasional Pendidikan.
Peningkatan dan penjaminan mutu pendidikan 
ini merupakan tanggung jawab dari setiap 
komponen di satuan pendidikan. Peningkatan 
mutu di satuan pendidikan tidak dapat berjalan 
dengan baik tanpa adanya budaya mutu pada 
seluruh komponen sekolah. Untuk peningkatan 
mutu sekolah secara utuh dibutuhkan 
pendekatan khusus agar seluruh komponen 
sekolah bersama-sama memiliki budaya mutu. 
Untuk itu dibutuhkan program Implementasi 
Penjaminan Mutu Pendidikan di seluruh sekolah 
di Indonesia dengan pendekatan pelibatan 
seluruh komponen sekolah (whole school 
approach).
Agar penjaminan mutu dapat berjalan dengan 
baik di segala lapisan pengelolaan pendidikan 
dasar dan menengah, telah dikembangkan 
sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan 
menengah yang dibuat dalam bentuk Peraturan 
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor … 
tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu 
Pendidikan Dasar dan Menengah. Untuk 
mempermudah pemahaman seluruh unsur 
terkait penjaminan mutu pendidikan atas 
peraturan tersebut dibuatlah Pedoman Sistem 
Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan 
Menengah.
1.4  Sistematika
Untuk memberi gambaran yang komprehensif, 
pedoman ini dibagi menjadi 7 BAB yaitu:
  
memenuhi standar kualitas yang ditetapkan 
oleh pemerintah. Kemampuan itu meliputi:
• Cara melakukan penilaian hasil belajar
• Cara membuat perencanaan    
 peningkatan mutu pendidikan
• Cara implementasi peningkatan mutu   
 pendidikan
• Cara melakukan evaluasi pengelolaan   
 sekolah maupun proses pembelajaran.
Upaya peningkatan mutu pendidikan ini tidak 
akan dapat diwujudkan tanpa ada upaya 
perbaikan dalam penyelenggaraan pendidikan 
menuju pendidikan bermutu. Untuk 
mewujudkan pendidikan bermutu ini, upaya 
membangun budaya mutu di satuan 
pendidikan menjadi suatu kebutuhan yang 
tidak dapat ditawar. Satuan pendidikan harus 
mengimplemetasikan penjaminan mutu 
pendidikan tersebut secara mandiri dan 
berkelanjutan.
Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 
tentang Sistem Pendidikan Nasional 
menyatakan bahwa Sistem Pendidikan Nasional 
adalah keseluruhan komponen pendidikan 
yang saling terkait secara terpadu untuk 
mencapai tujuan pendidikan nasional, yaitu 
berkembangnya potensi peserta didik agar 
menjadi manusia yang beriman dan bertakwa 
kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, 
sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan 
menjadi warga negara yang demokratis serta 
bertanggung jawab. Selanjutnya sebagaimana 
diamanatkan di dalam Peraturan Pemerintah 
Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005, 
1.2  Dasar Hukum
1.3  Tujuan Pedoman
Pedoman ini dibuat untuk memberi gambaran 
yang komprehensif dan sistematis tentang 
Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan 
Menengah yang tertuang dalam Peraturan 
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No ... 
tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan 
Dasar dan Menengah. Dengan membaca 
pedoman ini diharapkan semua pihak 
memperoleh gambaran umum lengkap 
tentang sistem penjaminan mutu pendidikan 
dasar dan menengah sesuai yang tertuang 
dalam peraturan menteri tersebut.
Secara khusus, setelah membaca pedoman ini, 
setiap orang paham tentang:
• Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan   
 Dasar dan Menengah
• Sistem Penjaminan Mutu Internal   
 Pendidikan Dasar dan Menengah;
• Sistem Penjaminan Mutu Eksternal   
 Pendidikan Dasar dan Menengah;
• Sistem Informasi Penjaminan Mutu   
 Pendidikan Dasar dan Menengah
• Sistem Pemetaan Mutu Pendidikan
BAB 1 Pendahuluan
Bab ini berisikan latar belakang 
dibuatnya peraturan Menteri Pendidikan 
dan Kebudayaan tentang penjaminan 
mutu pendidikan khusus untuk 
pendidikan dasar dan menengah. Pada 
Bab ini diuraikan juga dasar hukum yang 
melandasi pembuatan peraturan Menteri 
tersebut.
BAB 2 Sistem Penjaminan Mutu      
 Pendidikan
Bab ini berisikan penjelasan tentang 
Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan 
Dasar dan Menengah secara umum. 
Pada Bab ini diuraikan pengertian, 
tujuan, dan fungsi sistem penjaminan 
mutu pendidikan dasar dan menengah 
; komponen sistem penjaminan mutu 
pendidikan dasar dan menengah; siklus 
sistem penjaminan mutu pendidikan; 
serta acuan yang digunakan dalam 
implementasi sistem penjaminan mutu 
pendidikan dasar dan menengah. Pada 
bagian ini dibahas juga pembagian 
tugas dalam implementasi sistem 
penjaminan mutu pendidikan serta 
luaran sebagai hasil dari implementasi 
sistem penjaminan mutu pendidikan.
BAB 3 Sistem Penjaminan Mutu    
 Internal
Bab ini menjelaskan tentang Sistem 
Penjaminan Mutu Internal Pendidikan 
Dasar dan Menengah. Pada bagian ini 
dibahas pengertian, prinsip, tujuan dan 
cakupan, serta siklus sistem penjaminan 
mutu internal pendidikan dasar dan 
menengah. Selanjutnya pada Bab ini 
juga dibahas indikator dan faktor 
penentu keberhasilan implementasi 
sistem penjaminan mutu internal di 
satuan pendidikan dasar dan menengah, 
serta organisasi dan dokumen yang 
digunakan dalam implementasi sistem 
penjaminan mutu pendidikan dasar dan 
menengah.
BAB 4 Sistem Penjaminan Mutu    
 Eksternal
Bab ini berisi penjelasan tentang sistem 
penjaminan mutu eksternal pada 
pendidikan dasar dan menengah. Pada 
Bab ini dibahas pengertian, prinsip, 
tujuan, dan fungsi sistem penjaminan 
mutu eksternal pada pendidikan dasar 
dan menengah, siklus penjaminan mutu 
eksternal, dan pembagian tugas dalam 
implementasi sistem penjaminan mutu 
eksternal.
BAB 5 Sistem Pemetaan Mutu    
 Pendidikan 
Bab 5 berisi penjelasan tentang sistem 
pemetaan mutu pendidikan sebagai 
sub-komponen penting penentu 
keberhasilan sistem penjaminan mutu 
pendidikan. Pada Bab ini diuraikan 
tentang pengertian, tujuan, dan 
mekanisme implementasi sistem 
pemetaan mutu pendidikan dasar dan 
menengah. Selain itu Bab ini juga berisi 
uraian tentang pengembangan peta 
mutu dan pemanfaatan peta mutu 
pendidikan dalam upaya peningkatan 
mutu pendidikan dasar dan menengah.
BAB 6 Sistem Informasi Penjaminan   
 Mutu Pendidikan
Bab ini berisi penjelasan tentang sistem 
informasi penjaminan mutu pendidikan 
sebagai penunjang dalam implementasi 
sistem penjaminan mutu pendidikan 
dasar dan menengah, baik internal 
maupun eksternal. Pada bagian ini 
diuraikan pengertian, tujuan, fungsi, 
manfaat, serta jenis data dan informasi 
yang ada dalam sistem informasi 
penjaminan mutu dasar dan menengah. 
Pada bagian ini dibahas juga 
kelembagaan sistem informasi 
penjaminan mutu pendidikan dan 
tata cara pengumpulan data dan 
informasi terkait pemetaan mutu 
pendidikan dasar dan menengah.
BAB 7 Penutup
Sebagai penutup, buku ini diakhiri 
dengan pembahasan tentang peran 
penting sistem penjaminan mutu 
pendidikan dalam upaya peningkatan 
mutu pendidikan. Tak kalah pentingnya 
pada bagian ini diuraikan peran 
kunci dari sistem penjaminan mutu 
pendidikan dalam mewujudkan 
terbangunnya budaya mutu di satuan 
pendidikan sebagai prasyarat bagi 
upaya peningkatan mutu pendidikan.
1.1  Latar Belakang
Secara nasional, mutu pendidikan dasar dan 
menengah di Indonesia belum seperti yang 
diharapkan. Hasil pemetaan mutu pendidikan 
secara nasional pada tahun 2014 menunjukkan 
hanya sekitar 16% satuan pendidikan yang 
memenuhi standar nasional pendidikan (SNP). 
Sebagian besar satuan pendidikan belum 
memenuhi SNP, bahkan ada satuan pendidikan 
yang masih belum memenuhi standar 
pelayanan minimal (SPM).
Standar kualitas pendidikan yang ditetapkan 
oleh pemerintah berbeda dengan standar yang 
dilaksanakan oleh satuan pendidikan. Standar 
yang digunakan oleh sebagian besar sekolah 
jauh di bawah standar yang ditetapkan oleh 
pemerintah. Akibatnya, kualitas lulusan yang 
dihasilkan oleh satuan pendidikan belum 
memenuhi standar yang diharapkan. 
Kesenjangan antara hasil ujian nasional dengan 
hasil ujian sekolah yang lebar menunjukkan 
bahwa ada permasalahan dalam instrumen dan 
metode pengukuran hasil belajar siswa.
Masih banyak pengelola pendidikan yang tidak 
tahu makna standar mutu pendidikan.Selain itu, 
sebagian besar satuan pendidikan belum 
memiliki kemampuan untuk menjamin bahwa 
proses pendidikan yang dijalankan dapat 
setiap Satuan Pendidikan pada jalur formal dan 
nonformal wajib melakukan penjaminan mutu 
pendidikan. Penjaminan mutu pendidikan 
tersebut bertujuan untuk memenuhi atau 
melampaui Standar Nasional Pendidikan.
Peningkatan dan penjaminan mutu pendidikan 
ini merupakan tanggung jawab dari setiap 
komponen di satuan pendidikan. Peningkatan 
mutu di satuan pendidikan tidak dapat berjalan 
dengan baik tanpa adanya budaya mutu pada 
seluruh komponen sekolah. Untuk peningkatan 
mutu sekolah secara utuh dibutuhkan 
pendekatan khusus agar seluruh komponen 
sekolah bersama-sama memiliki budaya mutu. 
Untuk itu dibutuhkan program Implementasi 
Penjaminan Mutu Pendidikan di seluruh sekolah 
di Indonesia dengan pendekatan pelibatan 
seluruh komponen sekolah (whole school 
approach).
Agar penjaminan mutu dapat berjalan dengan 
baik di segala lapisan pengelolaan pendidikan 
dasar dan menengah, telah dikembangkan 
sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan 
menengah yang dibuat dalam bentuk Peraturan 
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor … 
tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu 
Pendidikan Dasar dan Menengah. Untuk 
mempermudah pemahaman seluruh unsur 
terkait penjaminan mutu pendidikan atas 
peraturan tersebut dibuatlah Pedoman Sistem 
Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan 
Menengah.
1.4  Sistematika
Untuk memberi gambaran yang komprehensif, 
pedoman ini dibagi menjadi 7 BAB yaitu:
  
memenuhi standar kualitas yang ditetapkan 
oleh pemerintah. Kemampuan itu meliputi:
• Cara melakukan penilaian hasil belajar
• Cara membuat perencanaan    
 peningkatan mutu pendidikan
• Cara implementasi peningkatan mutu   
 pendidikan
• Cara melakukan evaluasi pengelolaan   
 sekolah maupun proses pembelajaran.
Upaya peningkatan mutu pendidikan ini tidak 
akan dapat diwujudkan tanpa ada upaya 
perbaikan dalam penyelenggaraan pendidikan 
menuju pendidikan bermutu. Untuk 
mewujudkan pendidikan bermutu ini, upaya 
membangun budaya mutu di satuan 
pendidikan menjadi suatu kebutuhan yang 
tidak dapat ditawar. Satuan pendidikan harus 
mengimplemetasikan penjaminan mutu 
pendidikan tersebut secara mandiri dan 
berkelanjutan.
Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 
tentang Sistem Pendidikan Nasional 
menyatakan bahwa Sistem Pendidikan Nasional 
adalah keseluruhan komponen pendidikan 
yang saling terkait secara terpadu untuk 
mencapai tujuan pendidikan nasional, yaitu 
berkembangnya potensi peserta didik agar 
menjadi manusia yang beriman dan bertakwa 
kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, 
sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan 
menjadi warga negara yang demokratis serta 
bertanggung jawab. Selanjutnya sebagaimana 
diamanatkan di dalam Peraturan Pemerintah 
Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005, 
1.2  Dasar Hukum
1.3  Tujuan Pedoman
Pedoman ini dibuat untuk memberi gambaran 
yang komprehensif dan sistematis tentang 
Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan 
Menengah yang tertuang dalam Peraturan 
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No ... 
tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan 
Dasar dan Menengah. Dengan membaca 
pedoman ini diharapkan semua pihak 
memperoleh gambaran umum lengkap 
tentang sistem penjaminan mutu pendidikan 
dasar dan menengah sesuai yang tertuang 
dalam peraturan menteri tersebut.
Secara khusus, setelah membaca pedoman ini, 
setiap orang paham tentang:
• Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan   
 Dasar dan Menengah
• Sistem Penjaminan Mutu Internal   
 Pendidikan Dasar dan Menengah;
• Sistem Penjaminan Mutu Eksternal   
 Pendidikan Dasar dan Menengah;
• Sistem Informasi Penjaminan Mutu   
 Pendidikan Dasar dan Menengah
















Bab ini berisikan latar belakang 
dibuatnya peraturan Menteri Pendidikan 
dan Kebudayaan tentang penjaminan 
mutu pendidikan khusus untuk 
pendidikan dasar dan menengah. Pada 
Bab ini diuraikan juga dasar hukum yang 
melandasi pembuatan peraturan Menteri 
tersebut.
BAB 2 Sistem Penjaminan Mutu      
 Pendidikan
Bab ini berisikan penjelasan tentang 
Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan 
Dasar dan Menengah secara umum. 
Pada Bab ini diuraikan pengertian, 
tujuan, dan fungsi sistem penjaminan 
mutu pendidikan dasar dan menengah 
; komponen sistem penjaminan mutu 
pendidikan dasar dan menengah; siklus 
sistem penjaminan mutu pendidikan; 
serta acuan yang digunakan dalam 
implementasi sistem penjaminan mutu 
pendidikan dasar dan menengah. Pada 
bagian ini dibahas juga pembagian 
tugas dalam implementasi sistem 
penjaminan mutu pendidikan serta 
luaran sebagai hasil dari implementasi 
sistem penjaminan mutu pendidikan.
BAB 3 Sistem Penjaminan Mutu    
 Internal
Bab ini menjelaskan tentang Sistem 
Penjaminan Mutu Internal Pendidikan 
Dasar dan Menengah. Pada bagian ini 
dibahas pengertian, prinsip, tujuan dan 
cakupan, serta siklus sistem penjaminan 
mutu internal pendidikan dasar dan 
menengah. Selanjutnya pada Bab ini 
juga dibahas indikator dan faktor 
penentu keberhasilan implementasi 
sistem penjaminan mutu internal di 
satuan pendidikan dasar dan menengah, 
serta organisasi dan dokumen yang 
digunakan dalam implementasi sistem 
penjaminan mutu pendidikan dasar dan 
menengah.
BAB 4 Sistem Penjaminan Mutu    
 Eksternal
Bab ini berisi penjelasan tentang sistem 
penjaminan mutu eksternal pada 
pendidikan dasar dan menengah. Pada 
Bab ini dibahas pengertian, prinsip, 
tujuan, dan fungsi sistem penjaminan 
mutu eksternal pada pendidikan dasar 
dan menengah, siklus penjaminan mutu 
eksternal, dan pembagian tugas dalam 
implementasi sistem penjaminan mutu 
eksternal.
BAB 5 Sistem Pemetaan Mutu    
 Pendidikan 
Bab 5 berisi penjelasan tentang sistem 
pemetaan mutu pendidikan sebagai 
sub-komponen penting penentu 
keberhasilan sistem penjaminan mutu 
pendidikan. Pada Bab ini diuraikan 
tentang pengertian, tujuan, dan 
mekanisme implementasi sistem 
pemetaan mutu pendidikan dasar dan 
menengah. Selain itu Bab ini juga berisi 
uraian tentang pengembangan peta 
mutu dan pemanfaatan peta mutu 
pendidikan dalam upaya peningkatan 
mutu pendidikan dasar dan menengah.
BAB 6 Sistem Informasi Penjaminan   
 Mutu Pendidikan
Bab ini berisi penjelasan tentang sistem 
informasi penjaminan mutu pendidikan 
sebagai penunjang dalam implementasi 
sistem penjaminan mutu pendidikan 
dasar dan menengah, baik internal 
maupun eksternal. Pada bagian ini 
diuraikan pengertian, tujuan, fungsi, 
manfaat, serta jenis data dan informasi 
yang ada dalam sistem informasi 
penjaminan mutu dasar dan menengah. 
Pada bagian ini dibahas juga 
kelembagaan sistem informasi 
penjaminan mutu pendidikan dan 
tata cara pengumpulan data dan 
informasi terkait pemetaan mutu 
pendidikan dasar dan menengah.
BAB 7 Penutup
Sebagai penutup, buku ini diakhiri 
dengan pembahasan tentang peran 
penting sistem penjaminan mutu 
pendidikan dalam upaya peningkatan 
mutu pendidikan. Tak kalah pentingnya 
pada bagian ini diuraikan peran 
kunci dari sistem penjaminan mutu 
pendidikan dalam mewujudkan 
terbangunnya budaya mutu di satuan 
pendidikan sebagai prasyarat bagi 
upaya peningkatan mutu pendidikan.
31.1  Latar Belakang
Secara nasional, mutu pendidikan dasar dan 
menengah di Indonesia belum seperti yang 
diharapkan. Hasil pemetaan mutu pendidikan 
secara nasional pada tahun 2014 menunjukkan 
hanya sekitar 16% satuan pendidikan yang 
memenuhi standar nasional pendidikan (SNP). 
Sebagian besar satuan pendidikan belum 
memenuhi SNP, bahkan ada satuan pendidikan 
yang masih belum memenuhi standar 
pelayanan minimal (SPM).
Standar kualitas pendidikan yang ditetapkan 
oleh pemerintah berbeda dengan standar yang 
dilaksanakan oleh satuan pendidikan. Standar 
yang digunakan oleh sebagian besar sekolah 
jauh di bawah standar yang ditetapkan oleh 
pemerintah. Akibatnya, kualitas lulusan yang 
dihasilkan oleh satuan pendidikan belum 
memenuhi standar yang diharapkan. 
Kesenjangan antara hasil ujian nasional dengan 
hasil ujian sekolah yang lebar menunjukkan 
bahwa ada permasalahan dalam instrumen dan 
metode pengukuran hasil belajar siswa.
Masih banyak pengelola pendidikan yang tidak 
tahu makna standar mutu pendidikan.Selain itu, 
sebagian besar satuan pendidikan belum 
memiliki kemampuan untuk menjamin bahwa 
proses pendidikan yang dijalankan dapat 
setiap Satuan Pendidikan pada jalur formal dan 
nonformal wajib melakukan penjaminan mutu 
pendidikan. Penjaminan mutu pendidikan 
tersebut bertujuan untuk memenuhi atau 
melampaui Standar Nasional Pendidikan.
Peningkatan dan penjaminan mutu pendidikan 
ini merupakan tanggung jawab dari setiap 
komponen di satuan pendidikan. Peningkatan 
mutu di satuan pendidikan tidak dapat berjalan 
dengan baik tanpa adanya budaya mutu pada 
seluruh komponen sekolah. Untuk peningkatan 
mutu sekolah secara utuh dibutuhkan 
pendekatan khusus agar seluruh komponen 
sekolah bersama-sama memiliki budaya mutu. 
Untuk itu dibutuhkan program Implementasi 
Penjaminan Mutu Pendidikan di seluruh sekolah 
di Indonesia dengan pendekatan pelibatan 
seluruh komponen sekolah (whole school 
approach).
Agar penjaminan mutu dapat berjalan dengan 
baik di segala lapisan pengelolaan pendidikan 
dasar dan menengah, telah dikembangkan 
sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan 
menengah yang dibuat dalam bentuk Peraturan 
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor … 
tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu 
Pendidikan Dasar dan Menengah. Untuk 
mempermudah pemahaman seluruh unsur 
terkait penjaminan mutu pendidikan atas 
peraturan tersebut dibuatlah Pedoman Sistem 
Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan 
Menengah.
1.4  Sistematika
Untuk memberi gambaran yang komprehensif, 
pedoman ini dibagi menjadi 7 BAB yaitu:
  
memenuhi standar kualitas yang ditetapkan 
oleh pemerintah. Kemampuan itu meliputi:
• Cara melakukan penilaian hasil belajar
• Cara membuat perencanaan    
 peningkatan mutu pendidikan
• Cara implementasi peningkatan mutu   
 pendidikan
• Cara melakukan evaluasi pengelolaan   
 sekolah maupun proses pembelajaran.
Upaya peningkatan mutu pendidikan ini tidak 
akan dapat diwujudkan tanpa ada upaya 
perbaikan dalam penyelenggaraan pendidikan 
menuju pendidikan bermutu. Untuk 
mewujudkan pendidikan bermutu ini, upaya 
membangun budaya mutu di satuan 
pendidikan menjadi suatu kebutuhan yang 
tidak dapat ditawar. Satuan pendidikan harus 
mengimplemetasikan penjaminan mutu 
pendidikan tersebut secara mandiri dan 
berkelanjutan.
Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 
tentang Sistem Pendidikan Nasional 
menyatakan bahwa Sistem Pendidikan Nasional 
adalah keseluruhan komponen pendidikan 
yang saling terkait secara terpadu untuk 
mencapai tujuan pendidikan nasional, yaitu 
berkembangnya potensi peserta didik agar 
menjadi manusia yang beriman dan bertakwa 
kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, 
sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan 
menjadi warga negara yang demokratis serta 
bertanggung jawab. Selanjutnya sebagaimana 
diamanatkan di dalam Peraturan Pemerintah 
Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005, 
1.2  Dasar Hukum
1.3  Tujuan Pedoman
Pedoman ini dibuat untuk memberi gambaran 
yang komprehensif dan sistematis tentang 
Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan 
Menengah yang tertuang dalam Peraturan 
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No ... 
tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan 
Dasar dan Menengah. Dengan membaca 
pedoman ini diharapkan semua pihak 
memperoleh gambaran umum lengkap 
tentang sistem penjaminan mutu pendidikan 
dasar dan menengah sesuai yang tertuang 
dalam peraturan menteri tersebut.
Secara khusus, setelah membaca pedoman ini, 
setiap orang paham tentang:
• Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan   
 Dasar dan Menengah
• Sistem Penjaminan Mutu Internal   
 Pendidikan Dasar dan Menengah;
• Sistem Penjaminan Mutu Eksternal   
 Pendidikan Dasar dan Menengah;
• Sistem Informasi Penjaminan Mutu   
 Pendidikan Dasar dan Menengah
• Sistem Pemetaan Mutu Pendidikan
BAB 1 Pendahuluan
Bab ini berisikan latar belakang 
dibuatnya peraturan Menteri Pendidikan 
dan Kebudayaan tentang penjaminan 
mutu pendidikan khusus untuk 
pendidikan dasar dan menengah. Pada 
Bab ini diuraikan juga dasar hukum yang 
melandasi pembuatan peraturan Menteri 
tersebut.
BAB 2 Sistem Penjaminan Mutu      
 Pendidikan
Bab ini berisikan penjelasan tentang 
Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan 
Dasar dan Menengah secara umum. 
Pada Bab ini diuraikan pengertian, 
tujuan, dan fungsi sistem penjaminan 
mutu pendidikan dasar dan menengah 
; komponen sistem penjaminan mutu 
pendidikan dasar dan menengah; siklus 
sistem penjaminan mutu pendidikan; 
serta acuan yang digunakan dalam 
implementasi sistem penjaminan mutu 
pendidikan dasar dan menengah. Pada 
bagian ini dibahas juga pembagian 
tugas dalam implementasi sistem 
penjaminan mutu pendidikan serta 
luaran sebagai hasil dari implementasi 
sistem penjaminan mutu pendidikan.
BAB 3 Sistem Penjaminan Mutu    
 Internal
Bab ini menjelaskan tentang Sistem 
Penjaminan Mutu Internal Pendidikan 
Dasar dan Menengah. Pada bagian ini 
dibahas pengertian, prinsip, tujuan dan 
cakupan, serta siklus sistem penjaminan 
mutu internal pendidikan dasar dan 
menengah. Selanjutnya pada Bab ini 
juga dibahas indikator dan faktor 
penentu keberhasilan implementasi 
sistem penjaminan mutu internal di 
satuan pendidikan dasar dan menengah, 
serta organisasi dan dokumen yang 
digunakan dalam implementasi sistem 
penjaminan mutu pendidikan dasar dan 
menengah.
BAB 4 Sistem Penjaminan Mutu    
 Eksternal
Bab ini berisi penjelasan tentang sistem 
penjaminan mutu eksternal pada 
pendidikan dasar dan menengah. Pada 
Bab ini dibahas pengertian, prinsip, 
tujuan, dan fungsi sistem penjaminan 
mutu eksternal pada pendidikan dasar 
dan menengah, siklus penjaminan mutu 
eksternal, dan pembagian tugas dalam 
implementasi sistem penjaminan mutu 
eksternal.
BAB 5 Sistem Pemetaan Mutu    
 Pendidikan 
Bab 5 berisi penjelasan tentang sistem 
pemetaan mutu pendidikan sebagai 
sub-komponen penting penentu 
keberhasilan sistem penjaminan mutu 
pendidikan. Pada Bab ini diuraikan 
tentang pengertian, tujuan, dan 
mekanisme implementasi sistem 
pemetaan mutu pendidikan dasar dan 
menengah. Selain itu Bab ini juga berisi 
uraian tentang pengembangan peta 
mutu dan pemanfaatan peta mutu 
pendidikan dalam upaya peningkatan 
mutu pendidikan dasar dan menengah.
BAB 6 Sistem Informasi Penjaminan   
 Mutu Pendidikan
Bab ini berisi penjelasan tentang sistem 
informasi penjaminan mutu pendidikan 
sebagai penunjang dalam implementasi 
sistem penjaminan mutu pendidikan 
dasar dan menengah, baik internal 
maupun eksternal. Pada bagian ini 
diuraikan pengertian, tujuan, fungsi, 
manfaat, serta jenis data dan informasi 
yang ada dalam sistem informasi 
penjaminan mutu dasar dan menengah. 
Pada bagian ini dibahas juga 
kelembagaan sistem informasi 
penjaminan mutu pendidikan dan 
tata cara pengumpulan data dan 
informasi terkait pemetaan mutu 
pendidikan dasar dan menengah.
BAB 7 Penutup
Sebagai penutup, buku ini diakhiri 
dengan pembahasan tentang peran 
penting sistem penjaminan mutu 
pendidikan dalam upaya peningkatan 
mutu pendidikan. Tak kalah pentingnya 
pada bagian ini diuraikan peran 
kunci dari sistem penjaminan mutu 
pendidikan dalam mewujudkan 
terbangunnya budaya mutu di satuan 
pendidikan sebagai prasyarat bagi 
upaya peningkatan mutu pendidikan.
41.1  Latar Belakang
Secara nasional, mutu pendidikan dasar dan 
menengah di Indonesia belum seperti yang 
diharapkan. Hasil pemetaan mutu pendidikan 
secara nasional pada tahun 2014 menunjukkan 
hanya sekitar 16% satuan pendidikan yang 
memenuhi standar nasional pendidikan (SNP). 
Sebagian besar satuan pendidikan belum 
memenuhi SNP, bahkan ada satuan pendidikan 
yang masih belum memenuhi standar 
pelayanan minimal (SPM).
Standar kualitas pendidikan yang ditetapkan 
oleh pemerintah berbeda dengan standar yang 
dilaksanakan oleh satuan pendidikan. Standar 
yang digunakan oleh sebagian besar sekolah 
jauh di bawah standar yang ditetapkan oleh 
pemerintah. Akibatnya, kualitas lulusan yang 
dihasilkan oleh satuan pendidikan belum 
memenuhi standar yang diharapkan. 
Kesenjangan antara hasil ujian nasional dengan 
hasil ujian sekolah yang lebar menunjukkan 
bahwa ada permasalahan dalam instrumen dan 
metode pengukuran hasil belajar siswa.
Masih banyak pengelola pendidikan yang tidak 
tahu makna standar mutu pendidikan.Selain itu, 
sebagian besar satuan pendidikan belum 
memiliki kemampuan untuk menjamin bahwa 
proses pendidikan yang dijalankan dapat 
setiap Satuan Pendidikan pada jalur formal dan 
nonformal wajib melakukan penjaminan mutu 
pendidikan. Penjaminan mutu pendidikan 
tersebut bertujuan untuk memenuhi atau 
melampaui Standar Nasional Pendidikan.
Peningkatan dan penjaminan mutu pendidikan 
ini merupakan tanggung jawab dari setiap 
komponen di satuan pendidikan. Peningkatan 
mutu di satuan pendidikan tidak dapat berjalan 
dengan baik tanpa adanya budaya mutu pada 
seluruh komponen sekolah. Untuk peningkatan 
mutu sekolah secara utuh dibutuhkan 
pendekatan khusus agar seluruh komponen 
sekolah bersama-sama memiliki budaya mutu. 
Untuk itu dibutuhkan program Implementasi 
Penjaminan Mutu Pendidikan di seluruh sekolah 
di Indonesia dengan pendekatan pelibatan 
seluruh komponen sekolah (whole school 
approach).
Agar penjaminan mutu dapat berjalan dengan 
baik di segala lapisan pengelolaan pendidikan 
dasar dan menengah, telah dikembangkan 
sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan 
menengah yang dibuat dalam bentuk Peraturan 
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor … 
tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu 
Pendidikan Dasar dan Menengah. Untuk 
mempermudah pemahaman seluruh unsur 
terkait penjaminan mutu pendidikan atas 
peraturan tersebut dibuatlah Pedoman Sistem 
Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan 
Menengah.
1.4  Sistematika
Untuk memberi gambaran yang komprehensif, 
pedoman ini dibagi menjadi 7 BAB yaitu:
  
memenuhi standar kualitas yang ditetapkan 
oleh pemerintah. Kemampuan itu meliputi:
• Cara melakukan penilaian hasil belajar
• Cara membuat perencanaan    
 peningkatan mutu pendidikan
• Cara implementasi peningkatan mutu   
 pendidikan
• Cara melakukan evaluasi pengelolaan   
 sekolah maupun proses pembelajaran.
Upaya peningkatan mutu pendidikan ini tidak 
akan dapat diwujudkan tanpa ada upaya 
perbaikan dalam penyelenggaraan pendidikan 
menuju pendidikan bermutu. Untuk 
mewujudkan pendidikan bermutu ini, upaya 
membangun budaya mutu di satuan 
pendidikan menjadi suatu kebutuhan yang 
tidak dapat ditawar. Satuan pendidikan harus 
mengimplemetasikan penjaminan mutu 
pendidikan tersebut secara mandiri dan 
berkelanjutan.
Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 
tentang Sistem Pendidikan Nasional 
menyatakan bahwa Sistem Pendidikan Nasional 
adalah keseluruhan komponen pendidikan 
yang saling terkait secara terpadu untuk 
mencapai tujuan pendidikan nasional, yaitu 
berkembangnya potensi peserta didik agar 
menjadi manusia yang beriman dan bertakwa 
kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, 
sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan 
menjadi warga negara yang demokratis serta 
bertanggung jawab. Selanjutnya sebagaimana 
diamanatkan di dalam Peraturan Pemerintah 
Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005, 
1.2  Dasar Hukum
1.3  Tujuan Pedoman
Pedoman ini dibuat untuk memberi gambaran 
yang komprehensif dan sistematis tentang 
Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan 
Menengah yang tertuang dalam Peraturan 
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No ... 
tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan 
Dasar dan Menengah. Dengan membaca 
pedoman ini diharapkan semua pihak 
memperoleh gambaran umum lengkap 
tentang sistem penjaminan mutu pendidikan 
dasar dan menengah sesuai yang tertuang 
dalam peraturan menteri tersebut.
Secara khusus, setelah membaca pedoman ini, 
setiap orang paham tentang:
• Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan   
 Dasar dan Menengah
• Sistem Penjaminan Mutu Internal   
 Pendidikan Dasar dan Menengah;
• Sistem Penjaminan Mutu Eksternal   
 Pendidikan Dasar dan Menengah;
• Sistem Informasi Penjaminan Mutu   
 Pendidikan Dasar dan Menengah
• Sistem Pemetaan Mutu Pendidikan
BAB 1 Pendahuluan
Bab ini berisikan latar belakang 
dibuatnya peraturan Menteri Pendidikan 
dan Kebudayaan tentang penjaminan 
mutu pendidikan khusus untuk 
pendidikan dasar dan menengah. Pada 
Bab ini diuraikan juga dasar hukum yang 
melandasi pembuatan peraturan Menteri 
tersebut.
BAB 2 Sistem Penjaminan Mutu      
 Pendidikan
Bab ini berisikan penjelasan tentang 
Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan 
Dasar dan Menengah secara umum. 
Pada Bab ini diuraikan pengertian, 
tujuan, dan fungsi sistem penjaminan 
mutu pendidikan dasar dan menengah 
; komponen sistem penjaminan mutu 
pendidikan dasar dan menengah; siklus 
sistem penjaminan mutu pendidikan; 
serta acuan yang digunakan dalam 
implementasi sistem penjaminan mutu 
pendidikan dasar dan menengah. Pada 
bagian ini dibahas juga pembagian 
tugas dalam implementasi sistem 
penjaminan mutu pendidikan serta 
luaran sebagai hasil dari implementasi 
sistem penjaminan mutu pendidikan.
BAB 3 Sistem Penjaminan Mutu    
 Internal
Bab ini menjelaskan tentang Sistem 
Penjaminan Mutu Internal Pendidikan 
Dasar dan Menengah. Pada bagian ini 
dibahas pengertian, prinsip, tujuan dan 
cakupan, serta siklus sistem penjaminan 
mutu internal pendidikan dasar dan 
menengah. Selanjutnya pada Bab ini 
juga dibahas indikator dan faktor 
penentu keberhasilan implementasi 
sistem penjaminan mutu internal di 
satuan pendidikan dasar dan menengah, 
serta organisasi dan dokumen yang 
digunakan dalam implementasi sistem 
penjaminan mutu pendidikan dasar dan 
menengah.
BAB 4 Sistem Penjaminan Mutu    
 Eksternal
Bab ini berisi penjelasan tentang sistem 
penjaminan mutu eksternal pada 
pendidikan dasar dan menengah. Pada 
Bab ini dibahas pengertian, prinsip, 
tujuan, dan fungsi sistem penjaminan 
mutu eksternal pada pendidikan dasar 
dan menengah, siklus penjaminan mutu 
eksternal, dan pembagian tugas dalam 
implementasi sistem penjaminan mutu 
eksternal.
BAB 5 Sistem Pemetaan Mutu    
 Pendidikan 
Bab 5 berisi penjelasan tentang sistem 
pemetaan mutu pendidikan sebagai 
sub-komponen penting penentu 
keberhasilan sistem penjaminan mutu 
pendidikan. Pada Bab ini diuraikan 
tentang pengertian, tujuan, dan 
mekanisme implementasi sistem 
pemetaan mutu pendidikan dasar dan 
menengah. Selain itu Bab ini juga berisi 
uraian tentang pengembangan peta 
mutu dan pemanfaatan peta mutu 
pendidikan dalam upaya peningkatan 
mutu pendidikan dasar dan menengah.
BAB 6 Sistem Informasi Penjaminan   
 Mutu Pendidikan
Bab ini berisi penjelasan tentang sistem 
informasi penjaminan mutu pendidikan 
sebagai penunjang dalam implementasi 
sistem penjaminan mutu pendidikan 
dasar dan menengah, baik internal 
maupun eksternal. Pada bagian ini 
diuraikan pengertian, tujuan, fungsi, 
manfaat, serta jenis data dan informasi 
yang ada dalam sistem informasi 
penjaminan mutu dasar dan menengah. 
Pada bagian ini dibahas juga 
kelembagaan sistem informasi 
penjaminan mutu pendidikan dan 
tata cara pengumpulan data dan 
informasi terkait pemetaan mutu 
pendidikan dasar dan menengah.
BAB 7 Penutup
Sebagai penutup, buku ini diakhiri 
dengan pembahasan tentang peran 
penting sistem penjaminan mutu 
pendidikan dalam upaya peningkatan 
mutu pendidikan. Tak kalah pentingnya 
pada bagian ini diuraikan peran 
kunci dari sistem penjaminan mutu 
pendidikan dalam mewujudkan 
terbangunnya budaya mutu di satuan 
pendidikan sebagai prasyarat bagi 
upaya peningkatan mutu pendidikan.
51.1  Latar Belakang
Secara nasional, mutu pendidikan dasar dan 
menengah di Indonesia belum seperti yang 
diharapkan. Hasil pemetaan mutu pendidikan 
secara nasional pada tahun 2014 menunjukkan 
hanya sekitar 16% satuan pendidikan yang 
memenuhi standar nasional pendidikan (SNP). 
Sebagian besar satuan pendidikan belum 
memenuhi SNP, bahkan ada satuan pendidikan 
yang masih belum memenuhi standar 
pelayanan minimal (SPM).
Standar kualitas pendidikan yang ditetapkan 
oleh pemerintah berbeda dengan standar yang 
dilaksanakan oleh satuan pendidikan. Standar 
yang digunakan oleh sebagian besar sekolah 
jauh di bawah standar yang ditetapkan oleh 
pemerintah. Akibatnya, kualitas lulusan yang 
dihasilkan oleh satuan pendidikan belum 
memenuhi standar yang diharapkan. 
Kesenjangan antara hasil ujian nasional dengan 
hasil ujian sekolah yang lebar menunjukkan 
bahwa ada permasalahan dalam instrumen dan 
metode pengukuran hasil belajar siswa.
Masih banyak pengelola pendidikan yang tidak 
tahu makna standar mutu pendidikan.Selain itu, 
sebagian besar satuan pendidikan belum 
memiliki kemampuan untuk menjamin bahwa 
proses pendidikan yang dijalankan dapat 
setiap Satuan Pendidikan pada jalur formal dan 
nonformal wajib melakukan penjaminan mutu 
pendidikan. Penjaminan mutu pendidikan 
tersebut bertujuan untuk memenuhi atau 
melampaui Standar Nasional Pendidikan.
Peningkatan dan penjaminan mutu pendidikan 
ini merupakan tanggung jawab dari setiap 
komponen di satuan pendidikan. Peningkatan 
mutu di satuan pendidikan tidak dapat berjalan 
dengan baik tanpa adanya budaya mutu pada 
seluruh komponen sekolah. Untuk peningkatan 
mutu sekolah secara utuh dibutuhkan 
pendekatan khusus agar seluruh komponen 
sekolah bersama-sama memiliki budaya mutu. 
Untuk itu dibutuhkan program Implementasi 
Penjaminan Mutu Pendidikan di seluruh sekolah 
di Indonesia dengan pendekatan pelibatan 
seluruh komponen sekolah (whole school 
approach).
Agar penjaminan mutu dapat berjalan dengan 
baik di segala lapisan pengelolaan pendidikan 
dasar dan menengah, telah dikembangkan 
sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan 
menengah yang dibuat dalam bentuk Peraturan 
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor … 
tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu 
Pendidikan Dasar dan Menengah. Untuk 
mempermudah pemahaman seluruh unsur 
terkait penjaminan mutu pendidikan atas 
peraturan tersebut dibuatlah Pedoman Sistem 
Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan 
Menengah.
1.4  Sistematika
Untuk memberi gambaran yang komprehensif, 
pedoman ini dibagi menjadi 7 BAB yaitu:
  
memenuhi standar kualitas yang ditetapkan 
oleh pemerintah. Kemampuan itu meliputi:
• Cara melakukan penilaian hasil belajar
• Cara membuat perencanaan    
 peningkatan mutu pendidikan
• Cara implementasi peningkatan mutu   
 pendidikan
• Cara melakukan evaluasi pengelolaan   
 sekolah maupun proses pembelajaran.
Upaya peningkatan mutu pendidikan ini tidak 
akan dapat diwujudkan tanpa ada upaya 
perbaikan dalam penyelenggaraan pendidikan 
menuju pendidikan bermutu. Untuk 
mewujudkan pendidikan bermutu ini, upaya 
membangun budaya mutu di satuan 
pendidikan menjadi suatu kebutuhan yang 
tidak dapat ditawar. Satuan pendidikan harus 
mengimplemetasikan penjaminan mutu 
pendidikan tersebut secara mandiri dan 
berkelanjutan.
Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 
tentang Sistem Pendidikan Nasional 
menyatakan bahwa Sistem Pendidikan Nasional 
adalah keseluruhan komponen pendidikan 
yang saling terkait secara terpadu untuk 
mencapai tujuan pendidikan nasional, yaitu 
berkembangnya potensi peserta didik agar 
menjadi manusia yang beriman dan bertakwa 
kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, 
sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan 
menjadi warga negara yang demokratis serta 
bertanggung jawab. Selanjutnya sebagaimana 
diamanatkan di dalam Peraturan Pemerintah 
Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005, 
1.2  Dasar Hukum
1.3  Tujuan Pedoman
Pedoman ini dibuat untuk memberi gambaran 
yang komprehensif dan sistematis tentang 
Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan 
Menengah yang tertuang dalam Peraturan 
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No ... 
tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan 
Dasar dan Menengah. Dengan membaca 
pedoman ini diharapkan semua pihak 
memperoleh gambaran umum lengkap 
tentang sistem penjaminan mutu pendidikan 
dasar dan menengah sesuai yang tertuang 
dalam peraturan menteri tersebut.
Secara khusus, setelah membaca pedoman ini, 
setiap orang paham tentang:
• Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan   
 Dasar dan Menengah
• Sistem Penjaminan Mutu Internal   
 Pendidikan Dasar dan Menengah;
• Sistem Penjaminan Mutu Eksternal   
 Pendidikan Dasar dan Menengah;
• Sistem Informasi Penjaminan Mutu   
 Pendidikan Dasar dan Menengah
• Sistem Pemetaan Mutu Pendidikan
BAB 1 Pendahuluan
Bab ini berisikan latar belakang 
dibuatnya peraturan Menteri Pendidikan 
dan Kebudayaan tentang penjaminan 
mutu pendidikan khusus untuk 
pendidikan dasar dan menengah. Pada 
Bab ini diuraikan juga dasar hukum yang 
melandasi pembuatan peraturan Menteri 
tersebut.
BAB 2 Sistem Penjaminan Mutu      
 Pendidikan
Bab ini berisikan penjelasan tentang 
Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan 
Dasar dan Menengah secara umum. 
Pada Bab ini diuraikan pengertian, 
tujuan, dan fungsi sistem penjaminan 
mutu pendidikan dasar dan menengah 
; komponen sistem penjaminan mutu 
pendidikan dasar dan menengah; siklus 
sistem penjaminan mutu pendidikan; 
serta acuan yang digunakan dalam 
implementasi sistem penjaminan mutu 
pendidikan dasar dan menengah. Pada 
bagian ini dibahas juga pembagian 
tugas dalam implementasi sistem 
penjaminan mutu pendidikan serta 
luaran sebagai hasil dari implementasi 
sistem penjaminan mutu pendidikan.
BAB 3 Sistem Penjaminan Mutu    
 Internal
Bab ini menjelaskan tentang Sistem 
Penjaminan Mutu Internal Pendidikan 
Dasar dan Menengah. Pada bagian ini 
dibahas pengertian, prinsip, tujuan dan 
cakupan, serta siklus sistem penjaminan 
mutu internal pendidikan dasar dan 
menengah. Selanjutnya pada Bab ini 
juga dibahas indikator dan faktor 
penentu keberhasilan implementasi 
sistem penjaminan mutu internal di 
satuan pendidikan dasar dan menengah, 
serta organisasi dan dokumen yang 
digunakan dalam implementasi sistem 
penjaminan mutu pendidikan dasar dan 
menengah.
BAB 4 Sistem Penjaminan Mutu    
 Eksternal
Bab ini berisi penjelasan tentang sistem 
penjaminan mutu eksternal pada 
pendidikan dasar dan menengah. Pada 
Bab ini dibahas pengertian, prinsip, 
tujuan, dan fungsi sistem penjaminan 
mutu eksternal pada pendidikan dasar 
dan menengah, siklus penjaminan mutu 
eksternal, dan pembagian tugas dalam 
implementasi sistem penjaminan mutu 
eksternal.
BAB 5 Sistem Pemetaan Mutu    
 Pendidikan 
Bab 5 berisi penjelasan tentang sistem 
pemetaan mutu pendidikan sebagai 
sub-komponen penting penentu 
keberhasilan sistem penjaminan mutu 
pendidikan. Pada Bab ini diuraikan 
tentang pengertian, tujuan, dan 
mekanisme implementasi sistem 
pemetaan mutu pendidikan dasar dan 
menengah. Selain itu Bab ini juga berisi 
uraian tentang pengembangan peta 
mutu dan pemanfaatan peta mutu 
pendidikan dalam upaya peningkatan 
mutu pendidikan dasar dan menengah.
BAB 6 Sistem Informasi Penjaminan   
 Mutu Pendidikan
Bab ini berisi penjelasan tentang sistem 
informasi penjaminan mutu pendidikan 
sebagai penunjang dalam implementasi 
sistem penjaminan mutu pendidikan 
dasar dan menengah, baik internal 
maupun eksternal. Pada bagian ini 
diuraikan pengertian, tujuan, fungsi, 
manfaat, serta jenis data dan informasi 
yang ada dalam sistem informasi 
penjaminan mutu dasar dan menengah. 
Pada bagian ini dibahas juga 
kelembagaan sistem informasi 
penjaminan mutu pendidikan dan 
tata cara pengumpulan data dan 
informasi terkait pemetaan mutu 
pendidikan dasar dan menengah.
BAB 7 Penutup
Sebagai penutup, buku ini diakhiri 
dengan pembahasan tentang peran 
penting sistem penjaminan mutu 
pendidikan dalam upaya peningkatan 
mutu pendidikan. Tak kalah pentingnya 
pada bagian ini diuraikan peran 
kunci dari sistem penjaminan mutu 
pendidikan dalam mewujudkan 
terbangunnya budaya mutu di satuan 
pendidikan sebagai prasyarat bagi 
upaya peningkatan mutu pendidikan.
61.1  Latar Belakang
Secara nasional, mutu pendidikan dasar dan 
menengah di Indonesia belum seperti yang 
diharapkan. Hasil pemetaan mutu pendidikan 
secara nasional pada tahun 2014 menunjukkan 
hanya sekitar 16% satuan pendidikan yang 
memenuhi standar nasional pendidikan (SNP). 
Sebagian besar satuan pendidikan belum 
memenuhi SNP, bahkan ada satuan pendidikan 
yang masih belum memenuhi standar 
pelayanan minimal (SPM).
Standar kualitas pendidikan yang ditetapkan 
oleh pemerintah berbeda dengan standar yang 
dilaksanakan oleh satuan pendidikan. Standar 
yang digunakan oleh sebagian besar sekolah 
jauh di bawah standar yang ditetapkan oleh 
pemerintah. Akibatnya, kualitas lulusan yang 
dihasilkan oleh satuan pendidikan belum 
memenuhi standar yang diharapkan. 
Kesenjangan antara hasil ujian nasional dengan 
hasil ujian sekolah yang lebar menunjukkan 
bahwa ada permasalahan dalam instrumen dan 
metode pengukuran hasil belajar siswa.
Masih banyak pengelola pendidikan yang tidak 
tahu makna standar mutu pendidikan.Selain itu, 
sebagian besar satuan pendidikan belum 
memiliki kemampuan untuk menjamin bahwa 
proses pendidikan yang dijalankan dapat 
setiap Satuan Pendidikan pada jalur formal dan 
nonformal wajib melakukan penjaminan mutu 
pendidikan. Penjaminan mutu pendidikan 
tersebut bertujuan untuk memenuhi atau 
melampaui Standar Nasional Pendidikan.
Peningkatan dan penjaminan mutu pendidikan 
ini merupakan tanggung jawab dari setiap 
komponen di satuan pendidikan. Peningkatan 
mutu di satuan pendidikan tidak dapat berjalan 
dengan baik tanpa adanya budaya mutu pada 
seluruh komponen sekolah. Untuk peningkatan 
mutu sekolah secara utuh dibutuhkan 
pendekatan khusus agar seluruh komponen 
sekolah bersama-sama memiliki budaya mutu. 
Untuk itu dibutuhkan program Implementasi 
Penjaminan Mutu Pendidikan di seluruh sekolah 
di Indonesia dengan pendekatan pelibatan 
seluruh komponen sekolah (whole school 
approach).
Agar penjaminan mutu dapat berjalan dengan 
baik di segala lapisan pengelolaan pendidikan 
dasar dan menengah, telah dikembangkan 
sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan 
menengah yang dibuat dalam bentuk Peraturan 
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor … 
tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu 
Pendidikan Dasar dan Menengah. Untuk 
mempermudah pemahaman seluruh unsur 
terkait penjaminan mutu pendidikan atas 
peraturan tersebut dibuatlah Pedoman Sistem 
Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan 
Menengah.
1.4  Sistematika
Untuk memberi gambaran yang komprehensif, 
pedoman ini dibagi menjadi 7 BAB yaitu:
  
memenuhi standar kualitas yang ditetapkan 
oleh pemerintah. Kemampuan itu meliputi:
• Cara melakukan penilaian hasil belajar
• Cara membuat perencanaan    
 peningkatan mutu pendidikan
• Cara implementasi peningkatan mutu   
 pendidikan
• Cara melakukan evaluasi pengelolaan   
 sekolah maupun proses pembelajaran.
Upaya peningkatan mutu pendidikan ini tidak 
akan dapat diwujudkan tanpa ada upaya 
perbaikan dalam penyelenggaraan pendidikan 
menuju pendidikan bermutu. Untuk 
mewujudkan pendidikan bermutu ini, upaya 
membangun budaya mutu di satuan 
pendidikan menjadi suatu kebutuhan yang 
tidak dapat ditawar. Satuan pendidikan harus 
mengimplemetasikan penjaminan mutu 
pendidikan tersebut secara mandiri dan 
berkelanjutan.
Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 
tentang Sistem Pendidikan Nasional 
menyatakan bahwa Sistem Pendidikan Nasional 
adalah keseluruhan komponen pendidikan 
yang saling terkait secara terpadu untuk 
mencapai tujuan pendidikan nasional, yaitu 
berkembangnya potensi peserta didik agar 
menjadi manusia yang beriman dan bertakwa 
kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, 
sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan 
menjadi warga negara yang demokratis serta 
bertanggung jawab. Selanjutnya sebagaimana 
diamanatkan di dalam Peraturan Pemerintah 
Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005, 
1.2  Dasar Hukum
1.3  Tujuan Pedoman
Pedoman ini dibuat untuk memberi gambaran 
yang komprehensif dan sistematis tentang 
Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan 
Menengah yang tertuang dalam Peraturan 
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No ... 
tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan 
Dasar dan Menengah. Dengan membaca 
pedoman ini diharapkan semua pihak 
memperoleh gambaran umum lengkap 
tentang sistem penjaminan mutu pendidikan 
dasar dan menengah sesuai yang tertuang 
dalam peraturan menteri tersebut.
Secara khusus, setelah membaca pedoman ini, 
setiap orang paham tentang:
• Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan   
 Dasar dan Menengah
• Sistem Penjaminan Mutu Internal   
 Pendidikan Dasar dan Menengah;
• Sistem Penjaminan Mutu Eksternal   
 Pendidikan Dasar dan Menengah;
• Sistem Informasi Penjaminan Mutu   
 Pendidikan Dasar dan Menengah
• Sistem Pemetaan Mutu Pendidikan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 
tentang Sistem Pendidikan Nasional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4301);
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 
tentang Guru dan Dosen (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 157, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 
4586);
Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 157, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 
4586);
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun  
2005 tentang Standar Nasional 
Pendidikan, sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 
Tahun 2013 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 
2005 tentang Standar Nasional 
Pendidikan dan Peraturan Pemerintah 
Nomor 13 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan  
Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 
tentang Standar Nasional Pendidikan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 71, Tambahan 
1.
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5410);
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 
2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4863);
Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 
2008 tentang Pendanaan Pendidikan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4864);
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 
2008 tentang Guru (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
194, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4941);
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 
2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 
tentang Pengelola dan Penyelenggaraan 
Pendidikan;
Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 
2015 Tentang Kementerian Pendidikan 
dan Kebudayaan  (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
15);
Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun  
2014 tentang Pembentukan Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan dan 
Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja 
Periode 2014-2019; 
Peraturan Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 
tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
BAB 1 Pendahuluan
Bab ini berisikan latar belakang 
dibuatnya peraturan Menteri Pendidikan 
dan Kebudayaan tentang penjaminan 
mutu pendidikan khusus untuk 
pendidikan dasar dan menengah. Pada 
Bab ini diuraikan juga dasar hukum yang 
melandasi pembuatan peraturan Menteri 
tersebut.
BAB 2 Sistem Penjaminan Mutu      
 Pendidikan
Bab ini berisikan penjelasan tentang 
Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan 
Dasar dan Menengah secara umum. 
Pada Bab ini diuraikan pengertian, 
tujuan, dan fungsi sistem penjaminan 
mutu pendidikan dasar dan menengah 
; komponen sistem penjaminan mutu 
pendidikan dasar dan menengah; siklus 
sistem penjaminan mutu pendidikan; 
serta acuan yang digunakan dalam 
implementasi sistem penjaminan mutu 
pendidikan dasar dan menengah. Pada 
bagian ini dibahas juga pembagian 
tugas dalam implementasi sistem 
penjaminan mutu pendidikan serta 
luaran sebagai hasil dari implementasi 
sistem penjaminan mutu pendidikan.
BAB 3 Sistem Penjaminan Mutu    
 Internal
Bab ini menjelaskan tentang Sistem 
Penjaminan Mutu Internal Pendidikan 
Dasar dan Menengah. Pada bagian ini 
dibahas pengertian, prinsip, tujuan dan 
cakupan, serta siklus sistem penjaminan 
mutu internal pendidikan dasar dan 
menengah. Selanjutnya pada Bab ini 
juga dibahas indikator dan faktor 
penentu keberhasilan implementasi 
sistem penjaminan mutu internal di 
satuan pendidikan dasar dan menengah, 
serta organisasi dan dokumen yang 
digunakan dalam implementasi sistem 
penjaminan mutu pendidikan dasar dan 
menengah.
BAB 4 Sistem Penjaminan Mutu    
 Eksternal
Bab ini berisi penjelasan tentang sistem 
penjaminan mutu eksternal pada 
pendidikan dasar dan menengah. Pada 
Bab ini dibahas pengertian, prinsip, 
tujuan, dan fungsi sistem penjaminan 
mutu eksternal pada pendidikan dasar 
dan menengah, siklus penjaminan mutu 
eksternal, dan pembagian tugas dalam 
implementasi sistem penjaminan mutu 
eksternal.
BAB 5 Sistem Pemetaan Mutu    
 Pendidikan 
Bab 5 berisi penjelasan tentang sistem 
pemetaan mutu pendidikan sebagai 
sub-komponen penting penentu 
keberhasilan sistem penjaminan mutu 
pendidikan. Pada Bab ini diuraikan 
tentang pengertian, tujuan, dan 
mekanisme implementasi sistem 
pemetaan mutu pendidikan dasar dan 
menengah. Selain itu Bab ini juga berisi 
uraian tentang pengembangan peta 
mutu dan pemanfaatan peta mutu 
pendidikan dalam upaya peningkatan 
mutu pendidikan dasar dan menengah.
BAB 6 Sistem Informasi Penjaminan   
 Mutu Pendidikan
Bab ini berisi penjelasan tentang sistem 
informasi penjaminan mutu pendidikan 
sebagai penunjang dalam implementasi 
sistem penjaminan mutu pendidikan 
dasar dan menengah, baik internal 
maupun eksternal. Pada bagian ini 
diuraikan pengertian, tujuan, fungsi, 
manfaat, serta jenis data dan informasi 
yang ada dalam sistem informasi 
penjaminan mutu dasar dan menengah. 
Pada bagian ini dibahas juga 
kelembagaan sistem informasi 
penjaminan mutu pendidikan dan 
tata cara pengumpulan data dan 
informasi terkait pemetaan mutu 





Sebagai penutup, buku ini diakhiri 
dengan pembahasan tentang peran 
penting sistem penjaminan mutu 
pendidikan dalam upaya peningkatan 
mutu pendidikan. Tak kalah pentingnya 
pada bagian ini diuraikan peran 
kunci dari sistem penjaminan mutu 
pendidikan dalam mewujudkan 
terbangunnya budaya mutu di satuan 
pendidikan sebagai prasyarat bagi 
upaya peningkatan mutu pendidikan.
71.1  Latar Belakang
Secara nasional, mutu pendidikan dasar dan 
menengah di Indonesia belum seperti yang 
diharapkan. Hasil pemetaan mutu pendidikan 
secara nasional pada tahun 2014 menunjukkan 
hanya sekitar 16% satuan pendidikan yang 
memenuhi standar nasional pendidikan (SNP). 
Sebagian besar satuan pendidikan belum 
memenuhi SNP, bahkan ada satuan pendidikan 
yang masih belum memenuhi standar 
pelayanan minimal (SPM).
Standar kualitas pendidikan yang ditetapkan 
oleh pemerintah berbeda dengan standar yang 
dilaksanakan oleh satuan pendidikan. Standar 
yang digunakan oleh sebagian besar sekolah 
jauh di bawah standar yang ditetapkan oleh 
pemerintah. Akibatnya, kualitas lulusan yang 
dihasilkan oleh satuan pendidikan belum 
memenuhi standar yang diharapkan. 
Kesenjangan antara hasil ujian nasional dengan 
hasil ujian sekolah yang lebar menunjukkan 
bahwa ada permasalahan dalam instrumen dan 
metode pengukuran hasil belajar siswa.
Masih banyak pengelola pendidikan yang tidak 
tahu makna standar mutu pendidikan.Selain itu, 
sebagian besar satuan pendidikan belum 
memiliki kemampuan untuk menjamin bahwa 
proses pendidikan yang dijalankan dapat 
setiap Satuan Pendidikan pada jalur formal dan 
nonformal wajib melakukan penjaminan mutu 
pendidikan. Penjaminan mutu pendidikan 
tersebut bertujuan untuk memenuhi atau 
melampaui Standar Nasional Pendidikan.
Peningkatan dan penjaminan mutu pendidikan 
ini merupakan tanggung jawab dari setiap 
komponen di satuan pendidikan. Peningkatan 
mutu di satuan pendidikan tidak dapat berjalan 
dengan baik tanpa adanya budaya mutu pada 
seluruh komponen sekolah. Untuk peningkatan 
mutu sekolah secara utuh dibutuhkan 
pendekatan khusus agar seluruh komponen 
sekolah bersama-sama memiliki budaya mutu. 
Untuk itu dibutuhkan program Implementasi 
Penjaminan Mutu Pendidikan di seluruh sekolah 
di Indonesia dengan pendekatan pelibatan 
seluruh komponen sekolah (whole school 
approach).
Agar penjaminan mutu dapat berjalan dengan 
baik di segala lapisan pengelolaan pendidikan 
dasar dan menengah, telah dikembangkan 
sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan 
menengah yang dibuat dalam bentuk Peraturan 
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor … 
tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu 
Pendidikan Dasar dan Menengah. Untuk 
mempermudah pemahaman seluruh unsur 
terkait penjaminan mutu pendidikan atas 
peraturan tersebut dibuatlah Pedoman Sistem 
Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan 
Menengah.
1.4  Sistematika
Untuk memberi gambaran yang komprehensif, 
pedoman ini dibagi menjadi 7 BAB yaitu:
  
memenuhi standar kualitas yang ditetapkan 
oleh pemerintah. Kemampuan itu meliputi:
• Cara melakukan penilaian hasil belajar
• Cara membuat perencanaan    
 peningkatan mutu pendidikan
• Cara implementasi peningkatan mutu   
 pendidikan
• Cara melakukan evaluasi pengelolaan   
 sekolah maupun proses pembelajaran.
Upaya peningkatan mutu pendidikan ini tidak 
akan dapat diwujudkan tanpa ada upaya 
perbaikan dalam penyelenggaraan pendidikan 
menuju pendidikan bermutu. Untuk 
mewujudkan pendidikan bermutu ini, upaya 
membangun budaya mutu di satuan 
pendidikan menjadi suatu kebutuhan yang 
tidak dapat ditawar. Satuan pendidikan harus 
mengimplemetasikan penjaminan mutu 
pendidikan tersebut secara mandiri dan 
berkelanjutan.
Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 
tentang Sistem Pendidikan Nasional 
menyatakan bahwa Sistem Pendidikan Nasional 
adalah keseluruhan komponen pendidikan 
yang saling terkait secara terpadu untuk 
mencapai tujuan pendidikan nasional, yaitu 
berkembangnya potensi peserta didik agar 
menjadi manusia yang beriman dan bertakwa 
kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, 
sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan 
menjadi warga negara yang demokratis serta 
bertanggung jawab. Selanjutnya sebagaimana 
diamanatkan di dalam Peraturan Pemerintah 
Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005, 
1.2  Dasar Hukum
1.3  Tujuan Pedoman
Pedoman ini dibuat untuk memberi gambaran 
yang komprehensif dan sistematis tentang 
Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan 
Menengah yang tertuang dalam Peraturan 
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No ... 
tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan 
Dasar dan Menengah. Dengan membaca 
pedoman ini diharapkan semua pihak 
memperoleh gambaran umum lengkap 
tentang sistem penjaminan mutu pendidikan 
dasar dan menengah sesuai yang tertuang 
dalam peraturan menteri tersebut.
Secara khusus, setelah membaca pedoman ini, 
setiap orang paham tentang:
• Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan   
 Dasar dan Menengah
• Sistem Penjaminan Mutu Internal   
 Pendidikan Dasar dan Menengah;
• Sistem Penjaminan Mutu Eksternal   
 Pendidikan Dasar dan Menengah;
• Sistem Informasi Penjaminan Mutu   
 Pendidikan Dasar dan Menengah
• Sistem Pemetaan Mutu Pendidikan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 
tentang Sistem Pendidikan Nasional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4301);
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 
tentang Guru dan Dosen (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 157, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 
4586);
Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 157, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 
4586);
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun  
2005 tentang Standar Nasional 
Pendidikan, sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 
Tahun 2013 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 
2005 tentang Standar Nasional 
Pendidikan dan Peraturan Pemerintah 
Nomor 13 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan  
Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 
tentang Standar Nasional Pendidikan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 71, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5410);
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 
2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4863);
Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 
2008 tentang Pendanaan Pendidikan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4864);
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 
2008 tentang Guru (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
194, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4941);
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 
2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 
tentang Pengelola dan Penyelenggaraan 
Pendidikan;
Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 
2015 Tentang Kementerian Pendidikan 
dan Kebudayaan  (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
15);
Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun  
2014 tentang Pembentukan Kementerian 







Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja 
Periode 2014-2019; 
Peraturan Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 
tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
BAB 1 Pendahuluan
Bab ini berisikan latar belakang 
dibuatnya peraturan Menteri Pendidikan 
dan Kebudayaan tentang penjaminan 
mutu pendidikan khusus untuk 
pendidikan dasar dan menengah. Pada 
Bab ini diuraikan juga dasar hukum yang 
melandasi pembuatan peraturan Menteri 
tersebut.
BAB 2 Sistem Penjaminan Mutu      
 Pendidikan
Bab ini berisikan penjelasan tentang 
Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan 
Dasar dan Menengah secara umum. 
Pada Bab ini diuraikan pengertian, 
tujuan, dan fungsi sistem penjaminan 
mutu pendidikan dasar dan menengah 
; komponen sistem penjaminan mutu 
pendidikan dasar dan menengah; siklus 
sistem penjaminan mutu pendidikan; 
serta acuan yang digunakan dalam 
implementasi sistem penjaminan mutu 
pendidikan dasar dan menengah. Pada 
bagian ini dibahas juga pembagian 
tugas dalam implementasi sistem 
penjaminan mutu pendidikan serta 
luaran sebagai hasil dari implementasi 
sistem penjaminan mutu pendidikan.
BAB 3 Sistem Penjaminan Mutu    
 Internal
Bab ini menjelaskan tentang Sistem 
Penjaminan Mutu Internal Pendidikan 
Dasar dan Menengah. Pada bagian ini 
dibahas pengertian, prinsip, tujuan dan 
cakupan, serta siklus sistem penjaminan 
mutu internal pendidikan dasar dan 
menengah. Selanjutnya pada Bab ini 
juga dibahas indikator dan faktor 
penentu keberhasilan implementasi 
sistem penjaminan mutu internal di 
satuan pendidikan dasar dan menengah, 
serta organisasi dan dokumen yang 
digunakan dalam implementasi sistem 
penjaminan mutu pendidikan dasar dan 
menengah.
BAB 4 Sistem Penjaminan Mutu    
 Eksternal
Bab ini berisi penjelasan tentang sistem 
penjaminan mutu eksternal pada 
pendidikan dasar dan menengah. Pada 
Bab ini dibahas pengertian, prinsip, 
tujuan, dan fungsi sistem penjaminan 
mutu eksternal pada pendidikan dasar 
dan menengah, siklus penjaminan mutu 
eksternal, dan pembagian tugas dalam 
implementasi sistem penjaminan mutu 
eksternal.
BAB 5 Sistem Pemetaan Mutu    
 Pendidikan 
Bab 5 berisi penjelasan tentang sistem 
pemetaan mutu pendidikan sebagai 
sub-komponen penting penentu 
keberhasilan sistem penjaminan mutu 
pendidikan. Pada Bab ini diuraikan 
tentang pengertian, tujuan, dan 
mekanisme implementasi sistem 
pemetaan mutu pendidikan dasar dan 
menengah. Selain itu Bab ini juga berisi 
uraian tentang pengembangan peta 
mutu dan pemanfaatan peta mutu 
pendidikan dalam upaya peningkatan 
mutu pendidikan dasar dan menengah.
BAB 6 Sistem Informasi Penjaminan   
 Mutu Pendidikan
Bab ini berisi penjelasan tentang sistem 
informasi penjaminan mutu pendidikan 
sebagai penunjang dalam implementasi 
sistem penjaminan mutu pendidikan 
dasar dan menengah, baik internal 
maupun eksternal. Pada bagian ini 
diuraikan pengertian, tujuan, fungsi, 
manfaat, serta jenis data dan informasi 
yang ada dalam sistem informasi 
penjaminan mutu dasar dan menengah. 
Pada bagian ini dibahas juga 
kelembagaan sistem informasi 
penjaminan mutu pendidikan dan 
tata cara pengumpulan data dan 
informasi terkait pemetaan mutu 
pendidikan dasar dan menengah.
BAB 7 Penutup
Sebagai penutup, buku ini diakhiri 
dengan pembahasan tentang peran 
penting sistem penjaminan mutu 
pendidikan dalam upaya peningkatan 
mutu pendidikan. Tak kalah pentingnya 
pada bagian ini diuraikan peran 
kunci dari sistem penjaminan mutu 
pendidikan dalam mewujudkan 
terbangunnya budaya mutu di satuan 
pendidikan sebagai prasyarat bagi 
upaya peningkatan mutu pendidikan.
81.1  Latar Belakang
Secara nasional, mutu pendidikan dasar dan 
menengah di Indonesia belum seperti yang 
diharapkan. Hasil pemetaan mutu pendidikan 
secara nasional pada tahun 2014 menunjukkan 
hanya sekitar 16% satuan pendidikan yang 
memenuhi standar nasional pendidikan (SNP). 
Sebagian besar satuan pendidikan belum 
memenuhi SNP, bahkan ada satuan pendidikan 
yang masih belum memenuhi standar 
pelayanan minimal (SPM).
Standar kualitas pendidikan yang ditetapkan 
oleh pemerintah berbeda dengan standar yang 
dilaksanakan oleh satuan pendidikan. Standar 
yang digunakan oleh sebagian besar sekolah 
jauh di bawah standar yang ditetapkan oleh 
pemerintah. Akibatnya, kualitas lulusan yang 
dihasilkan oleh satuan pendidikan belum 
memenuhi standar yang diharapkan. 
Kesenjangan antara hasil ujian nasional dengan 
hasil ujian sekolah yang lebar menunjukkan 
bahwa ada permasalahan dalam instrumen dan 
metode pengukuran hasil belajar siswa.
Masih banyak pengelola pendidikan yang tidak 
tahu makna standar mutu pendidikan.Selain itu, 
sebagian besar satuan pendidikan belum 
memiliki kemampuan untuk menjamin bahwa 
proses pendidikan yang dijalankan dapat 
setiap Satuan Pendidikan pada jalur formal dan 
nonformal wajib melakukan penjaminan mutu 
pendidikan. Penjaminan mutu pendidikan 
tersebut bertujuan untuk memenuhi atau 
melampaui Standar Nasional Pendidikan.
Peningkatan dan penjaminan mutu pendidikan 
ini merupakan tanggung jawab dari setiap 
komponen di satuan pendidikan. Peningkatan 
mutu di satuan pendidikan tidak dapat berjalan 
dengan baik tanpa adanya budaya mutu pada 
seluruh komponen sekolah. Untuk peningkatan 
mutu sekolah secara utuh dibutuhkan 
pendekatan khusus agar seluruh komponen 
sekolah bersama-sama memiliki budaya mutu. 
Untuk itu dibutuhkan program Implementasi 
Penjaminan Mutu Pendidikan di seluruh sekolah 
di Indonesia dengan pendekatan pelibatan 
seluruh komponen sekolah (whole school 
approach).
Agar penjaminan mutu dapat berjalan dengan 
baik di segala lapisan pengelolaan pendidikan 
dasar dan menengah, telah dikembangkan 
sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan 
menengah yang dibuat dalam bentuk Peraturan 
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor … 
tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu 
Pendidikan Dasar dan Menengah. Untuk 
mempermudah pemahaman seluruh unsur 
terkait penjaminan mutu pendidikan atas 
peraturan tersebut dibuatlah Pedoman Sistem 
Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan 
Menengah.
1.4  Sistematika
Untuk memberi gambaran yang komprehensif, 
pedoman ini dibagi menjadi 7 BAB yaitu:
  
memenuhi standar kualitas yang ditetapkan 
oleh pemerintah. Kemampuan itu meliputi:
• Cara melakukan penilaian hasil belajar
• Cara membuat perencanaan    
 peningkatan mutu pendidikan
• Cara implementasi peningkatan mutu   
 pendidikan
• Cara melakukan evaluasi pengelolaan   
 sekolah maupun proses pembelajaran.
Upaya peningkatan mutu pendidikan ini tidak 
akan dapat diwujudkan tanpa ada upaya 
perbaikan dalam penyelenggaraan pendidikan 
menuju pendidikan bermutu. Untuk 
mewujudkan pendidikan bermutu ini, upaya 
membangun budaya mutu di satuan 
pendidikan menjadi suatu kebutuhan yang 
tidak dapat ditawar. Satuan pendidikan harus 
mengimplemetasikan penjaminan mutu 
pendidikan tersebut secara mandiri dan 
berkelanjutan.
Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 
tentang Sistem Pendidikan Nasional 
menyatakan bahwa Sistem Pendidikan Nasional 
adalah keseluruhan komponen pendidikan 
yang saling terkait secara terpadu untuk 
mencapai tujuan pendidikan nasional, yaitu 
berkembangnya potensi peserta didik agar 
menjadi manusia yang beriman dan bertakwa 
kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, 
sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan 
menjadi warga negara yang demokratis serta 
bertanggung jawab. Selanjutnya sebagaimana 
diamanatkan di dalam Peraturan Pemerintah 
Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005, 
1.2  Dasar Hukum
1.3  Tujuan Pedoman
Pedoman ini dibuat untuk memberi gambaran 
yang komprehensif dan sistematis tentang 
Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan 
Menengah yang tertuang dalam Peraturan 
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No ... 
tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan 
Dasar dan Menengah. Dengan membaca 
pedoman ini diharapkan semua pihak 
memperoleh gambaran umum lengkap 
tentang sistem penjaminan mutu pendidikan 
dasar dan menengah sesuai yang tertuang 
dalam peraturan menteri tersebut.
Secara khusus, setelah membaca pedoman ini, 
setiap orang paham tentang:
• Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan   
 Dasar dan Menengah
• Sistem Penjaminan Mutu Internal   
 Pendidikan Dasar dan Menengah;
• Sistem Penjaminan Mutu Eksternal   
 Pendidikan Dasar dan Menengah;
• Sistem Informasi Penjaminan Mutu   
 Pendidikan Dasar dan Menengah
• Sistem Pemetaan Mutu Pendidikan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 
tentang Sistem Pendidikan Nasional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4301);
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 
tentang Guru dan Dosen (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 157, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 
4586);
Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 157, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 
4586);
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun  
2005 tentang Standar Nasional 
Pendidikan, sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 
Tahun 2013 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 
2005 tentang Standar Nasional 
Pendidikan dan Peraturan Pemerintah 
Nomor 13 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan  
Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 
tentang Standar Nasional Pendidikan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 71, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5410);
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 
2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4863);
Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 
2008 tentang Pendanaan Pendidikan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4864);
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 
2008 tentang Guru (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
194, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4941);
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 
2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 
tentang Pengelola dan Penyelenggaraan 
Pendidikan;
Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 
2015 Tentang Kementerian Pendidikan 
dan Kebudayaan  (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
15);
Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun  
2014 tentang Pembentukan Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan dan 
Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja 
Periode 2014-2019; 
Peraturan Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 
tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
BAB 1 Pendahuluan
Bab ini berisikan latar belakang 
dibuatnya peraturan Menteri Pendidikan 
dan Kebudayaan tentang penjaminan 
mutu pendidikan khusus untuk 
pendidikan dasar dan menengah. Pada 
Bab ini diuraikan juga dasar hukum yang 
melandasi pembuatan peraturan Menteri 
tersebut.
BAB 2 Sistem Penjaminan Mutu      
 Pendidikan
Bab ini berisikan penjelasan tentang 
Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan 
Dasar dan Menengah secara umum. 
Pada Bab ini diuraikan pengertian, 
tujuan, dan fungsi sistem penjaminan 
mutu pendidikan dasar dan menengah 
; komponen sistem penjaminan mutu 
pendidikan dasar dan menengah; siklus 
sistem penjaminan mutu pendidikan; 
serta acuan yang digunakan dalam 
implementasi sistem penjaminan mutu 
pendidikan dasar dan menengah. Pada 
bagian ini dibahas juga pembagian 
tugas dalam implementasi sistem 
penjaminan mutu pendidikan serta 
luaran sebagai hasil dari implementasi 
sistem penjaminan mutu pendidikan.
BAB 3 Sistem Penjaminan Mutu    
 Internal
Bab ini menjelaskan tentang Sistem 
Penjaminan Mutu Internal Pendidikan 
Dasar dan Menengah. Pada bagian ini 
dibahas pengertian, prinsip, tujuan dan 
cakupan, serta siklus sistem penjaminan 
mutu internal pendidikan dasar dan 
menengah. Selanjutnya pada Bab ini 
juga dibahas indikator dan faktor 
penentu keberhasilan implementasi 
sistem penjaminan mutu internal di 
satuan pendidikan dasar dan menengah, 
serta organisasi dan dokumen yang 
digunakan dalam implementasi sistem 
penjaminan mutu pendidikan dasar dan 
menengah.
BAB 4 Sistem Penjaminan Mutu    
 Eksternal
Bab ini berisi penjelasan tentang sistem 
penjaminan mutu eksternal pada 
pendidikan dasar dan menengah. Pada 
Bab ini dibahas pengertian, prinsip, 
tujuan, dan fungsi sistem penjaminan 
mutu eksternal pada pendidikan dasar 
dan menengah, siklus penjaminan mutu 
eksternal, dan pembagian tugas dalam 
implementasi sistem penjaminan mutu 
eksternal.
BAB 5 Sistem Pemetaan Mutu    
 Pendidikan 
Bab 5 berisi penjelasan tentang sistem 
pemetaan mutu pendidikan sebagai 
sub-komponen penting penentu 
keberhasilan sistem penjaminan mutu 
pendidikan. Pada Bab ini diuraikan 
tentang pengertian, tujuan, dan 
mekanisme implementasi sistem 
pemetaan mutu pendidikan dasar dan 
menengah. Selain itu Bab ini juga berisi 
uraian tentang pengembangan peta 
mutu dan pemanfaatan peta mutu 
pendidikan dalam upaya peningkatan 
mutu pendidikan dasar dan menengah.
BAB 6 Sistem Informasi Penjaminan   
 Mutu Pendidikan
Bab ini berisi penjelasan tentang sistem 
informasi penjaminan mutu pendidikan 
sebagai penunjang dalam implementasi 
sistem penjaminan mutu pendidikan 
dasar dan menengah, baik internal 
maupun eksternal. Pada bagian ini 
diuraikan pengertian, tujuan, fungsi, 
manfaat, serta jenis data dan informasi 
yang ada dalam sistem informasi 
penjaminan mutu dasar dan menengah. 
Pada bagian ini dibahas juga 
kelembagaan sistem informasi 
penjaminan mutu pendidikan dan 
tata cara pengumpulan data dan 
informasi terkait pemetaan mutu 
pendidikan dasar dan menengah.
11.
BAB 7 Penutup
Sebagai penutup, buku ini diakhiri 
dengan pembahasan tentang peran 
penting sistem penjaminan mutu 
pendidikan dalam upaya peningkatan 
mutu pendidikan. Tak kalah pentingnya 
pada bagian ini diuraikan peran 
kunci dari sistem penjaminan mutu 
pendidikan dalam mewujudkan 
terbangunnya budaya mutu di satuan 
pendidikan sebagai prasyarat bagi 
upaya peningkatan mutu pendidikan.
91.1  Latar Belakang
Secara nasional, mutu pendidikan dasar dan 
menengah di Indonesia belum seperti yang 
diharapkan. Hasil pemetaan mutu pendidikan 
secara nasional pada tahun 2014 menunjukkan 
hanya sekitar 16% satuan pendidikan yang 
memenuhi standar nasional pendidikan (SNP). 
Sebagian besar satuan pendidikan belum 
memenuhi SNP, bahkan ada satuan pendidikan 
yang masih belum memenuhi standar 
pelayanan minimal (SPM).
Standar kualitas pendidikan yang ditetapkan 
oleh pemerintah berbeda dengan standar yang 
dilaksanakan oleh satuan pendidikan. Standar 
yang digunakan oleh sebagian besar sekolah 
jauh di bawah standar yang ditetapkan oleh 
pemerintah. Akibatnya, kualitas lulusan yang 
dihasilkan oleh satuan pendidikan belum 
memenuhi standar yang diharapkan. 
Kesenjangan antara hasil ujian nasional dengan 
hasil ujian sekolah yang lebar menunjukkan 
bahwa ada permasalahan dalam instrumen dan 
metode pengukuran hasil belajar siswa.
Masih banyak pengelola pendidikan yang tidak 
tahu makna standar mutu pendidikan.Selain itu, 
sebagian besar satuan pendidikan belum 
memiliki kemampuan untuk menjamin bahwa 
proses pendidikan yang dijalankan dapat 
setiap Satuan Pendidikan pada jalur formal dan 
nonformal wajib melakukan penjaminan mutu 
pendidikan. Penjaminan mutu pendidikan 
tersebut bertujuan untuk memenuhi atau 
melampaui Standar Nasional Pendidikan.
Peningkatan dan penjaminan mutu pendidikan 
ini merupakan tanggung jawab dari setiap 
komponen di satuan pendidikan. Peningkatan 
mutu di satuan pendidikan tidak dapat berjalan 
dengan baik tanpa adanya budaya mutu pada 
seluruh komponen sekolah. Untuk peningkatan 
mutu sekolah secara utuh dibutuhkan 
pendekatan khusus agar seluruh komponen 
sekolah bersama-sama memiliki budaya mutu. 
Untuk itu dibutuhkan program Implementasi 
Penjaminan Mutu Pendidikan di seluruh sekolah 
di Indonesia dengan pendekatan pelibatan 
seluruh komponen sekolah (whole school 
approach).
Agar penjaminan mutu dapat berjalan dengan 
baik di segala lapisan pengelolaan pendidikan 
dasar dan menengah, telah dikembangkan 
sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan 
menengah yang dibuat dalam bentuk Peraturan 
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor … 
tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu 
Pendidikan Dasar dan Menengah. Untuk 
mempermudah pemahaman seluruh unsur 
terkait penjaminan mutu pendidikan atas 
peraturan tersebut dibuatlah Pedoman Sistem 
Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan 
Menengah.
1.4  Sistematika
Untuk memberi gambaran yang komprehensif, 
pedoman ini dibagi menjadi 7 BAB yaitu:
  
memenuhi standar kualitas yang ditetapkan 
oleh pemerintah. Kemampuan itu meliputi:
• Cara melakukan penilaian hasil belajar
• Cara membuat perencanaan    
 peningkatan mutu pendidikan
• Cara implementasi peningkatan mutu   
 pendidikan
• Cara melakukan evaluasi pengelolaan   
 sekolah maupun proses pembelajaran.
Upaya peningkatan mutu pendidikan ini tidak 
akan dapat diwujudkan tanpa ada upaya 
perbaikan dalam penyelenggaraan pendidikan 
menuju pendidikan bermutu. Untuk 
mewujudkan pendidikan bermutu ini, upaya 
membangun budaya mutu di satuan 
pendidikan menjadi suatu kebutuhan yang 
tidak dapat ditawar. Satuan pendidikan harus 
mengimplemetasikan penjaminan mutu 
pendidikan tersebut secara mandiri dan 
berkelanjutan.
Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 
tentang Sistem Pendidikan Nasional 
menyatakan bahwa Sistem Pendidikan Nasional 
adalah keseluruhan komponen pendidikan 
yang saling terkait secara terpadu untuk 
mencapai tujuan pendidikan nasional, yaitu 
berkembangnya potensi peserta didik agar 
menjadi manusia yang beriman dan bertakwa 
kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, 
sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan 
menjadi warga negara yang demokratis serta 
bertanggung jawab. Selanjutnya sebagaimana 
diamanatkan di dalam Peraturan Pemerintah 
Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005, 
1.2  Dasar Hukum
1.3  Tujuan Pedoman
Pedoman ini dibuat untuk memberi gambaran 
yang komprehensif dan sistematis tentang 
Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan 
Menengah yang tertuang dalam Peraturan 
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No ... 
tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan 
Dasar dan Menengah. Dengan membaca 
pedoman ini diharapkan semua pihak 
memperoleh gambaran umum lengkap 
tentang sistem penjaminan mutu pendidikan 
dasar dan menengah sesuai yang tertuang 
dalam peraturan menteri tersebut.
Secara khusus, setelah membaca pedoman ini, 
setiap orang paham tentang:
• Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan   
 Dasar dan Menengah
• Sistem Penjaminan Mutu Internal   
 Pendidikan Dasar dan Menengah;
• Sistem Penjaminan Mutu Eksternal   
 Pendidikan Dasar dan Menengah;
• Sistem Informasi Penjaminan Mutu   
 Pendidikan Dasar dan Menengah
• Sistem Pemetaan Mutu Pendidikan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 
tentang Sistem Pendidikan Nasional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4301);
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 
tentang Guru dan Dosen (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 157, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 
4586);
Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 157, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 
4586);
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun  
2005 tentang Standar Nasional 
Pendidikan, sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 
Tahun 2013 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 
2005 tentang Standar Nasional 
Pendidikan dan Peraturan Pemerintah 
Nomor 13 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan  
Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 
tentang Standar Nasional Pendidikan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 71, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5410);
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 
2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4863);
Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 
2008 tentang Pendanaan Pendidikan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4864);
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 
2008 tentang Guru (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
194, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4941);
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 
2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 
tentang Pengelola dan Penyelenggaraan 
Pendidikan;
Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 
2015 Tentang Kementerian Pendidikan 
dan Kebudayaan  (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
15);
Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun  
2014 tentang Pembentukan Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan dan 
Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja 
Periode 2014-2019; 
Peraturan Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 
tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
BAB 1 Pendahuluan
Bab ini berisikan latar belakang 
dibuatnya peraturan Menteri Pendidikan 
dan Kebudayaan tentang penjaminan 
mutu pendidikan khusus untuk 
pendidikan dasar dan menengah. Pada 
Bab ini diuraikan juga dasar hukum yang 
melandasi pembuatan peraturan Menteri 
tersebut.
BAB 2 Sistem Penjaminan Mutu      
 Pendidikan
Bab ini berisikan penjelasan tentang 
Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan 
Dasar dan Menengah secara umum. 
Pada Bab ini diuraikan pengertian, 
tujuan, dan fungsi sistem penjaminan 
mutu pendidikan dasar dan menengah 
; komponen sistem penjaminan mutu 
pendidikan dasar dan menengah; siklus 
sistem penjaminan mutu pendidikan; 
serta acuan yang digunakan dalam 
implementasi sistem penjaminan mutu 
pendidikan dasar dan menengah. Pada 
bagian ini dibahas juga pembagian 
tugas dalam implementasi sistem 
penjaminan mutu pendidikan serta 
luaran sebagai hasil dari implementasi 
sistem penjaminan mutu pendidikan.
BAB 3 Sistem Penjaminan Mutu    
 Internal
Bab ini menjelaskan tentang Sistem 
Penjaminan Mutu Internal Pendidikan 
Dasar dan Menengah. Pada bagian ini 
dibahas pengertian, prinsip, tujuan dan 
cakupan, serta siklus sistem penjaminan 
mutu internal pendidikan dasar dan 
menengah. Selanjutnya pada Bab ini 
juga dibahas indikator dan faktor 
penentu keberhasilan implementasi 
sistem penjaminan mutu internal di 
satuan pendidikan dasar dan menengah, 
serta organisasi dan dokumen yang 
digunakan dalam implementasi sistem 
penjaminan mutu pendidikan dasar dan 
menengah.
BAB 4 Sistem Penjaminan Mutu    
 Eksternal
Bab ini berisi penjelasan tentang sistem 
penjaminan mutu eksternal pada 
pendidikan dasar dan menengah. Pada 
Bab ini dibahas pengertian, prinsip, 
tujuan, dan fungsi sistem penjaminan 
mutu eksternal pada pendidikan dasar 
dan menengah, siklus penjaminan mutu 
eksternal, dan pembagian tugas dalam 
implementasi sistem penjaminan mutu 
eksternal.
BAB 5 Sistem Pemetaan Mutu    
 Pendidikan 
Bab 5 berisi penjelasan tentang sistem 
pemetaan mutu pendidikan sebagai 
sub-komponen penting penentu 
keberhasilan sistem penjaminan mutu 
pendidikan. Pada Bab ini diuraikan 
tentang pengertian, tujuan, dan 
mekanisme implementasi sistem 
pemetaan mutu pendidikan dasar dan 
menengah. Selain itu Bab ini juga berisi 
uraian tentang pengembangan peta 
mutu dan pemanfaatan peta mutu 
pendidikan dalam upaya peningkatan 
mutu pendidikan dasar dan menengah.
BAB 6 Sistem Informasi Penjaminan   
 Mutu Pendidikan
Bab ini berisi penjelasan tentang sistem 
informasi penjaminan mutu pendidikan 
sebagai penunjang dalam implementasi 
sistem penjaminan mutu pendidikan 
dasar dan menengah, baik internal 
maupun eksternal. Pada bagian ini 
diuraikan pengertian, tujuan, fungsi, 
manfaat, serta jenis data dan informasi 
yang ada dalam sistem informasi 
penjaminan mutu dasar dan menengah. 
Pada bagian ini dibahas juga 
kelembagaan sistem informasi 
penjaminan mutu pendidikan dan 
tata cara pengumpulan data dan 
informasi terkait pemetaan mutu 
pendidikan dasar dan menengah.
BAB 7 Penutup
Sebagai penutup, buku ini diakhiri 
dengan pembahasan tentang peran 
penting sistem penjaminan mutu 
pendidikan dalam upaya peningkatan 
mutu pendidikan. Tak kalah pentingnya 
pada bagian ini diuraikan peran 
kunci dari sistem penjaminan mutu 
pendidikan dalam mewujudkan 
terbangunnya budaya mutu di satuan 
pendidikan sebagai prasyarat bagi 
upaya peningkatan mutu pendidikan.
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1.1  Latar Belakang
Secara nasional, mutu pendidikan dasar dan 
menengah di Indonesia belum seperti yang 
diharapkan. Hasil pemetaan mutu pendidikan 
secara nasional pada tahun 2014 menunjukkan 
hanya sekitar 16% satuan pendidikan yang 
memenuhi standar nasional pendidikan (SNP). 
Sebagian besar satuan pendidikan belum 
memenuhi SNP, bahkan ada satuan pendidikan 
yang masih belum memenuhi standar 
pelayanan minimal (SPM).
Standar kualitas pendidikan yang ditetapkan 
oleh pemerintah berbeda dengan standar yang 
dilaksanakan oleh satuan pendidikan. Standar 
yang digunakan oleh sebagian besar sekolah 
jauh di bawah standar yang ditetapkan oleh 
pemerintah. Akibatnya, kualitas lulusan yang 
dihasilkan oleh satuan pendidikan belum 
memenuhi standar yang diharapkan. 
Kesenjangan antara hasil ujian nasional dengan 
hasil ujian sekolah yang lebar menunjukkan 
bahwa ada permasalahan dalam instrumen dan 
metode pengukuran hasil belajar siswa.
Masih banyak pengelola pendidikan yang tidak 
tahu makna standar mutu pendidikan.Selain itu, 
sebagian besar satuan pendidikan belum 
memiliki kemampuan untuk menjamin bahwa 
proses pendidikan yang dijalankan dapat 
setiap Satuan Pendidikan pada jalur formal dan 
nonformal wajib melakukan penjaminan mutu 
pendidikan. Penjaminan mutu pendidikan 
tersebut bertujuan untuk memenuhi atau 
melampaui Standar Nasional Pendidikan.
Peningkatan dan penjaminan mutu pendidikan 
ini merupakan tanggung jawab dari setiap 
komponen di satuan pendidikan. Peningkatan 
mutu di satuan pendidikan tidak dapat berjalan 
dengan baik tanpa adanya budaya mutu pada 
seluruh komponen sekolah. Untuk peningkatan 
mutu sekolah secara utuh dibutuhkan 
pendekatan khusus agar seluruh komponen 
sekolah bersama-sama memiliki budaya mutu. 
Untuk itu dibutuhkan program Implementasi 
Penjaminan Mutu Pendidikan di seluruh sekolah 
di Indonesia dengan pendekatan pelibatan 
seluruh komponen sekolah (whole school 
approach).
Agar penjaminan mutu dapat berjalan dengan 
baik di segala lapisan pengelolaan pendidikan 
dasar dan menengah, telah dikembangkan 
sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan 
menengah yang dibuat dalam bentuk Peraturan 
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor … 
tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu 
Pendidikan Dasar dan Menengah. Untuk 
mempermudah pemahaman seluruh unsur 
terkait penjaminan mutu pendidikan atas 
peraturan tersebut dibuatlah Pedoman Sistem 
Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan 
Menengah.
1.4  Sistematika
Untuk memberi gambaran yang komprehensif, 
pedoman ini dibagi menjadi 7 BAB yaitu:
  
memenuhi standar kualitas yang ditetapkan 
oleh pemerintah. Kemampuan itu meliputi:
• Cara melakukan penilaian hasil belajar
• Cara membuat perencanaan    
 peningkatan mutu pendidikan
• Cara implementasi peningkatan mutu   
 pendidikan
• Cara melakukan evaluasi pengelolaan   
 sekolah maupun proses pembelajaran.
Upaya peningkatan mutu pendidikan ini tidak 
akan dapat diwujudkan tanpa ada upaya 
perbaikan dalam penyelenggaraan pendidikan 
menuju pendidikan bermutu. Untuk 
mewujudkan pendidikan bermutu ini, upaya 
membangun budaya mutu di satuan 
pendidikan menjadi suatu kebutuhan yang 
tidak dapat ditawar. Satuan pendidikan harus 
mengimplemetasikan penjaminan mutu 
pendidikan tersebut secara mandiri dan 
berkelanjutan.
Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 
tentang Sistem Pendidikan Nasional 
menyatakan bahwa Sistem Pendidikan Nasional 
adalah keseluruhan komponen pendidikan 
yang saling terkait secara terpadu untuk 
mencapai tujuan pendidikan nasional, yaitu 
berkembangnya potensi peserta didik agar 
menjadi manusia yang beriman dan bertakwa 
kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, 
sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan 
menjadi warga negara yang demokratis serta 
bertanggung jawab. Selanjutnya sebagaimana 
diamanatkan di dalam Peraturan Pemerintah 
Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005, 
1.2  Dasar Hukum
1.3  Tujuan Pedoman
Pedoman ini dibuat untuk memberi gambaran 
yang komprehensif dan sistematis tentang 
Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan 
Menengah yang tertuang dalam Peraturan 
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No ... 
tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan 
Dasar dan Menengah. Dengan membaca 
pedoman ini diharapkan semua pihak 
memperoleh gambaran umum lengkap 
tentang sistem penjaminan mutu pendidikan 
dasar dan menengah sesuai yang tertuang 
dalam peraturan menteri tersebut.
Secara khusus, setelah membaca pedoman ini, 
setiap orang paham tentang:
• Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan   
 Dasar dan Menengah
• Sistem Penjaminan Mutu Internal   
 Pendidikan Dasar dan Menengah;
• Sistem Penjaminan Mutu Eksternal   
 Pendidikan Dasar dan Menengah;
• Sistem Informasi Penjaminan Mutu   
 Pendidikan Dasar dan Menengah
• Sistem Pemetaan Mutu Pendidikan
BAB 1 Pendahuluan
Bab ini berisikan latar belakang 
dibuatnya peraturan Menteri Pendidikan 
dan Kebudayaan tentang penjaminan 
mutu pendidikan khusus untuk 
pendidikan dasar dan menengah. Pada 
Bab ini diuraikan juga dasar hukum yang 
melandasi pembuatan peraturan Menteri 
tersebut.
BAB 2 Sistem Penjaminan Mutu      
 Pendidikan
Bab ini berisikan penjelasan tentang 
Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan 
Dasar dan Menengah secara umum. 
Pada Bab ini diuraikan pengertian, 
tujuan, dan fungsi sistem penjaminan 
mutu pendidikan dasar dan menengah 
; komponen sistem penjaminan mutu 
pendidikan dasar dan menengah; siklus 
sistem penjaminan mutu pendidikan; 
serta acuan yang digunakan dalam 
implementasi sistem penjaminan mutu 
pendidikan dasar dan menengah. Pada 
bagian ini dibahas juga pembagian 
tugas dalam implementasi sistem 
penjaminan mutu pendidikan serta 
luaran sebagai hasil dari implementasi 
sistem penjaminan mutu pendidikan.
BAB 3 Sistem Penjaminan Mutu    
 Internal
Bab ini menjelaskan tentang Sistem 
Penjaminan Mutu Internal Pendidikan 
Dasar dan Menengah. Pada bagian ini 
dibahas pengertian, prinsip, tujuan dan 
cakupan, serta siklus sistem penjaminan 
mutu internal pendidikan dasar dan 
menengah. Selanjutnya pada Bab ini 
juga dibahas indikator dan faktor 
penentu keberhasilan implementasi 
sistem penjaminan mutu internal di 
satuan pendidikan dasar dan menengah, 
serta organisasi dan dokumen yang 
digunakan dalam implementasi sistem 
penjaminan mutu pendidikan dasar dan 
menengah.
BAB 4 Sistem Penjaminan Mutu    
 Eksternal
Bab ini berisi penjelasan tentang sistem 
penjaminan mutu eksternal pada 
pendidikan dasar dan menengah. Pada 
Bab ini dibahas pengertian, prinsip, 
tujuan, dan fungsi sistem penjaminan 
mutu eksternal pada pendidikan dasar 
dan menengah, siklus penjaminan mutu 
eksternal, dan pembagian tugas dalam 
implementasi sistem penjaminan mutu 
eksternal.
BAB 5 Sistem Pemetaan Mutu    
 Pendidikan 
Bab 5 berisi penjelasan tentang sistem 
pemetaan mutu pendidikan sebagai 
sub-komponen penting penentu 
keberhasilan sistem penjaminan mutu 
pendidikan. Pada Bab ini diuraikan 
tentang pengertian, tujuan, dan 
mekanisme implementasi sistem 
pemetaan mutu pendidikan dasar dan 
menengah. Selain itu Bab ini juga berisi 
uraian tentang pengembangan peta 
mutu dan pemanfaatan peta mutu 
pendidikan dalam upaya peningkatan 
mutu pendidikan dasar dan menengah.
BAB 6 Sistem Informasi Penjaminan   
 Mutu Pendidikan
Bab ini berisi penjelasan tentang sistem 
informasi penjaminan mutu pendidikan 
sebagai penunjang dalam implementasi 
sistem penjaminan mutu pendidikan 
dasar dan menengah, baik internal 
maupun eksternal. Pada bagian ini 
diuraikan pengertian, tujuan, fungsi, 
manfaat, serta jenis data dan informasi 
yang ada dalam sistem informasi 
penjaminan mutu dasar dan menengah. 
Pada bagian ini dibahas juga 
kelembagaan sistem informasi 
penjaminan mutu pendidikan dan 
tata cara pengumpulan data dan 
informasi terkait pemetaan mutu 
pendidikan dasar dan menengah.
BAB 7 Penutup
Sebagai penutup, buku ini diakhiri 
dengan pembahasan tentang peran 
penting sistem penjaminan mutu 
pendidikan dalam upaya peningkatan 
mutu pendidikan. Tak kalah pentingnya 
pada bagian ini diuraikan peran 
kunci dari sistem penjaminan mutu 
pendidikan dalam mewujudkan 
terbangunnya budaya mutu di satuan 
pendidikan sebagai prasyarat bagi 
upaya peningkatan mutu pendidikan.
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1.1  Latar Belakang
Secara nasional, mutu pendidikan dasar dan 
menengah di Indonesia belum seperti yang 
diharapkan. Hasil pemetaan mutu pendidikan 
secara nasional pada tahun 2014 menunjukkan 
hanya sekitar 16% satuan pendidikan yang 
memenuhi standar nasional pendidikan (SNP). 
Sebagian besar satuan pendidikan belum 
memenuhi SNP, bahkan ada satuan pendidikan 
yang masih belum memenuhi standar 
pelayanan minimal (SPM).
Standar kualitas pendidikan yang ditetapkan 
oleh pemerintah berbeda dengan standar yang 
dilaksanakan oleh satuan pendidikan. Standar 
yang digunakan oleh sebagian besar sekolah 
jauh di bawah standar yang ditetapkan oleh 
pemerintah. Akibatnya, kualitas lulusan yang 
dihasilkan oleh satuan pendidikan belum 
memenuhi standar yang diharapkan. 
Kesenjangan antara hasil ujian nasional dengan 
hasil ujian sekolah yang lebar menunjukkan 
bahwa ada permasalahan dalam instrumen dan 
metode pengukuran hasil belajar siswa.
Masih banyak pengelola pendidikan yang tidak 
tahu makna standar mutu pendidikan.Selain itu, 
sebagian besar satuan pendidikan belum 
memiliki kemampuan untuk menjamin bahwa 
proses pendidikan yang dijalankan dapat 
setiap Satuan Pendidikan pada jalur formal dan 
nonformal wajib melakukan penjaminan mutu 
pendidikan. Penjaminan mutu pendidikan 
tersebut bertujuan untuk memenuhi atau 
melampaui Standar Nasional Pendidikan.
Peningkatan dan penjaminan mutu pendidikan 
ini merupakan tanggung jawab dari setiap 
komponen di satuan pendidikan. Peningkatan 
mutu di satuan pendidikan tidak dapat berjalan 
dengan baik tanpa adanya budaya mutu pada 
seluruh komponen sekolah. Untuk peningkatan 
mutu sekolah secara utuh dibutuhkan 
pendekatan khusus agar seluruh komponen 
sekolah bersama-sama memiliki budaya mutu. 
Untuk itu dibutuhkan program Implementasi 
Penjaminan Mutu Pendidikan di seluruh sekolah 
di Indonesia dengan pendekatan pelibatan 
seluruh komponen sekolah (whole school 
approach).
Agar penjaminan mutu dapat berjalan dengan 
baik di segala lapisan pengelolaan pendidikan 
dasar dan menengah, telah dikembangkan 
sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan 
menengah yang dibuat dalam bentuk Peraturan 
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor … 
tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu 
Pendidikan Dasar dan Menengah. Untuk 
mempermudah pemahaman seluruh unsur 
terkait penjaminan mutu pendidikan atas 
peraturan tersebut dibuatlah Pedoman Sistem 
Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan 
Menengah.
1.4  Sistematika
Untuk memberi gambaran yang komprehensif, 
pedoman ini dibagi menjadi 7 BAB yaitu:
  
memenuhi standar kualitas yang ditetapkan 
oleh pemerintah. Kemampuan itu meliputi:
• Cara melakukan penilaian hasil belajar
• Cara membuat perencanaan    
 peningkatan mutu pendidikan
• Cara implementasi peningkatan mutu   
 pendidikan
• Cara melakukan evaluasi pengelolaan   
 sekolah maupun proses pembelajaran.
Upaya peningkatan mutu pendidikan ini tidak 
akan dapat diwujudkan tanpa ada upaya 
perbaikan dalam penyelenggaraan pendidikan 
menuju pendidikan bermutu. Untuk 
mewujudkan pendidikan bermutu ini, upaya 
membangun budaya mutu di satuan 
pendidikan menjadi suatu kebutuhan yang 
tidak dapat ditawar. Satuan pendidikan harus 
mengimplemetasikan penjaminan mutu 
pendidikan tersebut secara mandiri dan 
berkelanjutan.
Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 
tentang Sistem Pendidikan Nasional 
menyatakan bahwa Sistem Pendidikan Nasional 
adalah keseluruhan komponen pendidikan 
yang saling terkait secara terpadu untuk 
mencapai tujuan pendidikan nasional, yaitu 
berkembangnya potensi peserta didik agar 
menjadi manusia yang beriman dan bertakwa 
kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, 
sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan 
menjadi warga negara yang demokratis serta 
bertanggung jawab. Selanjutnya sebagaimana 
diamanatkan di dalam Peraturan Pemerintah 
Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005, 
1.2  Dasar Hukum
1.3  Tujuan Pedoman
Pedoman ini dibuat untuk memberi gambaran 
yang komprehensif dan sistematis tentang 
Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan 
Menengah yang tertuang dalam Peraturan 
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No ... 
tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan 
Dasar dan Menengah. Dengan membaca 
pedoman ini diharapkan semua pihak 
memperoleh gambaran umum lengkap 
tentang sistem penjaminan mutu pendidikan 
dasar dan menengah sesuai yang tertuang 
dalam peraturan menteri tersebut.
Secara khusus, setelah membaca pedoman ini, 
setiap orang paham tentang:
• Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan   
 Dasar dan Menengah
• Sistem Penjaminan Mutu Internal   
 Pendidikan Dasar dan Menengah;
• Sistem Penjaminan Mutu Eksternal   
 Pendidikan Dasar dan Menengah;
• Sistem Informasi Penjaminan Mutu   
 Pendidikan Dasar dan Menengah
• Sistem Pemetaan Mutu Pendidikan
BAB 1 Pendahuluan
Bab ini berisikan latar belakang 
dibuatnya peraturan Menteri Pendidikan 
dan Kebudayaan tentang penjaminan 
mutu pendidikan khusus untuk 
pendidikan dasar dan menengah. Pada 
Bab ini diuraikan juga dasar hukum yang 
melandasi pembuatan peraturan Menteri 
tersebut.
BAB 2 Sistem Penjaminan Mutu      
 Pendidikan
Bab ini berisikan penjelasan tentang 
Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan 
Dasar dan Menengah secara umum. 
Pada Bab ini diuraikan pengertian, 
tujuan, dan fungsi sistem penjaminan 
mutu pendidikan dasar dan menengah 
; komponen sistem penjaminan mutu 
pendidikan dasar dan menengah; siklus 
sistem penjaminan mutu pendidikan; 
serta acuan yang digunakan dalam 
implementasi sistem penjaminan mutu 
pendidikan dasar dan menengah. Pada 
bagian ini dibahas juga pembagian 
tugas dalam implementasi sistem 
penjaminan mutu pendidikan serta 
luaran sebagai hasil dari implementasi 
sistem penjaminan mutu pendidikan.
BAB 3 Sistem Penjaminan Mutu    
 Internal
Bab ini menjelaskan tentang Sistem 
Penjaminan Mutu Internal Pendidikan 
Dasar dan Menengah. Pada bagian ini 
dibahas pengertian, prinsip, tujuan dan 
cakupan, serta siklus sistem penjaminan 
mutu internal pendidikan dasar dan 
menengah. Selanjutnya pada Bab ini 
juga dibahas indikator dan faktor 
penentu keberhasilan implementasi 
sistem penjaminan mutu internal di 
satuan pendidikan dasar dan menengah, 
serta organisasi dan dokumen yang 
digunakan dalam implementasi sistem 
penjaminan mutu pendidikan dasar dan 
menengah.
BAB 4 Sistem Penjaminan Mutu    
 Eksternal
Bab ini berisi penjelasan tentang sistem 
penjaminan mutu eksternal pada 
pendidikan dasar dan menengah. Pada 
Bab ini dibahas pengertian, prinsip, 
tujuan, dan fungsi sistem penjaminan 
mutu eksternal pada pendidikan dasar 
dan menengah, siklus penjaminan mutu 
eksternal, dan pembagian tugas dalam 
implementasi sistem penjaminan mutu 
eksternal.
BAB 5 Sistem Pemetaan Mutu    
 Pendidikan 
Bab 5 berisi penjelasan tentang sistem 
pemetaan mutu pendidikan sebagai 
sub-komponen penting penentu 
keberhasilan sistem penjaminan mutu 
pendidikan. Pada Bab ini diuraikan 
tentang pengertian, tujuan, dan 
mekanisme implementasi sistem 
pemetaan mutu pendidikan dasar dan 
menengah. Selain itu Bab ini juga berisi 
uraian tentang pengembangan peta 
mutu dan pemanfaatan peta mutu 
pendidikan dalam upaya peningkatan 
mutu pendidikan dasar dan menengah.
BAB 6 Sistem Informasi Penjaminan   
 Mutu Pendidikan
Bab ini berisi penjelasan tentang sistem 
informasi penjaminan mutu pendidikan 
sebagai penunjang dalam implementasi 
sistem penjaminan mutu pendidikan 
dasar dan menengah, baik internal 
maupun eksternal. Pada bagian ini 
diuraikan pengertian, tujuan, fungsi, 
manfaat, serta jenis data dan informasi 
yang ada dalam sistem informasi 
penjaminan mutu dasar dan menengah. 
Pada bagian ini dibahas juga 
kelembagaan sistem informasi 
penjaminan mutu pendidikan dan 
tata cara pengumpulan data dan 
informasi terkait pemetaan mutu 
pendidikan dasar dan menengah.
BAB 7 Penutup
Sebagai penutup, buku ini diakhiri 
dengan pembahasan tentang peran 
penting sistem penjaminan mutu 
pendidikan dalam upaya peningkatan 
mutu pendidikan. Tak kalah pentingnya 
pada bagian ini diuraikan peran 
kunci dari sistem penjaminan mutu 
pendidikan dalam mewujudkan 
terbangunnya budaya mutu di satuan 
pendidikan sebagai prasyarat bagi 
upaya peningkatan mutu pendidikan.
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1.1  Latar Belakang
Secara nasional, mutu pendidikan dasar dan 
menengah di Indonesia belum seperti yang 
diharapkan. Hasil pemetaan mutu pendidikan 
secara nasional pada tahun 2014 menunjukkan 
hanya sekitar 16% satuan pendidikan yang 
memenuhi standar nasional pendidikan (SNP). 
Sebagian besar satuan pendidikan belum 
memenuhi SNP, bahkan ada satuan pendidikan 
yang masih belum memenuhi standar 
pelayanan minimal (SPM).
Standar kualitas pendidikan yang ditetapkan 
oleh pemerintah berbeda dengan standar yang 
dilaksanakan oleh satuan pendidikan. Standar 
yang digunakan oleh sebagian besar sekolah 
jauh di bawah standar yang ditetapkan oleh 
pemerintah. Akibatnya, kualitas lulusan yang 
dihasilkan oleh satuan pendidikan belum 
memenuhi standar yang diharapkan. 
Kesenjangan antara hasil ujian nasional dengan 
hasil ujian sekolah yang lebar menunjukkan 
bahwa ada permasalahan dalam instrumen dan 
metode pengukuran hasil belajar siswa.
Masih banyak pengelola pendidikan yang tidak 
tahu makna standar mutu pendidikan.Selain itu, 
sebagian besar satuan pendidikan belum 
memiliki kemampuan untuk menjamin bahwa 
proses pendidikan yang dijalankan dapat 
setiap Satuan Pendidikan pada jalur formal dan 
nonformal wajib melakukan penjaminan mutu 
pendidikan. Penjaminan mutu pendidikan 
tersebut bertujuan untuk memenuhi atau 
melampaui Standar Nasional Pendidikan.
Peningkatan dan penjaminan mutu pendidikan 
ini merupakan tanggung jawab dari setiap 
komponen di satuan pendidikan. Peningkatan 
mutu di satuan pendidikan tidak dapat berjalan 
dengan baik tanpa adanya budaya mutu pada 
seluruh komponen sekolah. Untuk peningkatan 
mutu sekolah secara utuh dibutuhkan 
pendekatan khusus agar seluruh komponen 
sekolah bersama-sama memiliki budaya mutu. 
Untuk itu dibutuhkan program Implementasi 
Penjaminan Mutu Pendidikan di seluruh sekolah 
di Indonesia dengan pendekatan pelibatan 
seluruh komponen sekolah (whole school 
approach).
Agar penjaminan mutu dapat berjalan dengan 
baik di segala lapisan pengelolaan pendidikan 
dasar dan menengah, telah dikembangkan 
sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan 
menengah yang dibuat dalam bentuk Peraturan 
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor … 
tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu 
Pendidikan Dasar dan Menengah. Untuk 
mempermudah pemahaman seluruh unsur 
terkait penjaminan mutu pendidikan atas 
peraturan tersebut dibuatlah Pedoman Sistem 
Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan 
Menengah.
1.4  Sistematika
Untuk memberi gambaran yang komprehensif, 
pedoman ini dibagi menjadi 7 BAB yaitu:
  
memenuhi standar kualitas yang ditetapkan 
oleh pemerintah. Kemampuan itu meliputi:
• Cara melakukan penilaian hasil belajar
• Cara membuat perencanaan    
 peningkatan mutu pendidikan
• Cara implementasi peningkatan mutu   
 pendidikan
• Cara melakukan evaluasi pengelolaan   
 sekolah maupun proses pembelajaran.
Upaya peningkatan mutu pendidikan ini tidak 
akan dapat diwujudkan tanpa ada upaya 
perbaikan dalam penyelenggaraan pendidikan 
menuju pendidikan bermutu. Untuk 
mewujudkan pendidikan bermutu ini, upaya 
membangun budaya mutu di satuan 
pendidikan menjadi suatu kebutuhan yang 
tidak dapat ditawar. Satuan pendidikan harus 
mengimplemetasikan penjaminan mutu 
pendidikan tersebut secara mandiri dan 
berkelanjutan.
Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 
tentang Sistem Pendidikan Nasional 
menyatakan bahwa Sistem Pendidikan Nasional 
adalah keseluruhan komponen pendidikan 
yang saling terkait secara terpadu untuk 
mencapai tujuan pendidikan nasional, yaitu 
berkembangnya potensi peserta didik agar 
menjadi manusia yang beriman dan bertakwa 
kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, 
sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan 
menjadi warga negara yang demokratis serta 
bertanggung jawab. Selanjutnya sebagaimana 
diamanatkan di dalam Peraturan Pemerintah 
Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005, 
1.2  Dasar Hukum
1.3  Tujuan Pedoman
Pedoman ini dibuat untuk memberi gambaran 
yang komprehensif dan sistematis tentang 
Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan 
Menengah yang tertuang dalam Peraturan 
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No ... 
tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan 
Dasar dan Menengah. Dengan membaca 
pedoman ini diharapkan semua pihak 
memperoleh gambaran umum lengkap 
tentang sistem penjaminan mutu pendidikan 
dasar dan menengah sesuai yang tertuang 
dalam peraturan menteri tersebut.
Secara khusus, setelah membaca pedoman ini, 
setiap orang paham tentang:
• Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan   
 Dasar dan Menengah
• Sistem Penjaminan Mutu Internal   
 Pendidikan Dasar dan Menengah;
• Sistem Penjaminan Mutu Eksternal   
 Pendidikan Dasar dan Menengah;
• Sistem Informasi Penjaminan Mutu   
 Pendidikan Dasar dan Menengah
• Sistem Pemetaan Mutu Pendidikan
BAB 1 Pendahuluan
Bab ini berisikan latar belakang 
dibuatnya peraturan Menteri Pendidikan 
dan Kebudayaan tentang penjaminan 
mutu pendidikan khusus untuk 
pendidikan dasar dan menengah. Pada 
Bab ini diuraikan juga dasar hukum yang 
melandasi pembuatan peraturan Menteri 
tersebut.
BAB 2 Sistem Penjaminan Mutu      
 Pendidikan
Bab ini berisikan penjelasan tentang 
Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan 
Dasar dan Menengah secara umum. 
Pada Bab ini diuraikan pengertian, 
tujuan, dan fungsi sistem penjaminan 
mutu pendidikan dasar dan menengah 
; komponen sistem penjaminan mutu 
pendidikan dasar dan menengah; siklus 
sistem penjaminan mutu pendidikan; 
serta acuan yang digunakan dalam 
implementasi sistem penjaminan mutu 
pendidikan dasar dan menengah. Pada 
bagian ini dibahas juga pembagian 
tugas dalam implementasi sistem 
penjaminan mutu pendidikan serta 
luaran sebagai hasil dari implementasi 
sistem penjaminan mutu pendidikan.
BAB 3 Sistem Penjaminan Mutu    
 Internal
Bab ini menjelaskan tentang Sistem 
Penjaminan Mutu Internal Pendidikan 
Dasar dan Menengah. Pada bagian ini 
dibahas pengertian, prinsip, tujuan dan 
cakupan, serta siklus sistem penjaminan 
mutu internal pendidikan dasar dan 
menengah. Selanjutnya pada Bab ini 
juga dibahas indikator dan faktor 
penentu keberhasilan implementasi 
sistem penjaminan mutu internal di 
satuan pendidikan dasar dan menengah, 
serta organisasi dan dokumen yang 
digunakan dalam implementasi sistem 
penjaminan mutu pendidikan dasar dan 
menengah.
BAB 4 Sistem Penjaminan Mutu    
 Eksternal
Bab ini berisi penjelasan tentang sistem 
penjaminan mutu eksternal pada 
pendidikan dasar dan menengah. Pada 
Bab ini dibahas pengertian, prinsip, 
tujuan, dan fungsi sistem penjaminan 
mutu eksternal pada pendidikan dasar 
dan menengah, siklus penjaminan mutu 
eksternal, dan pembagian tugas dalam 
implementasi sistem penjaminan mutu 
eksternal.
BAB 5 Sistem Pemetaan Mutu    
 Pendidikan 
Bab 5 berisi penjelasan tentang sistem 
pemetaan mutu pendidikan sebagai 
sub-komponen penting penentu 
keberhasilan sistem penjaminan mutu 
pendidikan. Pada Bab ini diuraikan 
tentang pengertian, tujuan, dan 
mekanisme implementasi sistem 
pemetaan mutu pendidikan dasar dan 
menengah. Selain itu Bab ini juga berisi 
uraian tentang pengembangan peta 
mutu dan pemanfaatan peta mutu 
pendidikan dalam upaya peningkatan 
mutu pendidikan dasar dan menengah.
BAB 6 Sistem Informasi Penjaminan   
 Mutu Pendidikan
Bab ini berisi penjelasan tentang sistem 
informasi penjaminan mutu pendidikan 
sebagai penunjang dalam implementasi 
sistem penjaminan mutu pendidikan 
dasar dan menengah, baik internal 
maupun eksternal. Pada bagian ini 
diuraikan pengertian, tujuan, fungsi, 
manfaat, serta jenis data dan informasi 
yang ada dalam sistem informasi 
penjaminan mutu dasar dan menengah. 
Pada bagian ini dibahas juga 
kelembagaan sistem informasi 
penjaminan mutu pendidikan dan 
tata cara pengumpulan data dan 
informasi terkait pemetaan mutu 
pendidikan dasar dan menengah.
BAB 7 Penutup
Sebagai penutup, buku ini diakhiri 
dengan pembahasan tentang peran 
penting sistem penjaminan mutu 
pendidikan dalam upaya peningkatan 
mutu pendidikan. Tak kalah pentingnya 
pada bagian ini diuraikan peran 
kunci dari sistem penjaminan mutu 
pendidikan dalam mewujudkan 
terbangunnya budaya mutu di satuan 
pendidikan sebagai prasyarat bagi 
upaya peningkatan mutu pendidikan.
2
1.1  Latar Belakang
Secara nasional, mutu pendidikan dasar dan 
menengah di Indonesia belum seperti yang 
diharapkan. Hasil pemetaan mutu pendidikan 
secara nasional pada tahun 2014 menunjukkan 
hanya sekitar 16% satuan pendidikan yang 
memenuhi standar nasional pendidikan (SNP). 
Sebagian besar satuan pendidikan belum 
memenuhi SNP, bahkan ada satuan pendidikan 
yang masih belum memenuhi standar 
pelayanan minimal (SPM).
Standar kualitas pendidikan yang ditetapkan 
oleh pemerintah berbeda dengan standar yang 
dilaksanakan oleh satuan pendidikan. Standar 
yang digunakan oleh sebagian besar sekolah 
jauh di bawah standar yang ditetapkan oleh 
pemerintah. Akibatnya, kualitas lulusan yang 
dihasilkan oleh satuan pendidikan belum 
memenuhi standar yang diharapkan. 
Kesenjangan antara hasil ujian nasional dengan 
hasil ujian sekolah yang lebar menunjukkan 
bahwa ada permasalahan dalam instrumen dan 
metode pengukuran hasil belajar siswa.
Masih banyak pengelola pendidikan yang tidak 
tahu makna standar mutu pendidikan.Selain itu, 
sebagian besar satuan pendidikan belum 
memiliki kemampuan untuk menjamin bahwa 
proses pendidikan yang dijalankan dapat 
2.1  Pengertian, Tujuan, dan Fungsi
Mutu pendidikan dasar dan menengah adalah 
tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan 
pendidikan dasar dan menengah dengan 
Standar Nasional Pendidikan (SNP) pada satuan 
pendidikan dasar dan pendidikan menengah 
dan/atau program keahlian. Mutu pendidikan 
di satuan pendidikan tidak akan meningkat 
tanpa diiringi dengan penjaminan mutu 
pendidikan oleh satuan pendidikan. 
Penjaminan mutu pendidikan dasar dan 
menengah adalah suatu mekanisme yang 
sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan untuk 
memastikan bahwa seluruh proses 
penyelenggaraan pendidikan telah sesuai 
dengan standar mutu dan aturan yang 
ditetapkan. Untuk dapat melakukan 
penjaminan mutu pendidikan dengan baik 
diperlukan adanya sistem penjaminan mutu 
pendidikan.
Pengertian
Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan 
Menengah adalah suatu kesatuan unsur yang 
terdiri atas organisasi, kebijakan, dan proses 
terpadu yang mengatur segala kegiatan untuk 
meningkatkan mutu Pendidikan Dasar dan 
Menengah secara sistematis, terencana dan 
berkelanjutan. 
Dalam implementasinya sistem penjaminan 
mutu pendidikan dasar dan menengah 
ditunjang oleh Sistem Informasi Penjaminan 
Mutu pendidikan dasar dan menengah, seperti 
terlihat pada Gambar 2.1.
2.3  Siklus Sistem Penjaminan Mutu   
 Pendidikan
Dalam implementasinya, sistem penjaminan 
mutu pendidikan dasar dan menengah 
mengikuti siklus kegiatan sesuai dengan 
komponen masing masing.




Sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan 
menengah bertujuan menjamin pemenuhan 
standar pada satuan pendidikan dasar dan 
menengah secara sistemik, holistik, dan 
berkelanjutan, sehingga tumbuh dan 
berkembang budaya mutu pada satuan 
pendidikan secara mandiri.
Fungsi
Sistem penjaminan mutu pendidikan berfungsi 
sebagai pengendali penyelenggaraan 
pendidikan oleh satuan pendidikan untuk 
mewujudkan pendidikan yang bermutu.
2.2  Komponen Sistem Penjaminan   
 Mutu Pendidikan Dasar dan   
 Menengah
Sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan 
menengah terdiri atas dua komponen yaitu 
Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan 
Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME).
1. Sistem Penjaminan Mutu Internal adalah  
 sistem penjaminan mutu yang    
 dilaksanakan dalam satuan pendidikan   
 dan dijalankan oleh seluruh komponen  
 satuan pendidikan; 
2. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal yaitu  
 sistem penjaminan mutu yang    
 dilaksanakan oleh pemerintah,    
 pemerintah daerah, lembaga akreditasi  
 dan lembaga standarisasi pendidikan;
 
Seluruh siklus kegiatan dalam sistem 
penjaminan mutu internal ini dilaksanakan oleh 
satuan pendidikan.
Siklus sistem penjaminan mutu eksternal 
terdiri atas :
 
2.4  Acuan Mutu Pendidikan Dasar dan  
 Menengah
Implementasi sistem penjaminan mutu 
pendidikan dasar dan menengah mengacu 
pada standar sesuai peraturan yang berlaku.
Acuan utama sistem penjaminan mutu 
pendidikan dasar dan menengah adalah 
Standar Nasional Pendidikan (SNP). SNP adalah 
standar minimal yang ditetapkan pemerintah 
dalam bidang pendidikan yang harus dipenuhi 
oleh satuan pendidikan dan semua pemangku 
kepentingan dalam mengelola dan 
menyelenggarakan pendidikan. Standar 
Nasional Pendidikan terdiri atas:




5. Standar Pendidik dan Tenaga    
 Kependidikan
6. Standar Pengelolaan
7. Standar Sarana dan Prasarana
8. Standar Pembiayaan
Kedelapan standar pendidikan tersebut 
membentuk rangkaian input, proses, dan 
output. Standar Kompetensi Lulusan (SKL) 
merupakan output dalam SNP. SKL akan 
mencapai skor yang tinggi apabila input 
terpenuhi sepenuhnya dan proses berjalan 
dengan baik. Gambar 2.3 menggambarkan 
hubungan standar-standar dalam SNP.
2.5  Pembagian Tugas dalam    
 Implementasi SPMP
Implementasi sistem penjaminan mutu 
pendidikan ini dilaksanakan oleh setiap unsur 
pengelola pendidikan sesuai kewenangan 
masing-masing.
2.6  Luaran
Penerapan sistem penjaminan mutu 
pendidikan dasar dan menengah dapat 
dipastikan akan menghasilkan sekolah yang 
secara sadar, mandiri dan berkesinambungan 
menjalankan pendidikan yang bermutu sesuai 
dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP). Ciri 
dari sekolah yang menjalankan pendidikan 
yang bermutu adalah menjalankan seluruh 
tahapan dalam siklus sistem penjaminan mutu 
internal secara konsisten dan berkelanjutan 
setiap Satuan Pendidikan pada jalur formal dan 
nonformal wajib melakukan penjaminan mutu 
pendidikan. Penjaminan mutu pendidikan 
tersebut bertujuan untuk memenuhi atau 
melampaui Standar Nasional Pendidikan.
Peningkatan dan penjaminan mutu pendidikan 
ini merupakan tanggung jawab dari setiap 
komponen di satuan pendidikan. Peningkatan 
mutu di satuan pendidikan tidak dapat berjalan 
dengan baik tanpa adanya budaya mutu pada 
seluruh komponen sekolah. Untuk peningkatan 
mutu sekolah secara utuh dibutuhkan 
pendekatan khusus agar seluruh komponen 
sekolah bersama-sama memiliki budaya mutu. 
Untuk itu dibutuhkan program Implementasi 
Penjaminan Mutu Pendidikan di seluruh sekolah 
di Indonesia dengan pendekatan pelibatan 
seluruh komponen sekolah (whole school 
approach).
Agar penjaminan mutu dapat berjalan dengan 
baik di segala lapisan pengelolaan pendidikan 
dasar dan menengah, telah dikembangkan 
sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan 
menengah yang dibuat dalam bentuk Peraturan 
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor … 
tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu 
Pendidikan Dasar dan Menengah. Untuk 
mempermudah pemahaman seluruh unsur 
terkait penjaminan mutu pendidikan atas 
peraturan tersebut dibuatlah Pedoman Sistem 
Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan 
Menengah.
1.4  Sistematika
Untuk memberi gambaran yang komprehensif, 
pedoman ini dibagi menjadi 7 BAB yaitu:
  
memenuhi standar kualitas yang ditetapkan 
oleh pemerintah. Kemampuan itu meliputi:
• Cara melakukan penilaian hasil belajar
• Cara membuat perencanaan    
 peningkatan mutu pendidikan
• Cara implementasi peningkatan mutu   
 pendidikan
• Cara melakukan evaluasi pengelolaan   
 sekolah maupun proses pembelajaran.
Upaya peningkatan mutu pendidikan ini tidak 
akan dapat diwujudkan tanpa ada upaya 
perbaikan dalam penyelenggaraan pendidikan 
menuju pendidikan bermutu. Untuk 
mewujudkan pendidikan bermutu ini, upaya 
membangun budaya mutu di satuan 
pendidikan menjadi suatu kebutuhan yang 
tidak dapat ditawar. Satuan pendidikan harus 
mengimplemetasikan penjaminan mutu 
pendidikan tersebut secara mandiri dan 
berkelanjutan.
Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 
tentang Sistem Pendidikan Nasional 
menyatakan bahwa Sistem Pendidikan Nasional 
adalah keseluruhan komponen pendidikan 
yang saling terkait secara terpadu untuk 
mencapai tujuan pendidikan nasional, yaitu 
berkembangnya potensi peserta didik agar 
menjadi manusia yang beriman dan bertakwa 
kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, 
sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan 
menjadi warga negara yang demokratis serta 
bertanggung jawab. Selanjutnya sebagaimana 
diamanatkan di dalam Peraturan Pemerintah 
Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005, 
1.2  Dasar Hukum
1.3  Tujuan Pedoman
Pedoman ini dibuat untuk memberi gambaran 
yang komprehensif dan sistematis tentang 
Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan 
Menengah yang tertuang dalam Peraturan 
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No ... 
tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan 
Dasar dan Menengah. Dengan membaca 
pedoman ini diharapkan semua pihak 
memperoleh gambaran umum lengkap 
tentang sistem penjaminan mutu pendidikan 
dasar dan menengah sesuai yang tertuang 
dalam peraturan menteri tersebut.
Secara khusus, setelah membaca pedoman ini, 
setiap orang paham tentang:
• Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan   
 Dasar dan Menengah
• Sistem Penjaminan Mutu Internal   
 Pendidikan Dasar dan Menengah;
• Sistem Penjaminan Mutu Eksternal   
 Pendidikan Dasar dan Menengah;
• Sistem Informasi Penjaminan Mutu   
 Pendidikan Dasar dan Menengah
• Sistem Pemetaan Mutu Pendidikan
Siklus sistem penjaminan mutu eksternal ini 
dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah 
daerah, lembaga standardisasi (BNSP) dan 
lembaga akreditasi BAN SM atau Lembaga 
Akreditasi Mandiri sesuai kewenangan 
masing-masing. Ilustrasi siklus sistem 
penjaminan mutu pendidikan dasar dan 
menengah baik internal maupun eksternal 
dapat dilihat pada Gambar 2.2.
Gambar 2.2. Siklus Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan 
Dasar dan Menengah
Bagi satuan pendidikan dasar dan menengah 
yang baru berdiri atau yang memiliki 
sumberdaya jauh dari memadai, acuan yang 
digunakan adalah Standar Pelayanan Minimal. 
Standar Pelayanan Minimal adalah tolok ukur  
kinerja  pelayanan pendidikan dasar dan 
menengah melalui jalur pendidikan formal 
yang diselenggarakan daerah.
Satuan pendidikan yang telah atau hampir 
memenuhi atau melampaui standar nasional 
pendidikan dapat menggunakan atau 
menetapkan standar di atas Standar Nasional 
Pendidikan sebagai acuan dalam perencanaan, 
pelaksanaan, pengendalian, dan 
pengembangan SPMI di samping SNP. Standar 
pendidikan dasar dan menengah yang 
ditetapkan oleh satuan pendidikan dapat 
berupa standar pendidikan bertaraf 
internasional dan/atau Standar Pendidikan 
berbasis keunggulan lokal.
Gambar 2.3. Hubungan antarstandar dalam Standar 
Nasional Pendidikan Dasar dan Menengah
serta menerapkan standar nasional pendidikan 
pada seluruh proses manajemen maupun 
proses pembelajaran di sekolah.
Tujuan akhir dari sistem penjaminan mutu 
pendidikan adalah terwujudnya budaya mutu 
(quality culture) dalam dunia pendidikan. 
Budaya mutu, terutama mutu akademik, 
mencitrakan dunia pendidikan sebagai arena 
yang memiliki nilai tinggi baik moral maupun 
sosial. Budaya mutu pada satuan pendidikan ini 
memastikan seluruh proses manajemen 
maupun pembelajaran dapat berlangsung 
sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. 
Dengan demikian sekolah yang menyenangkan 
dan menghasilkan anak yang berkarakter dan 
cerdas baik spiritual, intelektual, emosional, 
sosial, dan kinestetis dapat diwujudkan. 
Gambaran luaran sistem penjaminan mutu 
pendidikan adalah terdapat pada Gambar 2.4.













































Bab ini berisikan latar belakang 
dibuatnya peraturan Menteri Pendidikan 
dan Kebudayaan tentang penjaminan 
mutu pendidikan khusus untuk 
pendidikan dasar dan menengah. Pada 
Bab ini diuraikan juga dasar hukum yang 
melandasi pembuatan peraturan Menteri 
tersebut.
BAB 2 Sistem Penjaminan Mutu      
 Pendidikan
Bab ini berisikan penjelasan tentang 
Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan 
Dasar dan Menengah secara umum. 
Pada Bab ini diuraikan pengertian, 
tujuan, dan fungsi sistem penjaminan 
mutu pendidikan dasar dan menengah 
; komponen sistem penjaminan mutu 
pendidikan dasar dan menengah; siklus 
sistem penjaminan mutu pendidikan; 
serta acuan yang digunakan dalam 
implementasi sistem penjaminan mutu 
pendidikan dasar dan menengah. Pada 
bagian ini dibahas juga pembagian 
tugas dalam implementasi sistem 
penjaminan mutu pendidikan serta 
luaran sebagai hasil dari implementasi 
sistem penjaminan mutu pendidikan.
BAB 3 Sistem Penjaminan Mutu    
 Internal
Bab ini menjelaskan tentang Sistem 
Penjaminan Mutu Internal Pendidikan 
Dasar dan Menengah. Pada bagian ini 
dibahas pengertian, prinsip, tujuan dan 
cakupan, serta siklus sistem penjaminan 
mutu internal pendidikan dasar dan 
menengah. Selanjutnya pada Bab ini 
juga dibahas indikator dan faktor 
penentu keberhasilan implementasi 
sistem penjaminan mutu internal di 
satuan pendidikan dasar dan menengah, 
serta organisasi dan dokumen yang 
digunakan dalam implementasi sistem 
penjaminan mutu pendidikan dasar dan 
menengah.
BAB 4 Sistem Penjaminan Mutu    
 Eksternal
Bab ini berisi penjelasan tentang sistem 
penjaminan mutu eksternal pada 
pendidikan dasar dan menengah. Pada 
Bab ini dibahas pengertian, prinsip, 
tujuan, dan fungsi sistem penjaminan 
mutu eksternal pada pendidikan dasar 
dan menengah, siklus penjaminan mutu 
eksternal, dan pembagian tugas dalam 
implementasi sistem penjaminan mutu 
eksternal.
BAB 5 Sistem Pemetaan Mutu    
 Pendidikan 
Bab 5 berisi penjelasan tentang sistem 
pemetaan mutu pendidikan sebagai 
sub-komponen penting penentu 
keberhasilan sistem penjaminan mutu 
pendidikan. Pada Bab ini diuraikan 
tentang pengertian, tujuan, dan 
mekanisme implementasi sistem 
pemetaan mutu pendidikan dasar dan 
menengah. Selain itu Bab ini juga berisi 
uraian tentang pengembangan peta 
mutu dan pemanfaatan peta mutu 
pendidikan dalam upaya peningkatan 
mutu pendidikan dasar dan menengah.
BAB 6 Sistem Informasi Penjaminan   
 Mutu Pendidikan
Bab ini berisi penjelasan tentang sistem 
informasi penjaminan mutu pendidikan 
sebagai penunjang dalam implementasi 
sistem penjaminan mutu pendidikan 
dasar dan menengah, baik internal 
maupun eksternal. Pada bagian ini 
diuraikan pengertian, tujuan, fungsi, 
manfaat, serta jenis data dan informasi 
yang ada dalam sistem informasi 
penjaminan mutu dasar dan menengah. 
Pada bagian ini dibahas juga 
kelembagaan sistem informasi 
penjaminan mutu pendidikan dan 
tata cara pengumpulan data dan 
informasi terkait pemetaan mutu 
pendidikan dasar dan menengah.
BAB 7 Penutup
Sebagai penutup, buku ini diakhiri 
dengan pembahasan tentang peran 
penting sistem penjaminan mutu 
pendidikan dalam upaya peningkatan 
mutu pendidikan. Tak kalah pentingnya 
pada bagian ini diuraikan peran 
kunci dari sistem penjaminan mutu 
pendidikan dalam mewujudkan 
terbangunnya budaya mutu di satuan 
pendidikan sebagai prasyarat bagi 
upaya peningkatan mutu pendidikan.
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2.1  Pengertian, Tujuan, dan Fungsi
Mutu pendidikan dasar dan menengah adalah 
tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan 
pendidikan dasar dan menengah dengan 
Standar Nasional Pendidikan (SNP) pada satuan 
pendidikan dasar dan pendidikan menengah 
dan/atau program keahlian. Mutu pendidikan 
di satuan pendidikan tidak akan meningkat 
tanpa diiringi dengan penjaminan mutu 
pendidikan oleh satuan pendidikan. 
Penjaminan mutu pendidikan dasar dan 
menengah adalah suatu mekanisme yang 
sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan untuk 
memastikan bahwa seluruh proses 
penyelenggaraan pendidikan telah sesuai 
dengan standar mutu dan aturan yang 
ditetapkan. Untuk dapat melakukan 
penjaminan mutu pendidikan dengan baik 
diperlukan adanya sistem penjaminan mutu 
pendidikan.
Pengertian
Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan 
Menengah adalah suatu kesatuan unsur yang 
terdiri atas organisasi, kebijakan, dan proses 
terpadu yang mengatur segala kegiatan untuk 
meningkatkan mutu Pendidikan Dasar dan 
Menengah secara sistematis, terencana dan 
berkelanjutan. 
Dalam implementasinya sistem penjaminan 
mutu pendidikan dasar dan menengah 
ditunjang oleh Sistem Informasi Penjaminan 
Mutu pendidikan dasar dan menengah, seperti 
terlihat pada Gambar 2.1.
2.3  Siklus Sistem Penjaminan Mutu   
 Pendidikan
Dalam implementasinya, sistem penjaminan 
mutu pendidikan dasar dan menengah 
mengikuti siklus kegiatan sesuai dengan 
komponen masing masing.




Sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan 
menengah bertujuan menjamin pemenuhan 
standar pada satuan pendidikan dasar dan 
menengah secara sistemik, holistik, dan 
berkelanjutan, sehingga tumbuh dan 
berkembang budaya mutu pada satuan 
pendidikan secara mandiri.
Fungsi
Sistem penjaminan mutu pendidikan berfungsi 
sebagai pengendali penyelenggaraan 
pendidikan oleh satuan pendidikan untuk 
mewujudkan pendidikan yang bermutu.
2.2  Komponen Sistem Penjaminan   
 Mutu Pendidikan Dasar dan   
 Menengah
Sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan 
menengah terdiri atas dua komponen yaitu 
Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan 
Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME).
1. Sistem Penjaminan Mutu Internal adalah  
 sistem penjaminan mutu yang    
 dilaksanakan dalam satuan pendidikan   
 dan dijalankan oleh seluruh komponen  
 satuan pendidikan; 
2. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal yaitu  
 sistem penjaminan mutu yang    
 dilaksanakan oleh pemerintah,    
 pemerintah daerah, lembaga akreditasi  
 dan lembaga standarisasi pendidikan;
 
Seluruh siklus kegiatan dalam sistem 
penjaminan mutu internal ini dilaksanakan oleh 
satuan pendidikan.
Siklus sistem penjaminan mutu eksternal 
terdiri atas :
 
2.4  Acuan Mutu Pendidikan Dasar dan  
 Menengah
Implementasi sistem penjaminan mutu 
pendidikan dasar dan menengah mengacu 
pada standar sesuai peraturan yang berlaku.
Acuan utama sistem penjaminan mutu 
pendidikan dasar dan menengah adalah 
Standar Nasional Pendidikan (SNP). SNP adalah 
standar minimal yang ditetapkan pemerintah 
dalam bidang pendidikan yang harus dipenuhi 
oleh satuan pendidikan dan semua pemangku 
kepentingan dalam mengelola dan 
menyelenggarakan pendidikan. Standar 
Nasional Pendidikan terdiri atas:




5. Standar Pendidik dan Tenaga    
 Kependidikan
6. Standar Pengelolaan
7. Standar Sarana dan Prasarana
8. Standar Pembiayaan
Kedelapan standar pendidikan tersebut 
membentuk rangkaian input, proses, dan 
output. Standar Kompetensi Lulusan (SKL) 
merupakan output dalam SNP. SKL akan 
mencapai skor yang tinggi apabila input 
terpenuhi sepenuhnya dan proses berjalan 
dengan baik. Gambar 2.3 menggambarkan 
hubungan standar-standar dalam SNP.
2.5  Pembagian Tugas dalam    
 Implementasi SPMP
Implementasi sistem penjaminan mutu 
pendidikan ini dilaksanakan oleh setiap unsur 
pengelola pendidikan sesuai kewenangan 
masing-masing.
2.6  Luaran
Penerapan sistem penjaminan mutu 
pendidikan dasar dan menengah dapat 
dipastikan akan menghasilkan sekolah yang 
secara sadar, mandiri dan berkesinambungan 
menjalankan pendidikan yang bermutu sesuai 
dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP). Ciri 
dari sekolah yang menjalankan pendidikan 
yang bermutu adalah menjalankan seluruh 
tahapan dalam siklus sistem penjaminan mutu 
internal secara konsisten dan berkelanjutan 
Siklus sistem penjaminan mutu eksternal ini 
dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah 
daerah, lembaga standardisasi (BNSP) dan 
lembaga akreditasi BAN SM atau Lembaga 
Akreditasi Mandiri sesuai kewenangan 
masing-masing. Ilustrasi siklus sistem 
penjaminan mutu pendidikan dasar dan 
menengah baik internal maupun eksternal 
dapat dilihat pada Gambar 2.2.
Gambar 2.2. Siklus Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan 
Dasar dan Menengah
Bagi satuan pendidikan dasar dan menengah 
yang baru berdiri atau yang memiliki 
sumberdaya jauh dari memadai, acuan yang 
digunakan adalah Standar Pelayanan Minimal. 
Standar Pelayanan Minimal adalah tolok ukur  
kinerja  pelayanan pendidikan dasar dan 
menengah melalui jalur pendidikan formal 
yang diselenggarakan daerah.
Satuan pendidikan yang telah atau hampir 
memenuhi atau melampaui standar nasional 
pendidikan dapat menggunakan atau 
menetapkan standar di atas Standar Nasional 
Pendidikan sebagai acuan dalam perencanaan, 
pelaksanaan, pengendalian, dan 
pengembangan SPMI di samping SNP. Standar 
pendidikan dasar dan menengah yang 
ditetapkan oleh satuan pendidikan dapat 
berupa standar pendidikan bertaraf 
internasional dan/atau Standar Pendidikan 
berbasis keunggulan lokal.
Gambar 2.3. Hubungan antarstandar dalam Standar 
Nasional Pendidikan Dasar dan Menengah
serta menerapkan standar nasional pendidikan 
pada seluruh proses manajemen maupun 
proses pembelajaran di sekolah.
Tujuan akhir dari sistem penjaminan mutu 
pendidikan adalah terwujudnya budaya mutu 
(quality culture) dalam dunia pendidikan. 
Budaya mutu, terutama mutu akademik, 
mencitrakan dunia pendidikan sebagai arena 
yang memiliki nilai tinggi baik moral maupun 
sosial. Budaya mutu pada satuan pendidikan ini 
memastikan seluruh proses manajemen 
maupun pembelajaran dapat berlangsung 
sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. 
Dengan demikian sekolah yang menyenangkan 
dan menghasilkan anak yang berkarakter dan 
cerdas baik spiritual, intelektual, emosional, 
sosial, dan kinestetis dapat diwujudkan. 
Gambaran luaran sistem penjaminan mutu 
pendidikan adalah terdapat pada Gambar 2.4.
Gambar 2.4. Luaran Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan 
Dasar dan Menengah
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1.1  Latar Belakang
Secara nasional, mutu pendidikan dasar dan 
menengah di Indonesia belum seperti yang 
diharapkan. Hasil pemetaan mutu pendidikan 
secara nasional pada tahun 2014 menunjukkan 
hanya sekitar 16% satuan pendidikan yang 
memenuhi standar nasional pendidikan (SNP). 
Sebagian besar satuan pendidikan belum 
memenuhi SNP, bahkan ada satuan pendidikan 
yang masih belum memenuhi standar 
pelayanan minimal (SPM).
Standar kualitas pendidikan yang ditetapkan 
oleh pemerintah berbeda dengan standar yang 
dilaksanakan oleh satuan pendidikan. Standar 
yang digunakan oleh sebagian besar sekolah 
jauh di bawah standar yang ditetapkan oleh 
pemerintah. Akibatnya, kualitas lulusan yang 
dihasilkan oleh satuan pendidikan belum 
memenuhi standar yang diharapkan. 
Kesenjangan antara hasil ujian nasional dengan 
hasil ujian sekolah yang lebar menunjukkan 
bahwa ada permasalahan dalam instrumen dan 
metode pengukuran hasil belajar siswa.
Masih banyak pengelola pendidikan yang tidak 
tahu makna standar mutu pendidikan.Selain itu, 
sebagian besar satuan pendidikan belum 
memiliki kemampuan untuk menjamin bahwa 
proses pendidikan yang dijalankan dapat 
2.1  Pengertian, Tujuan, dan Fungsi
Mutu pendidikan dasar dan menengah adalah 
tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan 
pendidikan dasar dan menengah dengan 
Standar Nasional Pendidikan (SNP) pada satuan 
pendidikan dasar dan pendidikan menengah 
dan/atau program keahlian. Mutu pendidikan 
di satuan pendidikan tidak akan meningkat 
tanpa diiringi dengan penjaminan mutu 
pendidikan oleh satuan pendidikan. 
Penjaminan mutu pendidikan dasar dan 
menengah adalah suatu mekanisme yang 
sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan untuk 
memastikan bahwa seluruh proses 
penyelenggaraan pendidikan telah sesuai 
dengan standar mutu dan aturan yang 
ditetapkan. Untuk dapat melakukan 
penjaminan mutu pendidikan dengan baik 
diperlukan adanya sistem penjaminan mutu 
pendidikan.
Pengertian
Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan 
Menengah adalah suatu kesatuan unsur yang 
terdiri atas organisasi, kebijakan, dan proses 
terpadu yang mengatur segala kegiatan untuk 
meningkatkan mutu Pendidikan Dasar dan 
Menengah secara sistematis, terencana dan 
berkelanjutan. 
Dalam implementasinya sistem penjaminan 
mutu pendidikan dasar dan menengah 
ditunjang oleh Sistem Informasi Penjaminan 
Mutu pendidikan dasar dan menengah, seperti 
terlihat pada Gambar 2.1.
2.3  Siklus Sistem Penjaminan Mutu   
 Pendidikan
Dalam implementasinya, sistem penjaminan 
mutu pendidikan dasar dan menengah 
mengikuti siklus kegiatan sesuai dengan 
komponen masing masing.




Sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan 
menengah bertujuan menjamin pemenuhan 
standar pada satuan pendidikan dasar dan 
menengah secara sistemik, holistik, dan 
berkelanjutan, sehingga tumbuh dan 
berkembang budaya mutu pada satuan 
pendidikan secara mandiri.
Fungsi
Sistem penjaminan mutu pendidikan berfungsi 
sebagai pengendali penyelenggaraan 
pendidikan oleh satuan pendidikan untuk 
mewujudkan pendidikan yang bermutu.
2.2  Komponen Sistem Penjaminan   
 Mutu Pendidikan Dasar dan   
 Menengah
Sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan 
menengah terdiri atas dua komponen yaitu 
Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan 
Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME).
1. Sistem Penjaminan Mutu Internal adalah  
 sistem penjaminan mutu yang    
 dilaksanakan dalam satuan pendidikan   
 dan dijalankan oleh seluruh komponen  
 satuan pendidikan; 
2. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal yaitu  
 sistem penjaminan mutu yang    
 dilaksanakan oleh pemerintah,    
 pemerintah daerah, lembaga akreditasi  
 dan lembaga standarisasi pendidikan;
 
Seluruh siklus kegiatan dalam sistem 
penjaminan mutu internal ini dilaksanakan oleh 
satuan pendidikan.
Siklus sistem penjaminan mutu eksternal 
terdiri atas :
 
2.4  Acuan Mutu Pendidikan Dasar dan  
 Menengah
Implementasi sistem penjaminan mutu 
pendidikan dasar dan menengah mengacu 
pada standar sesuai peraturan yang berlaku.
Acuan utama sistem penjaminan mutu 
pendidikan dasar dan menengah adalah 
Standar Nasional Pendidikan (SNP). SNP adalah 
standar minimal yang ditetapkan pemerintah 
dalam bidang pendidikan yang harus dipenuhi 
oleh satuan pendidikan dan semua pemangku 
kepentingan dalam mengelola dan 
menyelenggarakan pendidikan. Standar 
Nasional Pendidikan terdiri atas:




5. Standar Pendidik dan Tenaga    
 Kependidikan
6. Standar Pengelolaan
7. Standar Sarana dan Prasarana
8. Standar Pembiayaan
Kedelapan standar pendidikan tersebut 
membentuk rangkaian input, proses, dan 
output. Standar Kompetensi Lulusan (SKL) 
merupakan output dalam SNP. SKL akan 
mencapai skor yang tinggi apabila input 
terpenuhi sepenuhnya dan proses berjalan 
dengan baik. Gambar 2.3 menggambarkan 
hubungan standar-standar dalam SNP.
2.5  Pembagian Tugas dalam    
 Implementasi SPMP
Implementasi sistem penjaminan mutu 
pendidikan ini dilaksanakan oleh setiap unsur 
pengelola pendidikan sesuai kewenangan 
masing-masing.
2.6  Luaran
Penerapan sistem penjaminan mutu 
pendidikan dasar dan menengah dapat 
dipastikan akan menghasilkan sekolah yang 
secara sadar, mandiri dan berkesinambungan 
menjalankan pendidikan yang bermutu sesuai 
dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP). Ciri 
dari sekolah yang menjalankan pendidikan 
yang bermutu adalah menjalankan seluruh 
tahapan dalam siklus sistem penjaminan mutu 
internal secara konsisten dan berkelanjutan 
setiap Satuan Pendidikan pada jalur formal dan 
nonformal wajib melakukan penjaminan mutu 
pendidikan. Penjaminan mutu pendidikan 
tersebut bertujuan untuk memenuhi atau 
melampaui Standar Nasional Pendidikan.
Peningkatan dan penjaminan mutu pendidikan 
ini merupakan tanggung jawab dari setiap 
komponen di satuan pendidikan. Peningkatan 
mutu di satuan pendidikan tidak dapat berjalan 
dengan baik tanpa adanya budaya mutu pada 
seluruh komponen sekolah. Untuk peningkatan 
mutu sekolah secara utuh dibutuhkan 
pendekatan khusus agar seluruh komponen 
sekolah bersama-sama memiliki budaya mutu. 
Untuk itu dibutuhkan program Implementasi 
Penjaminan Mutu Pendidikan di seluruh sekolah 
di Indonesia dengan pendekatan pelibatan 
seluruh komponen sekolah (whole school 
approach).
Agar penjaminan mutu dapat berjalan dengan 
baik di segala lapisan pengelolaan pendidikan 
dasar dan menengah, telah dikembangkan 
sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan 
menengah yang dibuat dalam bentuk Peraturan 
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor … 
tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu 
Pendidikan Dasar dan Menengah. Untuk 
mempermudah pemahaman seluruh unsur 
terkait penjaminan mutu pendidikan atas 
peraturan tersebut dibuatlah Pedoman Sistem 
Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan 
Menengah.
1.4  Sistematika
Untuk memberi gambaran yang komprehensif, 
pedoman ini dibagi menjadi 7 BAB yaitu:
  
memenuhi standar kualitas yang ditetapkan 
oleh pemerintah. Kemampuan itu meliputi:
• Cara melakukan penilaian hasil belajar
• Cara membuat perencanaan    
 peningkatan mutu pendidikan
• Cara implementasi peningkatan mutu   
 pendidikan
• Cara melakukan evaluasi pengelolaan   
 sekolah maupun proses pembelajaran.
Upaya peningkatan mutu pendidikan ini tidak 
akan dapat diwujudkan tanpa ada upaya 
perbaikan dalam penyelenggaraan pendidikan 
menuju pendidikan bermutu. Untuk 
mewujudkan pendidikan bermutu ini, upaya 
membangun budaya mutu di satuan 
pendidikan menjadi suatu kebutuhan yang 
tidak dapat ditawar. Satuan pendidikan harus 
mengimplemetasikan penjaminan mutu 
pendidikan tersebut secara mandiri dan 
berkelanjutan.
Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 
tentang Sistem Pendidikan Nasional 
menyatakan bahwa Sistem Pendidikan Nasional 
adalah keseluruhan komponen pendidikan 
yang saling terkait secara terpadu untuk 
mencapai tujuan pendidikan nasional, yaitu 
berkembangnya potensi peserta didik agar 
menjadi manusia yang beriman dan bertakwa 
kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, 
sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan 
menjadi warga negara yang demokratis serta 
bertanggung jawab. Selanjutnya sebagaimana 
diamanatkan di dalam Peraturan Pemerintah 
Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005, 
1.2  Dasar Hukum
1.3  Tujuan Pedoman
Pedoman ini dibuat untuk memberi gambaran 
yang komprehensif dan sistematis tentang 
Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan 
Menengah yang tertuang dalam Peraturan 
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No ... 
tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan 
Dasar dan Menengah. Dengan membaca 
pedoman ini diharapkan semua pihak 
memperoleh gambaran umum lengkap 
tentang sistem penjaminan mutu pendidikan 
dasar dan menengah sesuai yang tertuang 
dalam peraturan menteri tersebut.
Secara khusus, setelah membaca pedoman ini, 
setiap orang paham tentang:
• Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan   
 Dasar dan Menengah
• Sistem Penjaminan Mutu Internal   
 Pendidikan Dasar dan Menengah;
• Sistem Penjaminan Mutu Eksternal   
 Pendidikan Dasar dan Menengah;
• Sistem Informasi Penjaminan Mutu   
 Pendidikan Dasar dan Menengah
• Sistem Pemetaan Mutu Pendidikan
Siklus sistem penjaminan mutu eksternal ini 
dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah 
daerah, lembaga standardisasi (BNSP) dan 
lembaga akreditasi BAN SM atau Lembaga 
Akreditasi Mandiri sesuai kewenangan 
masing-masing. Ilustrasi siklus sistem 
penjaminan mutu pendidikan dasar dan 
menengah baik internal maupun eksternal 
dapat dilihat pada Gambar 2.2.
Gambar 2.2. Siklus Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan 
Dasar dan Menengah
Bagi satuan pendidikan dasar dan menengah 
yang baru berdiri atau yang memiliki 
sumberdaya jauh dari memadai, acuan yang 
digunakan adalah Standar Pelayanan Minimal. 
Standar Pelayanan Minimal adalah tolok ukur  
kinerja  pelayanan pendidikan dasar dan 
menengah melalui jalur pendidikan formal 
yang diselenggarakan daerah.
Satuan pendidikan yang telah atau hampir 
memenuhi atau melampaui standar nasional 
pendidikan dapat menggunakan atau 
menetapkan standar di atas Standar Nasional 
Pendidikan sebagai acuan dalam perencanaan, 
pelaksanaan, pengendalian, dan 
pengembangan SPMI di samping SNP. Standar 
pendidikan dasar dan menengah yang 
ditetapkan oleh satuan pendidikan dapat 
berupa standar pendidikan bertaraf 
internasional dan/atau Standar Pendidikan 
berbasis keunggulan lokal.
Gambar 2.3. Hubungan antarstandar dalam Standar 
Nasional Pendidikan Dasar dan Menengah
serta menerapkan standar nasional pendidikan 
pada seluruh proses manajemen maupun 
proses pembelajaran di sekolah.
Tujuan akhir dari sistem penjaminan mutu 
pendidikan adalah terwujudnya budaya mutu 
(quality culture) dalam dunia pendidikan. 
Budaya mutu, terutama mutu akademik, 
mencitrakan dunia pendidikan sebagai arena 
yang memiliki nilai tinggi baik moral maupun 
sosial. Budaya mutu pada satuan pendidikan ini 
memastikan seluruh proses manajemen 
maupun pembelajaran dapat berlangsung 
sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. 
Dengan demikian sekolah yang menyenangkan 
dan menghasilkan anak yang berkarakter dan 
cerdas baik spiritual, intelektual, emosional, 
sosial, dan kinestetis dapat diwujudkan. 
Gambaran luaran sistem penjaminan mutu 
pendidikan adalah terdapat pada Gambar 2.4.
Gambar 2.4. Luaran Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan 
Dasar dan Menengah
BAB 1 Pendahuluan
Bab ini berisikan latar belakang 
dibuatnya peraturan Menteri Pendidikan 
dan Kebudayaan tentang penjaminan 
mutu pendidikan khusus untuk 
pendidikan dasar dan menengah. Pada 
Bab ini diuraikan juga dasar hukum yang 
melandasi pembuatan peraturan Menteri 
tersebut.
BAB 2 Sistem Penjaminan Mutu      
 Pendidikan
Bab ini berisikan penjelasan tentang 
Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan 
Dasar dan Menengah secara umum. 
Pada Bab ini diuraikan pengertian, 
tujuan, dan fungsi sistem penjaminan 
mutu pendidikan dasar dan menengah 
; komponen sistem penjaminan mutu 
pendidikan dasar dan menengah; siklus 
sistem penjaminan mutu pendidikan; 
serta acuan yang digunakan dalam 
implementasi sistem penjaminan mutu 
pendidikan dasar dan menengah. Pada 
bagian ini dibahas juga pembagian 
tugas dalam implementasi sistem 
penjaminan mutu pendidikan serta 
luaran sebagai hasil dari implementasi 
sistem penjaminan mutu pendidikan.
BAB 3 Sistem Penjaminan Mutu    
 Internal
Bab ini menjelaskan tentang Sistem 
Penjaminan Mutu Internal Pendidikan 
Dasar dan Menengah. Pada bagian ini 
dibahas pengertian, prinsip, tujuan dan 
cakupan, serta siklus sistem penjaminan 
mutu internal pendidikan dasar dan 
menengah. Selanjutnya pada Bab ini 
juga dibahas indikator dan faktor 
penentu keberhasilan implementasi 
sistem penjaminan mutu internal di 
satuan pendidikan dasar dan menengah, 
serta organisasi dan dokumen yang 
digunakan dalam implementasi sistem 
penjaminan mutu pendidikan dasar dan 
menengah.
BAB 4 Sistem Penjaminan Mutu    
 Eksternal
Bab ini berisi penjelasan tentang sistem 
penjaminan mutu eksternal pada 
pendidikan dasar dan menengah. Pada 
Bab ini dibahas pengertian, prinsip, 
tujuan, dan fungsi sistem penjaminan 
mutu eksternal pada pendidikan dasar 
dan menengah, siklus penjaminan mutu 
eksternal, dan pembagian tugas dalam 
implementasi sistem penjaminan mutu 
eksternal.
BAB 5 Sistem Pemetaan Mutu    
 Pendidikan 
Bab 5 berisi penjelasan tentang sistem 
pemetaan mutu pendidikan sebagai 
sub-komponen penting penentu 
keberhasilan sistem penjaminan mutu 
pendidikan. Pada Bab ini diuraikan 
tentang pengertian, tujuan, dan 
mekanisme implementasi sistem 
pemetaan mutu pendidikan dasar dan 
menengah. Selain itu Bab ini juga berisi 
uraian tentang pengembangan peta 
mutu dan pemanfaatan peta mutu 
pendidikan dalam upaya peningkatan 
mutu pendidikan dasar dan menengah.
BAB 6 Sistem Informasi Penjaminan   
 Mutu Pendidikan
Bab ini berisi penjelasan tentang sistem 
informasi penjaminan mutu pendidikan 
sebagai penunjang dalam implementasi 
sistem penjaminan mutu pendidikan 
dasar dan menengah, baik internal 
maupun eksternal. Pada bagian ini 
diuraikan pengertian, tujuan, fungsi, 
manfaat, serta jenis data dan informasi 
yang ada dalam sistem informasi 
penjaminan mutu dasar dan menengah. 
Pada bagian ini dibahas juga 
kelembagaan sistem informasi 
penjaminan mutu pendidikan dan 
tata cara pengumpulan data dan 
informasi terkait pemetaan mutu 
pendidikan dasar dan menengah.
BAB 7 Penutup
Sebagai penutup, buku ini diakhiri 
dengan pembahasan tentang peran 
penting sistem penjaminan mutu 
pendidikan dalam upaya peningkatan 
mutu pendidikan. Tak kalah pentingnya 
pada bagian ini diuraikan peran 
kunci dari sistem penjaminan mutu 
pendidikan dalam mewujudkan 
terbangunnya budaya mutu di satuan 
pendidikan sebagai prasyarat bagi 
upaya peningkatan mutu pendidikan.
Pembuatan rencana peningkatan 
mutu yang dituangkan dalam 
Rencana Kerja Sekolah; 
Pelaksanaan pemenuhan mutu 
baik dalam pengelolaan satuan 
pendidikan maupun proses 
pembelajaran;
Monitoring dan evaluasi proses 
pelaksanaan pemenuhan mutu 
yang telah dilakukan; dan
Penetapan standar baru dan 
penyusunan strategi peningkatan 
mutu berdasarkan hasil monitoring 
dan evaluasi.
Pemetaan mutu pendidikan 
yang dilaksanakan oleh satuan 
pendidikan berdasarkan Standar 
Nasional Pendidikan;
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2.1  Pengertian, Tujuan, dan Fungsi
Mutu pendidikan dasar dan menengah adalah 
tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan 
pendidikan dasar dan menengah dengan 
Standar Nasional Pendidikan (SNP) pada satuan 
pendidikan dasar dan pendidikan menengah 
dan/atau program keahlian. Mutu pendidikan 
di satuan pendidikan tidak akan meningkat 
tanpa diiringi dengan penjaminan mutu 
pendidikan oleh satuan pendidikan. 
Penjaminan mutu pendidikan dasar dan 
menengah adalah suatu mekanisme yang 
sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan untuk 
memastikan bahwa seluruh proses 
penyelenggaraan pendidikan telah sesuai 
dengan standar mutu dan aturan yang 
ditetapkan. Untuk dapat melakukan 
penjaminan mutu pendidikan dengan baik 
diperlukan adanya sistem penjaminan mutu 
pendidikan.
Pengertian
Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan 
Menengah adalah suatu kesatuan unsur yang 
terdiri atas organisasi, kebijakan, dan proses 
terpadu yang mengatur segala kegiatan untuk 
meningkatkan mutu Pendidikan Dasar dan 
Menengah secara sistematis, terencana dan 
berkelanjutan. 
Dalam implementasinya sistem penjaminan 
mutu pendidikan dasar dan menengah 
ditunjang oleh Sistem Informasi Penjaminan 
Mutu pendidikan dasar dan menengah, seperti 
terlihat pada Gambar 2.1.
2.3  Siklus Sistem Penjaminan Mutu   
 Pendidikan
Dalam implementasinya, sistem penjaminan 
mutu pendidikan dasar dan menengah 
mengikuti siklus kegiatan sesuai dengan 
komponen masing masing.




Sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan 
menengah bertujuan menjamin pemenuhan 
standar pada satuan pendidikan dasar dan 
menengah secara sistemik, holistik, dan 
berkelanjutan, sehingga tumbuh dan 
berkembang budaya mutu pada satuan 
pendidikan secara mandiri.
Fungsi
Sistem penjaminan mutu pendidikan berfungsi 
sebagai pengendali penyelenggaraan 
pendidikan oleh satuan pendidikan untuk 
mewujudkan pendidikan yang bermutu.
2.2  Komponen Sistem Penjaminan   
 Mutu Pendidikan Dasar dan   
 Menengah
Sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan 
menengah terdiri atas dua komponen yaitu 
Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan 
Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME).
1. Sistem Penjaminan Mutu Internal adalah  
 sistem penjaminan mutu yang    
 dilaksanakan dalam satuan pendidikan   
 dan dijalankan oleh seluruh komponen  
 satuan pendidikan; 
2. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal yaitu  
 sistem penjaminan mutu yang    
 dilaksanakan oleh pemerintah,    
 pemerintah daerah, lembaga akreditasi  
 dan lembaga standarisasi pendidikan;
 
Seluruh siklus kegiatan dalam sistem 
penjaminan mutu internal ini dilaksanakan oleh 
satuan pendidikan.
Siklus sistem penjaminan mutu eksternal 
terdiri atas :
 
2.4  Acuan Mutu Pendidikan Dasar dan  
 Menengah
Implementasi sistem penjaminan mutu 
pendidikan dasar dan menengah mengacu 
pada standar sesuai peraturan yang berlaku.
Acuan utama sistem penjaminan mutu 
pendidikan dasar dan menengah adalah 
Standar Nasional Pendidikan (SNP). SNP adalah 
standar minimal yang ditetapkan pemerintah 
dalam bidang pendidikan yang harus dipenuhi 
oleh satuan pendidikan dan semua pemangku 
kepentingan dalam mengelola dan 
menyelenggarakan pendidikan. Standar 
Nasional Pendidikan terdiri atas:




5. Standar Pendidik dan Tenaga    
 Kependidikan
6. Standar Pengelolaan
7. Standar Sarana dan Prasarana
8. Standar Pembiayaan
Kedelapan standar pendidikan tersebut 
membentuk rangkaian input, proses, dan 
output. Standar Kompetensi Lulusan (SKL) 
merupakan output dalam SNP. SKL akan 
mencapai skor yang tinggi apabila input 
terpenuhi sepenuhnya dan proses berjalan 
dengan baik. Gambar 2.3 menggambarkan 
hubungan standar-standar dalam SNP.
2.5  Pembagian Tugas dalam    
 Implementasi SPMP
Implementasi sistem penjaminan mutu 
pendidikan ini dilaksanakan oleh setiap unsur 
pengelola pendidikan sesuai kewenangan 
masing-masing.
2.6  Luaran
Penerapan sistem penjaminan mutu 
pendidikan dasar dan menengah dapat 
dipastikan akan menghasilkan sekolah yang 
secara sadar, mandiri dan berkesinambungan 
menjalankan pendidikan yang bermutu sesuai 
dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP). Ciri 
dari sekolah yang menjalankan pendidikan 
yang bermutu adalah menjalankan seluruh 
tahapan dalam siklus sistem penjaminan mutu 








Siklus sistem penjaminan mutu eksternal ini 
dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah 
daerah, lembaga standardisasi (BNSP) dan 
lembaga akreditasi BAN SM atau Lembaga 
Akreditasi Mandiri sesuai kewenangan 
masing-masing. Ilustrasi siklus sistem 
penjaminan mutu pendidikan dasar dan 
menengah baik internal maupun eksternal 
dapat dilihat pada Gambar 2.2.
Gambar 2.2. Siklus Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan 
Dasar dan Menengah
Bagi satuan pendidikan dasar dan menengah 
yang baru berdiri atau yang memiliki 
sumberdaya jauh dari memadai, acuan yang 
digunakan adalah Standar Pelayanan Minimal. 
Standar Pelayanan Minimal adalah tolok ukur  
kinerja  pelayanan pendidikan dasar dan 
menengah melalui jalur pendidikan formal 
yang diselenggarakan daerah.
Satuan pendidikan yang telah atau hampir 
memenuhi atau melampaui standar nasional 
pendidikan dapat menggunakan atau 
menetapkan standar di atas Standar Nasional 
Pendidikan sebagai acuan dalam perencanaan, 
pelaksanaan, pengendalian, dan 
pengembangan SPMI di samping SNP. Standar 
pendidikan dasar dan menengah yang 
ditetapkan oleh satuan pendidikan dapat 
berupa standar pendidikan bertaraf 
internasional dan/atau Standar Pendidikan 
berbasis keunggulan lokal.
Gambar 2.3. Hubungan antarstandar dalam Standar 
Nasional Pendidikan Dasar dan Menengah
serta menerapkan standar nasional pendidikan 
pada seluruh proses manajemen maupun 
proses pembelajaran di sekolah.
Tujuan akhir dari sistem penjaminan mutu 
pendidikan adalah terwujudnya budaya mutu 
(quality culture) dalam dunia pendidikan. 
Budaya mutu, terutama mutu akademik, 
mencitrakan dunia pendidikan sebagai arena 
yang memiliki nilai tinggi baik moral maupun 
sosial. Budaya mutu pada satuan pendidikan ini 
memastikan seluruh proses manajemen 
maupun pembelajaran dapat berlangsung 
sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. 
Dengan demikian sekolah yang menyenangkan 
dan menghasilkan anak yang berkarakter dan 
cerdas baik spiritual, intelektual, emosional, 
sosial, dan kinestetis dapat diwujudkan. 
Gambaran luaran sistem penjaminan mutu 
pendidikan adalah terdapat pada Gambar 2.4.
Gambar 2.4. Luaran Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan 
Dasar dan Menengah
Pembuatan rencana peningkatan 
mutu yang dituangkan dalam 
Rencana Kerja Sekolah; 
Pelaksanaan pemenuhan mutu 
baik dalam pengelolaan satuan 
pendidikan maupun proses 
pembelajaran;
Monitoring dan evaluasi proses 
pelaksanaan pemenuhan mutu 
yang telah dilakukan; dan
Penetapan standar baru dan 
penyusunan strategi peningkatan 
mutu berdasarkan hasil monitoring 
dan evaluasi.
Pemetaan mutu pendidikan 
yang dilaksanakan oleh satuan 





1.1  Latar Belakang
Secara nasional, mutu pendidikan dasar dan 
menengah di Indonesia belum seperti yang 
diharapkan. Hasil pemetaan mutu pendidikan 
secara nasional pada tahun 2014 menunjukkan 
hanya sekitar 16% satuan pendidikan yang 
memenuhi standar nasional pendidikan (SNP). 
Sebagian besar satuan pendidikan belum 
memenuhi SNP, bahkan ada satuan pendidikan 
yang masih belum memenuhi standar 
pelayanan minimal (SPM).
Standar kualitas pendidikan yang ditetapkan 
oleh pemerintah berbeda dengan standar yang 
dilaksanakan oleh satuan pendidikan. Standar 
yang digunakan oleh sebagian besar sekolah 
jauh di bawah standar yang ditetapkan oleh 
pemerintah. Akibatnya, kualitas lulusan yang 
dihasilkan oleh satuan pendidikan belum 
memenuhi standar yang diharapkan. 
Kesenjangan antara hasil ujian nasional dengan 
hasil ujian sekolah yang lebar menunjukkan 
bahwa ada permasalahan dalam instrumen dan 
metode pengukuran hasil belajar siswa.
Masih banyak pengelola pendidikan yang tidak 
tahu makna standar mutu pendidikan.Selain itu, 
sebagian besar satuan pendidikan belum 
memiliki kemampuan untuk menjamin bahwa 
proses pendidikan yang dijalankan dapat 
2.1  Pengertian, Tujuan, dan Fungsi
Mutu pendidikan dasar dan menengah adalah 
tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan 
pendidikan dasar dan menengah dengan 
Standar Nasional Pendidikan (SNP) pada satuan 
pendidikan dasar dan pendidikan menengah 
dan/atau program keahlian. Mutu pendidikan 
di satuan pendidikan tidak akan meningkat 
tanpa diiringi dengan penjaminan mutu 
pendidikan oleh satuan pendidikan. 
Penjaminan mutu pendidikan dasar dan 
menengah adalah suatu mekanisme yang 
sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan untuk 
memastikan bahwa seluruh proses 
penyelenggaraan pendidikan telah sesuai 
dengan standar mutu dan aturan yang 
ditetapkan. Untuk dapat melakukan 
penjaminan mutu pendidikan dengan baik 
diperlukan adanya sistem penjaminan mutu 
pendidikan.
Pengertian
Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan 
Menengah adalah suatu kesatuan unsur yang 
terdiri atas organisasi, kebijakan, dan proses 
terpadu yang mengatur segala kegiatan untuk 
meningkatkan mutu Pendidikan Dasar dan 
Menengah secara sistematis, terencana dan 
berkelanjutan. 
Dalam implementasinya sistem penjaminan 
mutu pendidikan dasar dan menengah 
ditunjang oleh Sistem Informasi Penjaminan 
Mutu pendidikan dasar dan menengah, seperti 
terlihat pada Gambar 2.1.
2.3  Siklus Sistem Penjaminan Mutu   
 Pendidikan
Dalam implementasinya, sistem penjaminan 
mutu pendidikan dasar dan menengah 
mengikuti siklus kegiatan sesuai dengan 
komponen masing masing.




Sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan 
menengah bertujuan menjamin pemenuhan 
standar pada satuan pendidikan dasar dan 
menengah secara sistemik, holistik, dan 
berkelanjutan, sehingga tumbuh dan 
berkembang budaya mutu pada satuan 
pendidikan secara mandiri.
Fungsi
Sistem penjaminan mutu pendidikan berfungsi 
sebagai pengendali penyelenggaraan 
pendidikan oleh satuan pendidikan untuk 
mewujudkan pendidikan yang bermutu.
2.2  Komponen Sistem Penjaminan   
 Mutu Pendidikan Dasar dan   
 Menengah
Sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan 
menengah terdiri atas dua komponen yaitu 
Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan 
Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME).
1. Sistem Penjaminan Mutu Internal adalah  
 sistem penjaminan mutu yang    
 dilaksanakan dalam satuan pendidikan   
 dan dijalankan oleh seluruh komponen  
 satuan pendidikan; 
2. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal yaitu  
 sistem penjaminan mutu yang    
 dilaksanakan oleh pemerintah,    
 pemerintah daerah, lembaga akreditasi  
 dan lembaga standarisasi pendidikan;
 
Seluruh siklus kegiatan dalam sistem 
penjaminan mutu internal ini dilaksanakan oleh 
satuan pendidikan.
Siklus sistem penjaminan mutu eksternal 
terdiri atas :
 
2.4  Acuan Mutu Pendidikan Dasar dan  
 Menengah
Implementasi sistem penjaminan mutu 
pendidikan dasar dan menengah mengacu 
pada standar sesuai peraturan yang berlaku.
Acuan utama sistem penjaminan mutu 
pendidikan dasar dan menengah adalah 
Standar Nasional Pendidikan (SNP). SNP adalah 
standar minimal yang ditetapkan pemerintah 
dalam bidang pendidikan yang harus dipenuhi 
oleh satuan pendidikan dan semua pemangku 
kepentingan dalam mengelola dan 
menyelenggarakan pendidikan. Standar 
Nasional Pendidikan terdiri atas:




5. Standar Pendidik dan Tenaga    
 Kependidikan
6. Standar Pengelolaan
7. Standar Sarana dan Prasarana
8. Standar Pembiayaan
Kedelapan standar pendidikan tersebut 
membentuk rangkaian input, proses, dan 
output. Standar Kompetensi Lulusan (SKL) 
merupakan output dalam SNP. SKL akan 
mencapai skor yang tinggi apabila input 
terpenuhi sepenuhnya dan proses berjalan 
dengan baik. Gambar 2.3 menggambarkan 
hubungan standar-standar dalam SNP.
2.5  Pembagian Tugas dalam    
 Implementasi SPMP
Implementasi sistem penjaminan mutu 
pendidikan ini dilaksanakan oleh setiap unsur 
pengelola pendidikan sesuai kewenangan 
masing-masing.
2.6  Luaran
Penerapan sistem penjaminan mutu 
pendidikan dasar dan menengah dapat 
dipastikan akan menghasilkan sekolah yang 
secara sadar, mandiri dan berkesinambungan 
menjalankan pendidikan yang bermutu sesuai 
dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP). Ciri 
dari sekolah yang menjalankan pendidikan 
yang bermutu adalah menjalankan seluruh 
tahapan dalam siklus sistem penjaminan mutu 
internal secara konsisten dan berkelanjutan 
setiap Satuan Pendidikan pada jalur formal dan 
nonformal wajib melakukan penjaminan mutu 
pendidikan. Penjaminan mutu pendidikan 
tersebut bertujuan untuk memenuhi atau 
melampaui Standar Nasional Pendidikan.
Peningkatan dan penjaminan mutu pendidikan 
ini merupakan tanggung jawab dari setiap 
komponen di satuan pendidikan. Peningkatan 
mutu di satuan pendidikan tidak dapat berjalan 
dengan baik tanpa adanya budaya mutu pada 
seluruh komponen sekolah. Untuk peningkatan 
mutu sekolah secara utuh dibutuhkan 
pendekatan khusus agar seluruh komponen 
sekolah bersama-sama memiliki budaya mutu. 
Untuk itu dibutuhkan program Implementasi 
Penjaminan Mutu Pendidikan di seluruh sekolah 
di Indonesia dengan pendekatan pelibatan 
seluruh komponen sekolah (whole school 
approach).
Agar penjaminan mutu dapat berjalan dengan 
baik di segala lapisan pengelolaan pendidikan 
dasar dan menengah, telah dikembangkan 
sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan 
menengah yang dibuat dalam bentuk Peraturan 
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor … 
tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu 
Pendidikan Dasar dan Menengah. Untuk 
mempermudah pemahaman seluruh unsur 
terkait penjaminan mutu pendidikan atas 
peraturan tersebut dibuatlah Pedoman Sistem 
Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan 
Menengah.
1.4  Sistematika
Untuk memberi gambaran yang komprehensif, 
pedoman ini dibagi menjadi 7 BAB yaitu:
  
memenuhi standar kualitas yang ditetapkan 
oleh pemerintah. Kemampuan itu meliputi:
• Cara melakukan penilaian hasil belajar
• Cara membuat perencanaan    
 peningkatan mutu pendidikan
• Cara implementasi peningkatan mutu   
 pendidikan
• Cara melakukan evaluasi pengelolaan   
 sekolah maupun proses pembelajaran.
Upaya peningkatan mutu pendidikan ini tidak 
akan dapat diwujudkan tanpa ada upaya 
perbaikan dalam penyelenggaraan pendidikan 
menuju pendidikan bermutu. Untuk 
mewujudkan pendidikan bermutu ini, upaya 
membangun budaya mutu di satuan 
pendidikan menjadi suatu kebutuhan yang 
tidak dapat ditawar. Satuan pendidikan harus 
mengimplemetasikan penjaminan mutu 
pendidikan tersebut secara mandiri dan 
berkelanjutan.
Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 
tentang Sistem Pendidikan Nasional 
menyatakan bahwa Sistem Pendidikan Nasional 
adalah keseluruhan komponen pendidikan 
yang saling terkait secara terpadu untuk 
mencapai tujuan pendidikan nasional, yaitu 
berkembangnya potensi peserta didik agar 
menjadi manusia yang beriman dan bertakwa 
kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, 
sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan 
menjadi warga negara yang demokratis serta 
bertanggung jawab. Selanjutnya sebagaimana 
diamanatkan di dalam Peraturan Pemerintah 
Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005, 
1.2  Dasar Hukum
1.3  Tujuan Pedoman
Pedoman ini dibuat untuk memberi gambaran 
yang komprehensif dan sistematis tentang 
Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan 
Menengah yang tertuang dalam Peraturan 
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No ... 
tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan 
Dasar dan Menengah. Dengan membaca 
pedoman ini diharapkan semua pihak 
memperoleh gambaran umum lengkap 
tentang sistem penjaminan mutu pendidikan 
dasar dan menengah sesuai yang tertuang 
dalam peraturan menteri tersebut.
Secara khusus, setelah membaca pedoman ini, 
setiap orang paham tentang:
• Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan   
 Dasar dan Menengah
• Sistem Penjaminan Mutu Internal   
 Pendidikan Dasar dan Menengah;
• Sistem Penjaminan Mutu Eksternal   
 Pendidikan Dasar dan Menengah;
• Sistem Informasi Penjaminan Mutu   
 Pendidikan Dasar dan Menengah
• Sistem Pemetaan Mutu Pendidikan
Siklus sistem penjaminan mutu eksternal ini 
dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah 
daerah, lembaga standardisasi (BNSP) dan 
lembaga akreditasi BAN SM atau Lembaga 
Akreditasi Mandiri sesuai kewenangan 
masing-masing. Ilustrasi siklus sistem 
penjaminan mutu pendidikan dasar dan 
menengah baik internal maupun eksternal 
dapat dilihat pada Gambar 2.2.
Gambar 2.2. Siklus Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan 
Dasar dan Menengah
Bagi satuan pendidikan dasar dan menengah 
yang baru berdiri atau yang memiliki 
sumberdaya jauh dari memadai, acuan yang 
digunakan adalah Standar Pelayanan Minimal. 
Standar Pelayanan Minimal adalah tolok ukur  
kinerja  pelayanan pendidikan dasar dan 
menengah melalui jalur pendidikan formal 
yang diselenggarakan daerah.
Satuan pendidikan yang telah atau hampir 
memenuhi atau melampaui standar nasional 
pendidikan dapat menggunakan atau 
menetapkan standar di atas Standar Nasional 
Pendidikan sebagai acuan dalam perencanaan, 
pelaksanaan, pengendalian, dan 
pengembangan SPMI di samping SNP. Standar 
pendidikan dasar dan menengah yang 
ditetapkan oleh satuan pendidikan dapat 
berupa standar pendidikan bertaraf 
internasional dan/atau Standar Pendidikan 
berbasis keunggulan lokal.
Gambar 2.3. Hubungan antarstandar dalam Standar 
Nasional Pendidikan Dasar dan Menengah
serta menerapkan standar nasional pendidikan 
pada seluruh proses manajemen maupun 
proses pembelajaran di sekolah.
Tujuan akhir dari sistem penjaminan mutu 
pendidikan adalah terwujudnya budaya mutu 
(quality culture) dalam dunia pendidikan. 
Budaya mutu, terutama mutu akademik, 
mencitrakan dunia pendidikan sebagai arena 
yang memiliki nilai tinggi baik moral maupun 
sosial. Budaya mutu pada satuan pendidikan ini 
memastikan seluruh proses manajemen 
maupun pembelajaran dapat berlangsung 
sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. 
Dengan demikian sekolah yang menyenangkan 
dan menghasilkan anak yang berkarakter dan 
cerdas baik spiritual, intelektual, emosional, 
sosial, dan kinestetis dapat diwujudkan. 
Gambaran luaran sistem penjaminan mutu 
pendidikan adalah terdapat pada Gambar 2.4.
Gambar 2.4. Luaran Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan 
Dasar dan Menengah
BAB 1 Pendahuluan
Bab ini berisikan latar belakang 
dibuatnya peraturan Menteri Pendidikan 
dan Kebudayaan tentang penjaminan 
mutu pendidikan khusus untuk 
pendidikan dasar dan menengah. Pada 
Bab ini diuraikan juga dasar hukum yang 
melandasi pembuatan peraturan Menteri 
tersebut.
BAB 2 Sistem Penjaminan Mutu      
 Pendidikan
Bab ini berisikan penjelasan tentang 
Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan 
Dasar dan Menengah secara umum. 
Pada Bab ini diuraikan pengertian, 
tujuan, dan fungsi sistem penjaminan 
mutu pendidikan dasar dan menengah 
; komponen sistem penjaminan mutu 
pendidikan dasar dan menengah; siklus 
sistem penjaminan mutu pendidikan; 
serta acuan yang digunakan dalam 
implementasi sistem penjaminan mutu 
pendidikan dasar dan menengah. Pada 
bagian ini dibahas juga pembagian 
tugas dalam implementasi sistem 
penjaminan mutu pendidikan serta 
luaran sebagai hasil dari implementasi 
sistem penjaminan mutu pendidikan.
BAB 3 Sistem Penjaminan Mutu    
 Internal
Bab ini menjelaskan tentang Sistem 
Penjaminan Mutu Internal Pendidikan 
Dasar dan Menengah. Pada bagian ini 
dibahas pengertian, prinsip, tujuan dan 
cakupan, serta siklus sistem penjaminan 
mutu internal pendidikan dasar dan 
menengah. Selanjutnya pada Bab ini 
juga dibahas indikator dan faktor 
penentu keberhasilan implementasi 
sistem penjaminan mutu internal di 
satuan pendidikan dasar dan menengah, 
serta organisasi dan dokumen yang 
digunakan dalam implementasi sistem 
penjaminan mutu pendidikan dasar dan 
menengah.
BAB 4 Sistem Penjaminan Mutu    
 Eksternal
Bab ini berisi penjelasan tentang sistem 
penjaminan mutu eksternal pada 
pendidikan dasar dan menengah. Pada 
Bab ini dibahas pengertian, prinsip, 
tujuan, dan fungsi sistem penjaminan 
mutu eksternal pada pendidikan dasar 
dan menengah, siklus penjaminan mutu 
eksternal, dan pembagian tugas dalam 
implementasi sistem penjaminan mutu 
eksternal.
BAB 5 Sistem Pemetaan Mutu    
 Pendidikan 
Bab 5 berisi penjelasan tentang sistem 
pemetaan mutu pendidikan sebagai 
sub-komponen penting penentu 
keberhasilan sistem penjaminan mutu 
pendidikan. Pada Bab ini diuraikan 
tentang pengertian, tujuan, dan 
mekanisme implementasi sistem 
pemetaan mutu pendidikan dasar dan 
menengah. Selain itu Bab ini juga berisi 
uraian tentang pengembangan peta 
mutu dan pemanfaatan peta mutu 
pendidikan dalam upaya peningkatan 
mutu pendidikan dasar dan menengah.
BAB 6 Sistem Informasi Penjaminan   
 Mutu Pendidikan
Bab ini berisi penjelasan tentang sistem 
informasi penjaminan mutu pendidikan 
sebagai penunjang dalam implementasi 
sistem penjaminan mutu pendidikan 
dasar dan menengah, baik internal 
maupun eksternal. Pada bagian ini 
diuraikan pengertian, tujuan, fungsi, 
manfaat, serta jenis data dan informasi 
yang ada dalam sistem informasi 
penjaminan mutu dasar dan menengah. 
Pada bagian ini dibahas juga 
kelembagaan sistem informasi 
penjaminan mutu pendidikan dan 
tata cara pengumpulan data dan 
informasi terkait pemetaan mutu 
pendidikan dasar dan menengah.
BAB 7 Penutup
Sebagai penutup, buku ini diakhiri 
dengan pembahasan tentang peran 
penting sistem penjaminan mutu 
pendidikan dalam upaya peningkatan 
mutu pendidikan. Tak kalah pentingnya 
pada bagian ini diuraikan peran 
kunci dari sistem penjaminan mutu 
pendidikan dalam mewujudkan 
terbangunnya budaya mutu di satuan 
pendidikan sebagai prasyarat bagi 
upaya peningkatan mutu pendidikan.
Pembuatan rencana peningkatan 
mutu yang dituangkan dalam 
Rencana Kerja Sekolah; 
Pelaksanaan pemenuhan mutu 
baik dalam pengelolaan satuan 
pendidikan maupun proses 
pembelajaran;
Monitoring dan evaluasi proses 
pelaksanaan pemenuhan mutu 
yang telah dilakukan; dan
Penetapan standar baru dan 
penyusunan strategi peningkatan 









Pemetaan mutu pendidikan 
yang dilaksanakan oleh satuan 
pendidikan berdasarkan Standar 
Nasional Pendidikan;
Pemetaan mutu pendidikan di 
tingkat satuan pendidikan 
berdasarkan Standar Nasional 
Pendidikan;
Pembuatan rencana peningkatan 
mutu yang dituangkan dalam 
Rencana Strategis Pembangunan 
Pendidikan;
Fasilitasi pemenuhan mutu di 
seluruh satuan pendidikan;
Monitoring dan evaluasi terhadap 
proses pelaksanaan pemenuhan 
mutu;
Pelaksanaan evaluasi dan 
penetapan standar nasional 
pendidikan dan penyusunan 
strategi peningkatan mutu;
Pelaksanaan akreditasi satuan 
pendidikan dan/atau program 
keahlian.
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2.1  Pengertian, Tujuan, dan Fungsi
Mutu pendidikan dasar dan menengah adalah 
tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan 
pendidikan dasar dan menengah dengan 
Standar Nasional Pendidikan (SNP) pada satuan 
pendidikan dasar dan pendidikan menengah 
dan/atau program keahlian. Mutu pendidikan 
di satuan pendidikan tidak akan meningkat 
tanpa diiringi dengan penjaminan mutu 
pendidikan oleh satuan pendidikan. 
Penjaminan mutu pendidikan dasar dan 
menengah adalah suatu mekanisme yang 
sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan untuk 
memastikan bahwa seluruh proses 
penyelenggaraan pendidikan telah sesuai 
dengan standar mutu dan aturan yang 
ditetapkan. Untuk dapat melakukan 
penjaminan mutu pendidikan dengan baik 
diperlukan adanya sistem penjaminan mutu 
pendidikan.
Pengertian
Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan 
Menengah adalah suatu kesatuan unsur yang 
terdiri atas organisasi, kebijakan, dan proses 
terpadu yang mengatur segala kegiatan untuk 
meningkatkan mutu Pendidikan Dasar dan 
Menengah secara sistematis, terencana dan 
berkelanjutan. 
Dalam implementasinya sistem penjaminan 
mutu pendidikan dasar dan menengah 
ditunjang oleh Sistem Informasi Penjaminan 
Mutu pendidikan dasar dan menengah, seperti 
terlihat pada Gambar 2.1.
2.3  Siklus Sistem Penjaminan Mutu   
 Pendidikan
Dalam implementasinya, sistem penjaminan 
mutu pendidikan dasar dan menengah 
mengikuti siklus kegiatan sesuai dengan 
komponen masing masing.




Sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan 
menengah bertujuan menjamin pemenuhan 
standar pada satuan pendidikan dasar dan 
menengah secara sistemik, holistik, dan 
berkelanjutan, sehingga tumbuh dan 
berkembang budaya mutu pada satuan 
pendidikan secara mandiri.
Fungsi
Sistem penjaminan mutu pendidikan berfungsi 
sebagai pengendali penyelenggaraan 
pendidikan oleh satuan pendidikan untuk 
mewujudkan pendidikan yang bermutu.
2.2  Komponen Sistem Penjaminan   
 Mutu Pendidikan Dasar dan   
 Menengah
Sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan 
menengah terdiri atas dua komponen yaitu 
Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan 
Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME).
1. Sistem Penjaminan Mutu Internal adalah  
 sistem penjaminan mutu yang    
 dilaksanakan dalam satuan pendidikan   
 dan dijalankan oleh seluruh komponen  
 satuan pendidikan; 
2. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal yaitu  
 sistem penjaminan mutu yang    
 dilaksanakan oleh pemerintah,    
 pemerintah daerah, lembaga akreditasi  
 dan lembaga standarisasi pendidikan;
 
Seluruh siklus kegiatan dalam sistem 
penjaminan mutu internal ini dilaksanakan oleh 
satuan pendidikan.
Siklus sistem penjaminan mutu eksternal 
terdiri atas :
 
2.4  Acuan Mutu Pendidikan Dasar dan  
 Menengah
Implementasi sistem penjaminan mutu 
pendidikan dasar dan menengah mengacu 
pada standar sesuai peraturan yang berlaku.
Acuan utama sistem penjaminan mutu 
pendidikan dasar dan menengah adalah 
Standar Nasional Pendidikan (SNP). SNP adalah 
standar minimal yang ditetapkan pemerintah 
dalam bidang pendidikan yang harus dipenuhi 
oleh satuan pendidikan dan semua pemangku 
kepentingan dalam mengelola dan 
menyelenggarakan pendidikan. Standar 
Nasional Pendidikan terdiri atas:




5. Standar Pendidik dan Tenaga    
 Kependidikan
6. Standar Pengelolaan
7. Standar Sarana dan Prasarana
8. Standar Pembiayaan
Kedelapan standar pendidikan tersebut 
membentuk rangkaian input, proses, dan 
output. Standar Kompetensi Lulusan (SKL) 
merupakan output dalam SNP. SKL akan 
mencapai skor yang tinggi apabila input 
terpenuhi sepenuhnya dan proses berjalan 
dengan baik. Gambar 2.3 menggambarkan 
hubungan standar-standar dalam SNP.
2.5  Pembagian Tugas dalam    
 Implementasi SPMP
Implementasi sistem penjaminan mutu 
pendidikan ini dilaksanakan oleh setiap unsur 
pengelola pendidikan sesuai kewenangan 
masing-masing.
2.6  Luaran
Penerapan sistem penjaminan mutu 
pendidikan dasar dan menengah dapat 
dipastikan akan menghasilkan sekolah yang 
secara sadar, mandiri dan berkesinambungan 
menjalankan pendidikan yang bermutu sesuai 
dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP). Ciri 
dari sekolah yang menjalankan pendidikan 
yang bermutu adalah menjalankan seluruh 
tahapan dalam siklus sistem penjaminan mutu 
internal secara konsisten dan berkelanjutan 
Siklus sistem penjaminan mutu eksternal ini 
dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah 
daerah, lembaga standardisasi (BNSP) dan 
lembaga akreditasi BAN SM atau Lembaga 
Akreditasi Mandiri sesuai kewenangan 
masing-masing. Ilustrasi siklus sistem 
penjaminan mutu pendidikan dasar dan 
menengah baik internal maupun eksternal 
dapat dilihat pada Gambar 2.2.
Gambar 2.2. Siklus Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan 
Dasar dan Menengah
Bagi satuan pendidikan dasar dan menengah 
yang baru berdiri atau yang memiliki 
sumberdaya jauh dari memadai, acuan yang 
digunakan adalah Standar Pelayanan Minimal. 
Standar Pelayanan Minimal adalah tolok ukur  
kinerja  pelayanan pendidikan dasar dan 
menengah melalui jalur pendidikan formal 
yang diselenggarakan daerah.
Satuan pendidikan yang telah atau hampir 
memenuhi atau melampaui standar nasional 
pendidikan dapat menggunakan atau 
menetapkan standar di atas Standar Nasional 
Pendidikan sebagai acuan dalam perencanaan, 
pelaksanaan, pengendalian, dan 
pengembangan SPMI di samping SNP. Standar 
pendidikan dasar dan menengah yang 
ditetapkan oleh satuan pendidikan dapat 
berupa standar pendidikan bertaraf 
internasional dan/atau Standar Pendidikan 
berbasis keunggulan lokal.
Gambar 2.3. Hubungan antarstandar dalam Standar 
Nasional Pendidikan Dasar dan Menengah
serta menerapkan standar nasional pendidikan 
pada seluruh proses manajemen maupun 
proses pembelajaran di sekolah.
Tujuan akhir dari sistem penjaminan mutu 
pendidikan adalah terwujudnya budaya mutu 
(quality culture) dalam dunia pendidikan. 
Budaya mutu, terutama mutu akademik, 
mencitrakan dunia pendidikan sebagai arena 
yang memiliki nilai tinggi baik moral maupun 
sosial. Budaya mutu pada satuan pendidikan ini 
memastikan seluruh proses manajemen 
maupun pembelajaran dapat berlangsung 
sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. 
Dengan demikian sekolah yang menyenangkan 
dan menghasilkan anak yang berkarakter dan 
cerdas baik spiritual, intelektual, emosional, 
sosial, dan kinestetis dapat diwujudkan. 
Gambaran luaran sistem penjaminan mutu 
pendidikan adalah terdapat pada Gambar 2.4.
Gambar 2.4. Luaran Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan 
Dasar dan Menengah
Pembuatan rencana peningkatan 
mutu yang dituangkan dalam 
Rencana Kerja Sekolah; 
Pelaksanaan pemenuhan mutu 
baik dalam pengelolaan satuan 
pendidikan maupun proses 
pembelajaran;
Monitoring dan evaluasi proses 
pelaksanaan pemenuhan mutu 
yang telah dilakukan; dan
Penetapan standar baru dan 
penyusunan strategi peningkatan 
mutu berdasarkan hasil monitoring 
dan evaluasi.
Pemetaan mutu pendidikan 
yang dilaksanakan oleh satuan 
pendidikan berdasarkan Standar 
Nasional Pendidikan;
Pemetaan mutu pendidikan di 
tingkat satuan pendidikan 
berdasarkan Standar Nasional 
Pendidikan;
Pembuatan rencana peningkatan 
mutu yang dituangkan dalam 
Rencana Strategis Pembangunan 
Pendidikan;
Fasilitasi pemenuhan mutu di 
seluruh satuan pendidikan;
Monitoring dan evaluasi terhadap 
proses pelaksanaan pemenuhan 
mutu;
Pelaksanaan evaluasi dan 
penetapan standar nasional 
pendidikan dan penyusunan 
strategi peningkatan mutu;
Pelaksanaan akreditasi satuan 


























































1.1  Latar Belakang
Secara nasional, mutu pendidikan dasar dan 
menengah di Indonesia belum seperti yang 
diharapkan. Hasil pemetaan mutu pendidikan 
secara nasional pada tahun 2014 menunjukkan 
hanya sekitar 16% satuan pendidikan yang 
memenuhi standar nasional pendidikan (SNP). 
Sebagian besar satuan pendidikan belum 
memenuhi SNP, bahkan ada satuan pendidikan 
yang masih belum memenuhi standar 
pelayanan minimal (SPM).
Standar kualitas pendidikan yang ditetapkan 
oleh pemerintah berbeda dengan standar yang 
dilaksanakan oleh satuan pendidikan. Standar 
yang digunakan oleh sebagian besar sekolah 
jauh di bawah standar yang ditetapkan oleh 
pemerintah. Akibatnya, kualitas lulusan yang 
dihasilkan oleh satuan pendidikan belum 
memenuhi standar yang diharapkan. 
Kesenjangan antara hasil ujian nasional dengan 
hasil ujian sekolah yang lebar menunjukkan 
bahwa ada permasalahan dalam instrumen dan 
metode pengukuran hasil belajar siswa.
Masih banyak pengelola pendidikan yang tidak 
tahu makna standar mutu pendidikan.Selain itu, 
sebagian besar satuan pendidikan belum 
memiliki kemampuan untuk menjamin bahwa 
proses pendidikan yang dijalankan dapat 
2.1  Pengertian, Tujuan, dan Fungsi
Mutu pendidikan dasar dan menengah adalah 
tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan 
pendidikan dasar dan menengah dengan 
Standar Nasional Pendidikan (SNP) pada satuan 
pendidikan dasar dan pendidikan menengah 
dan/atau program keahlian. Mutu pendidikan 
di satuan pendidikan tidak akan meningkat 
tanpa diiringi dengan penjaminan mutu 
pendidikan oleh satuan pendidikan. 
Penjaminan mutu pendidikan dasar dan 
menengah adalah suatu mekanisme yang 
sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan untuk 
memastikan bahwa seluruh proses 
penyelenggaraan pendidikan telah sesuai 
dengan standar mutu dan aturan yang 
ditetapkan. Untuk dapat melakukan 
penjaminan mutu pendidikan dengan baik 
diperlukan adanya sistem penjaminan mutu 
pendidikan.
Pengertian
Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan 
Menengah adalah suatu kesatuan unsur yang 
terdiri atas organisasi, kebijakan, dan proses 
terpadu yang mengatur segala kegiatan untuk 
meningkatkan mutu Pendidikan Dasar dan 
Menengah secara sistematis, terencana dan 
berkelanjutan. 
Dalam implementasinya sistem penjaminan 
mutu pendidikan dasar dan menengah 
ditunjang oleh Sistem Informasi Penjaminan 
Mutu pendidikan dasar dan menengah, seperti 
terlihat pada Gambar 2.1.
2.3  Siklus Sistem Penjaminan Mutu   
 Pendidikan
Dalam implementasinya, sistem penjaminan 
mutu pendidikan dasar dan menengah 
mengikuti siklus kegiatan sesuai dengan 
komponen masing masing.




Sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan 
menengah bertujuan menjamin pemenuhan 
standar pada satuan pendidikan dasar dan 
menengah secara sistemik, holistik, dan 
berkelanjutan, sehingga tumbuh dan 
berkembang budaya mutu pada satuan 
pendidikan secara mandiri.
Fungsi
Sistem penjaminan mutu pendidikan berfungsi 
sebagai pengendali penyelenggaraan 
pendidikan oleh satuan pendidikan untuk 
mewujudkan pendidikan yang bermutu.
2.2  Komponen Sistem Penjaminan   
 Mutu Pendidikan Dasar dan   
 Menengah
Sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan 
menengah terdiri atas dua komponen yaitu 
Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan 
Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME).
1. Sistem Penjaminan Mutu Internal adalah  
 sistem penjaminan mutu yang    
 dilaksanakan dalam satuan pendidikan   
 dan dijalankan oleh seluruh komponen  
 satuan pendidikan; 
2. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal yaitu  
 sistem penjaminan mutu yang    
 dilaksanakan oleh pemerintah,    
 pemerintah daerah, lembaga akreditasi  
 dan lembaga standarisasi pendidikan;
 
Seluruh siklus kegiatan dalam sistem 
penjaminan mutu internal ini dilaksanakan oleh 
satuan pendidikan.
Siklus sistem penjaminan mutu eksternal 
terdiri atas :
 
2.4  Acuan Mutu Pendidikan Dasar dan  
 Menengah
Implementasi sistem penjaminan mutu 
pendidikan dasar dan menengah mengacu 
pada standar sesuai peraturan yang berlaku.
Acuan utama sistem penjaminan mutu 
pendidikan dasar dan menengah adalah 
Standar Nasional Pendidikan (SNP). SNP adalah 
standar minimal yang ditetapkan pemerintah 
dalam bidang pendidikan yang harus dipenuhi 
oleh satuan pendidikan dan semua pemangku 
kepentingan dalam mengelola dan 
menyelenggarakan pendidikan. Standar 
Nasional Pendidikan terdiri atas:




5. Standar Pendidik dan Tenaga    
 Kependidikan
6. Standar Pengelolaan
7. Standar Sarana dan Prasarana
8. Standar Pembiayaan
Kedelapan standar pendidikan tersebut 
membentuk rangkaian input, proses, dan 
output. Standar Kompetensi Lulusan (SKL) 
merupakan output dalam SNP. SKL akan 
mencapai skor yang tinggi apabila input 
terpenuhi sepenuhnya dan proses berjalan 
dengan baik. Gambar 2.3 menggambarkan 
hubungan standar-standar dalam SNP.
2.5  Pembagian Tugas dalam    
 Implementasi SPMP
Implementasi sistem penjaminan mutu 
pendidikan ini dilaksanakan oleh setiap unsur 
pengelola pendidikan sesuai kewenangan 
masing-masing.
2.6  Luaran
Penerapan sistem penjaminan mutu 
pendidikan dasar dan menengah dapat 
dipastikan akan menghasilkan sekolah yang 
secara sadar, mandiri dan berkesinambungan 
menjalankan pendidikan yang bermutu sesuai 
dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP). Ciri 
dari sekolah yang menjalankan pendidikan 
yang bermutu adalah menjalankan seluruh 
tahapan dalam siklus sistem penjaminan mutu 
internal secara konsisten dan berkelanjutan 
setiap Satuan Pendidikan pada jalur formal dan 
nonformal wajib melakukan penjaminan mutu 
pendidikan. Penjaminan mutu pendidikan 
tersebut bertujuan untuk memenuhi atau 
melampaui Standar Nasional Pendidikan.
Peningkatan dan penjaminan mutu pendidikan 
ini merupakan tanggung jawab dari setiap 
komponen di satuan pendidikan. Peningkatan 
mutu di satuan pendidikan tidak dapat berjalan 
dengan baik tanpa adanya budaya mutu pada 
seluruh komponen sekolah. Untuk peningkatan 
mutu sekolah secara utuh dibutuhkan 
pendekatan khusus agar seluruh komponen 
sekolah bersama-sama memiliki budaya mutu. 
Untuk itu dibutuhkan program Implementasi 
Penjaminan Mutu Pendidikan di seluruh sekolah 
di Indonesia dengan pendekatan pelibatan 
seluruh komponen sekolah (whole school 
approach).
Agar penjaminan mutu dapat berjalan dengan 
baik di segala lapisan pengelolaan pendidikan 
dasar dan menengah, telah dikembangkan 
sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan 
menengah yang dibuat dalam bentuk Peraturan 
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor … 
tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu 
Pendidikan Dasar dan Menengah. Untuk 
mempermudah pemahaman seluruh unsur 
terkait penjaminan mutu pendidikan atas 
peraturan tersebut dibuatlah Pedoman Sistem 
Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan 
Menengah.
1.4  Sistematika
Untuk memberi gambaran yang komprehensif, 
pedoman ini dibagi menjadi 7 BAB yaitu:
  
memenuhi standar kualitas yang ditetapkan 
oleh pemerintah. Kemampuan itu meliputi:
• Cara melakukan penilaian hasil belajar
• Cara membuat perencanaan    
 peningkatan mutu pendidikan
• Cara implementasi peningkatan mutu   
 pendidikan
• Cara melakukan evaluasi pengelolaan   
 sekolah maupun proses pembelajaran.
Upaya peningkatan mutu pendidikan ini tidak 
akan dapat diwujudkan tanpa ada upaya 
perbaikan dalam penyelenggaraan pendidikan 
menuju pendidikan bermutu. Untuk 
mewujudkan pendidikan bermutu ini, upaya 
membangun budaya mutu di satuan 
pendidikan menjadi suatu kebutuhan yang 
tidak dapat ditawar. Satuan pendidikan harus 
mengimplemetasikan penjaminan mutu 
pendidikan tersebut secara mandiri dan 
berkelanjutan.
Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 
tentang Sistem Pendidikan Nasional 
menyatakan bahwa Sistem Pendidikan Nasional 
adalah keseluruhan komponen pendidikan 
yang saling terkait secara terpadu untuk 
mencapai tujuan pendidikan nasional, yaitu 
berkembangnya potensi peserta didik agar 
menjadi manusia yang beriman dan bertakwa 
kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, 
sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan 
menjadi warga negara yang demokratis serta 
bertanggung jawab. Selanjutnya sebagaimana 
diamanatkan di dalam Peraturan Pemerintah 
Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005, 
1.2  Dasar Hukum
1.3  Tujuan Pedoman
Pedoman ini dibuat untuk memberi gambaran 
yang komprehensif dan sistematis tentang 
Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan 
Menengah yang tertuang dalam Peraturan 
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No ... 
tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan 
Dasar dan Menengah. Dengan membaca 
pedoman ini diharapkan semua pihak 
memperoleh gambaran umum lengkap 
tentang sistem penjaminan mutu pendidikan 
dasar dan menengah sesuai yang tertuang 
dalam peraturan menteri tersebut.
Secara khusus, setelah membaca pedoman ini, 
setiap orang paham tentang:
• Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan   
 Dasar dan Menengah
• Sistem Penjaminan Mutu Internal   
 Pendidikan Dasar dan Menengah;
• Sistem Penjaminan Mutu Eksternal   
 Pendidikan Dasar dan Menengah;
• Sistem Informasi Penjaminan Mutu   
 Pendidikan Dasar dan Menengah
• Sistem Pemetaan Mutu Pendidikan
Siklus sistem penjaminan mutu eksternal ini 
dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah 
daerah, lembaga standardisasi (BNSP) dan 
lembaga akreditasi BAN SM atau Lembaga 
Akreditasi Mandiri sesuai kewenangan 
masing-masing. Ilustrasi siklus sistem 
penjaminan mutu pendidikan dasar dan 
menengah baik internal maupun eksternal 
dapat dilihat pada Gambar 2.2.
Gambar 2.2. Siklus Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan 
Dasar dan Menengah
Bagi satuan pendidikan dasar dan menengah 
yang baru berdiri atau yang memiliki 
sumberdaya jauh dari memadai, acuan yang 
digunakan adalah Standar Pelayanan Minimal. 
Standar Pelayanan Minimal adalah tolok ukur  
kinerja  pelayanan pendidikan dasar dan 
menengah melalui jalur pendidikan formal 
yang diselenggarakan daerah.
Satuan pendidikan yang telah atau hampir 
memenuhi atau melampaui standar nasional 
pendidikan dapat menggunakan atau 
menetapkan standar di atas Standar Nasional 
Pendidikan sebagai acuan dalam perencanaan, 
pelaksanaan, pengendalian, dan 
pengembangan SPMI di samping SNP. Standar 
pendidikan dasar dan menengah yang 
ditetapkan oleh satuan pendidikan dapat 
berupa standar pendidikan bertaraf 
internasional dan/atau Standar Pendidikan 
berbasis keunggulan lokal.
Gambar 2.3. Hubungan antarstandar dalam Standar 
Nasional Pendidikan Dasar dan Menengah
serta menerapkan standar nasional pendidikan 
pada seluruh proses manajemen maupun 
proses pembelajaran di sekolah.
Tujuan akhir dari sistem penjaminan mutu 
pendidikan adalah terwujudnya budaya mutu 
(quality culture) dalam dunia pendidikan. 
Budaya mutu, terutama mutu akademik, 
mencitrakan dunia pendidikan sebagai arena 
yang memiliki nilai tinggi baik moral maupun 
sosial. Budaya mutu pada satuan pendidikan ini 
memastikan seluruh proses manajemen 
maupun pembelajaran dapat berlangsung 
sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. 
Dengan demikian sekolah yang menyenangkan 
dan menghasilkan anak yang berkarakter dan 
cerdas baik spiritual, intelektual, emosional, 
sosial, dan kinestetis dapat diwujudkan. 
Gambaran luaran sistem penjaminan mutu 
pendidikan adalah terdapat pada Gambar 2.4.
Gambar 2.4. Luaran Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan 
Dasar dan Menengah
BAB 1 Pendahuluan
Bab ini berisikan latar belakang 
dibuatnya peraturan Menteri Pendidikan 
dan Kebudayaan tentang penjaminan 
mutu pendidikan khusus untuk 
pendidikan dasar dan menengah. Pada 
Bab ini diuraikan juga dasar hukum yang 
melandasi pembuatan peraturan Menteri 
tersebut.
BAB 2 Sistem Penjaminan Mutu      
 Pendidikan
Bab ini berisikan penjelasan tentang 
Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan 
Dasar dan Menengah secara umum. 
Pada Bab ini diuraikan pengertian, 
tujuan, dan fungsi sistem penjaminan 
mutu pendidikan dasar dan menengah 
; komponen sistem penjaminan mutu 
pendidikan dasar dan menengah; siklus 
sistem penjaminan mutu pendidikan; 
serta acuan yang digunakan dalam 
implementasi sistem penjaminan mutu 
pendidikan dasar dan menengah. Pada 
bagian ini dibahas juga pembagian 
tugas dalam implementasi sistem 
penjaminan mutu pendidikan serta 
luaran sebagai hasil dari implementasi 
sistem penjaminan mutu pendidikan.
BAB 3 Sistem Penjaminan Mutu    
 Internal
Bab ini menjelaskan tentang Sistem 
Penjaminan Mutu Internal Pendidikan 
Dasar dan Menengah. Pada bagian ini 
dibahas pengertian, prinsip, tujuan dan 
cakupan, serta siklus sistem penjaminan 
mutu internal pendidikan dasar dan 
menengah. Selanjutnya pada Bab ini 
juga dibahas indikator dan faktor 
penentu keberhasilan implementasi 
sistem penjaminan mutu internal di 
satuan pendidikan dasar dan menengah, 
serta organisasi dan dokumen yang 
digunakan dalam implementasi sistem 
penjaminan mutu pendidikan dasar dan 
menengah.
BAB 4 Sistem Penjaminan Mutu    
 Eksternal
Bab ini berisi penjelasan tentang sistem 
penjaminan mutu eksternal pada 
pendidikan dasar dan menengah. Pada 
Bab ini dibahas pengertian, prinsip, 
tujuan, dan fungsi sistem penjaminan 
mutu eksternal pada pendidikan dasar 
dan menengah, siklus penjaminan mutu 
eksternal, dan pembagian tugas dalam 
implementasi sistem penjaminan mutu 
eksternal.
BAB 5 Sistem Pemetaan Mutu    
 Pendidikan 
Bab 5 berisi penjelasan tentang sistem 
pemetaan mutu pendidikan sebagai 
sub-komponen penting penentu 
keberhasilan sistem penjaminan mutu 
pendidikan. Pada Bab ini diuraikan 
tentang pengertian, tujuan, dan 
mekanisme implementasi sistem 
pemetaan mutu pendidikan dasar dan 
menengah. Selain itu Bab ini juga berisi 
uraian tentang pengembangan peta 
mutu dan pemanfaatan peta mutu 
pendidikan dalam upaya peningkatan 
mutu pendidikan dasar dan menengah.
BAB 6 Sistem Informasi Penjaminan   
 Mutu Pendidikan
Bab ini berisi penjelasan tentang sistem 
informasi penjaminan mutu pendidikan 
sebagai penunjang dalam implementasi 
sistem penjaminan mutu pendidikan 
dasar dan menengah, baik internal 
maupun eksternal. Pada bagian ini 
diuraikan pengertian, tujuan, fungsi, 
manfaat, serta jenis data dan informasi 
yang ada dalam sistem informasi 
penjaminan mutu dasar dan menengah. 
Pada bagian ini dibahas juga 
kelembagaan sistem informasi 
penjaminan mutu pendidikan dan 
tata cara pengumpulan data dan 
informasi terkait pemetaan mutu 
pendidikan dasar dan menengah.
BAB 7 Penutup
Sebagai penutup, buku ini diakhiri 
dengan pembahasan tentang peran 
penting sistem penjaminan mutu 
pendidikan dalam upaya peningkatan 
mutu pendidikan. Tak kalah pentingnya 
pada bagian ini diuraikan peran 
kunci dari sistem penjaminan mutu 
pendidikan dalam mewujudkan 
terbangunnya budaya mutu di satuan 
pendidikan sebagai prasyarat bagi 
upaya peningkatan mutu pendidikan.
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2.1  Pengertian, Tujuan, dan Fungsi
Mutu pendidikan dasar dan menengah adalah 
tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan 
pendidikan dasar dan menengah dengan 
Standar Nasional Pendidikan (SNP) pada satuan 
pendidikan dasar dan pendidikan menengah 
dan/atau program keahlian. Mutu pendidikan 
di satuan pendidikan tidak akan meningkat 
tanpa diiringi dengan penjaminan mutu 
pendidikan oleh satuan pendidikan. 
Penjaminan mutu pendidikan dasar dan 
menengah adalah suatu mekanisme yang 
sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan untuk 
memastikan bahwa seluruh proses 
penyelenggaraan pendidikan telah sesuai 
dengan standar mutu dan aturan yang 
ditetapkan. Untuk dapat melakukan 
penjaminan mutu pendidikan dengan baik 
diperlukan adanya sistem penjaminan mutu 
pendidikan.
Pengertian
Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan 
Menengah adalah suatu kesatuan unsur yang 
terdiri atas organisasi, kebijakan, dan proses 
terpadu yang mengatur segala kegiatan untuk 
meningkatkan mutu Pendidikan Dasar dan 
Menengah secara sistematis, terencana dan 
berkelanjutan. 
Dalam implementasinya sistem penjaminan 
mutu pendidikan dasar dan menengah 
ditunjang oleh Sistem Informasi Penjaminan 
Mutu pendidikan dasar dan menengah, seperti 
terlihat pada Gambar 2.1.
2.3  Siklus Sistem Penjaminan Mutu   
 Pendidikan
Dalam implementasinya, sistem penjaminan 
mutu pendidikan dasar dan menengah 
mengikuti siklus kegiatan sesuai dengan 
komponen masing masing.




Sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan 
menengah bertujuan menjamin pemenuhan 
standar pada satuan pendidikan dasar dan 
menengah secara sistemik, holistik, dan 
berkelanjutan, sehingga tumbuh dan 
berkembang budaya mutu pada satuan 
pendidikan secara mandiri.
Fungsi
Sistem penjaminan mutu pendidikan berfungsi 
sebagai pengendali penyelenggaraan 
pendidikan oleh satuan pendidikan untuk 
mewujudkan pendidikan yang bermutu.
2.2  Komponen Sistem Penjaminan   
 Mutu Pendidikan Dasar dan   
 Menengah
Sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan 
menengah terdiri atas dua komponen yaitu 
Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan 
Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME).
1. Sistem Penjaminan Mutu Internal adalah  
 sistem penjaminan mutu yang    
 dilaksanakan dalam satuan pendidikan   
 dan dijalankan oleh seluruh komponen  
 satuan pendidikan; 
2. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal yaitu  
 sistem penjaminan mutu yang    
 dilaksanakan oleh pemerintah,    
 pemerintah daerah, lembaga akreditasi  
 dan lembaga standarisasi pendidikan;
 
Seluruh siklus kegiatan dalam sistem 
penjaminan mutu internal ini dilaksanakan oleh 
satuan pendidikan.
Siklus sistem penjaminan mutu eksternal 
terdiri atas :
 
2.4  Acuan Mutu Pendidikan Dasar dan  
 Menengah
Implementasi sistem penjaminan mutu 
pendidikan dasar dan menengah mengacu 
pada standar sesuai peraturan yang berlaku.
Acuan utama sistem penjaminan mutu 
pendidikan dasar dan menengah adalah 
Standar Nasional Pendidikan (SNP). SNP adalah 
standar minimal yang ditetapkan pemerintah 
dalam bidang pendidikan yang harus dipenuhi 
oleh satuan pendidikan dan semua pemangku 
kepentingan dalam mengelola dan 
menyelenggarakan pendidikan. Standar 
Nasional Pendidikan terdiri atas:




5. Standar Pendidik dan Tenaga    
 Kependidikan
6. Standar Pengelolaan
7. Standar Sarana dan Prasarana
8. Standar Pembiayaan
Kedelapan standar pendidikan tersebut 
membentuk rangkaian input, proses, dan 
output. Standar Kompetensi Lulusan (SKL) 
merupakan output dalam SNP. SKL akan 
mencapai skor yang tinggi apabila input 
terpenuhi sepenuhnya dan proses berjalan 
dengan baik. Gambar 2.3 menggambarkan 
hubungan standar-standar dalam SNP.
2.5  Pembagian Tugas dalam    
 Implementasi SPMP
Implementasi sistem penjaminan mutu 
pendidikan ini dilaksanakan oleh setiap unsur 
pengelola pendidikan sesuai kewenangan 
masing-masing.
2.6  Luaran
Penerapan sistem penjaminan mutu 
pendidikan dasar dan menengah dapat 
dipastikan akan menghasilkan sekolah yang 
secara sadar, mandiri dan berkesinambungan 
menjalankan pendidikan yang bermutu sesuai 
dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP). Ciri 
dari sekolah yang menjalankan pendidikan 
yang bermutu adalah menjalankan seluruh 
tahapan dalam siklus sistem penjaminan mutu 
internal secara konsisten dan berkelanjutan 
Siklus sistem penjaminan mutu eksternal ini 
dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah 
daerah, lembaga standardisasi (BNSP) dan 
lembaga akreditasi BAN SM atau Lembaga 
Akreditasi Mandiri sesuai kewenangan 
masing-masing. Ilustrasi siklus sistem 
penjaminan mutu pendidikan dasar dan 
menengah baik internal maupun eksternal 
dapat dilihat pada Gambar 2.2.
Gambar 2.2. Siklus Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan 
Dasar dan Menengah
Bagi satuan pendidikan dasar dan menengah 
yang baru berdiri atau yang memiliki 
sumberdaya jauh dari memadai, acuan yang 
digunakan adalah Standar Pelayanan Minimal. 
Standar Pelayanan Minimal adalah tolok ukur  
kinerja  pelayanan pendidikan dasar dan 
menengah melalui jalur pendidikan formal 
yang diselenggarakan daerah.
Satuan pendidikan yang telah atau hampir 
memenuhi atau melampaui standar nasional 
pendidikan dapat menggunakan atau 
menetapkan standar di atas Standar Nasional 
Pendidikan sebagai acuan dalam perencanaan, 
pelaksanaan, pengendalian, dan 
pengembangan SPMI di samping SNP. Standar 
pendidikan dasar dan menengah yang 
ditetapkan oleh satuan pendidikan dapat 
berupa standar pendidikan bertaraf 
internasional dan/atau Standar Pendidikan 
berbasis keunggulan lokal.
Gambar 2.3. Hubungan antarstandar dalam Standar 
Nasional Pendidikan Dasar dan Menengah
serta menerapkan standar nasional pendidikan 
pada seluruh proses manajemen maupun 
proses pembelajaran di sekolah.
Tujuan akhir dari sistem penjaminan mutu 
pendidikan adalah terwujudnya budaya mutu 
(quality culture) dalam dunia pendidikan. 
Budaya mutu, terutama mutu akademik, 
mencitrakan dunia pendidikan sebagai arena 
yang memiliki nilai tinggi baik moral maupun 
sosial. Budaya mutu pada satuan pendidikan ini 
memastikan seluruh proses manajemen 
maupun pembelajaran dapat berlangsung 
sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. 
Dengan demikian sekolah yang menyenangkan 
dan menghasilkan anak yang berkarakter dan 
cerdas baik spiritual, intelektual, emosional, 
sosial, dan kinestetis dapat diwujudkan. 
Gambaran luaran sistem penjaminan mutu 
pendidikan adalah terdapat pada Gambar 2.4.




1.1  Latar Belakang
Secara nasional, mutu pendidikan dasar dan 
menengah di Indonesia belum seperti yang 
diharapkan. Hasil pemetaan mutu pendidikan 
secara nasional pada tahun 2014 menunjukkan 
hanya sekitar 16% satuan pendidikan yang 
memenuhi standar nasional pendidikan (SNP). 
Sebagian besar satuan pendidikan belum 
memenuhi SNP, bahkan ada satuan pendidikan 
yang masih belum memenuhi standar 
pelayanan minimal (SPM).
Standar kualitas pendidikan yang ditetapkan 
oleh pemerintah berbeda dengan standar yang 
dilaksanakan oleh satuan pendidikan. Standar 
yang digunakan oleh sebagian besar sekolah 
jauh di bawah standar yang ditetapkan oleh 
pemerintah. Akibatnya, kualitas lulusan yang 
dihasilkan oleh satuan pendidikan belum 
memenuhi standar yang diharapkan. 
Kesenjangan antara hasil ujian nasional dengan 
hasil ujian sekolah yang lebar menunjukkan 
bahwa ada permasalahan dalam instrumen dan 
metode pengukuran hasil belajar siswa.
Masih banyak pengelola pendidikan yang tidak 
tahu makna standar mutu pendidikan.Selain itu, 
sebagian besar satuan pendidikan belum 
memiliki kemampuan untuk menjamin bahwa 
proses pendidikan yang dijalankan dapat 
2.1  Pengertian, Tujuan, dan Fungsi
Mutu pendidikan dasar dan menengah adalah 
tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan 
pendidikan dasar dan menengah dengan 
Standar Nasional Pendidikan (SNP) pada satuan 
pendidikan dasar dan pendidikan menengah 
dan/atau program keahlian. Mutu pendidikan 
di satuan pendidikan tidak akan meningkat 
tanpa diiringi dengan penjaminan mutu 
pendidikan oleh satuan pendidikan. 
Penjaminan mutu pendidikan dasar dan 
menengah adalah suatu mekanisme yang 
sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan untuk 
memastikan bahwa seluruh proses 
penyelenggaraan pendidikan telah sesuai 
dengan standar mutu dan aturan yang 
ditetapkan. Untuk dapat melakukan 
penjaminan mutu pendidikan dengan baik 
diperlukan adanya sistem penjaminan mutu 
pendidikan.
Pengertian
Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan 
Menengah adalah suatu kesatuan unsur yang 
terdiri atas organisasi, kebijakan, dan proses 
terpadu yang mengatur segala kegiatan untuk 
meningkatkan mutu Pendidikan Dasar dan 
Menengah secara sistematis, terencana dan 
berkelanjutan. 
Dalam implementasinya sistem penjaminan 
mutu pendidikan dasar dan menengah 
ditunjang oleh Sistem Informasi Penjaminan 
Mutu pendidikan dasar dan menengah, seperti 
terlihat pada Gambar 2.1.
2.3  Siklus Sistem Penjaminan Mutu   
 Pendidikan
Dalam implementasinya, sistem penjaminan 
mutu pendidikan dasar dan menengah 
mengikuti siklus kegiatan sesuai dengan 
komponen masing masing.




Sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan 
menengah bertujuan menjamin pemenuhan 
standar pada satuan pendidikan dasar dan 
menengah secara sistemik, holistik, dan 
berkelanjutan, sehingga tumbuh dan 
berkembang budaya mutu pada satuan 
pendidikan secara mandiri.
Fungsi
Sistem penjaminan mutu pendidikan berfungsi 
sebagai pengendali penyelenggaraan 
pendidikan oleh satuan pendidikan untuk 
mewujudkan pendidikan yang bermutu.
2.2  Komponen Sistem Penjaminan   
 Mutu Pendidikan Dasar dan   
 Menengah
Sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan 
menengah terdiri atas dua komponen yaitu 
Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan 
Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME).
1. Sistem Penjaminan Mutu Internal adalah  
 sistem penjaminan mutu yang    
 dilaksanakan dalam satuan pendidikan   
 dan dijalankan oleh seluruh komponen  
 satuan pendidikan; 
2. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal yaitu  
 sistem penjaminan mutu yang    
 dilaksanakan oleh pemerintah,    
 pemerintah daerah, lembaga akreditasi  
 dan lembaga standarisasi pendidikan;
 
Seluruh siklus kegiatan dalam sistem 
penjaminan mutu internal ini dilaksanakan oleh 
satuan pendidikan.
Siklus sistem penjaminan mutu eksternal 
terdiri atas :
 
2.4  Acuan Mutu Pendidikan Dasar dan  
 Menengah
Implementasi sistem penjaminan mutu 
pendidikan dasar dan menengah mengacu 
pada standar sesuai peraturan yang berlaku.
Acuan utama sistem penjaminan mutu 
pendidikan dasar dan menengah adalah 
Standar Nasional Pendidikan (SNP). SNP adalah 
standar minimal yang ditetapkan pemerintah 
dalam bidang pendidikan yang harus dipenuhi 
oleh satuan pendidikan dan semua pemangku 
kepentingan dalam mengelola dan 
menyelenggarakan pendidikan. Standar 
Nasional Pendidikan terdiri atas:




5. Standar Pendidik dan Tenaga    
 Kependidikan
6. Standar Pengelolaan
7. Standar Sarana dan Prasarana
8. Standar Pembiayaan
Kedelapan standar pendidikan tersebut 
membentuk rangkaian input, proses, dan 
output. Standar Kompetensi Lulusan (SKL) 
merupakan output dalam SNP. SKL akan 
mencapai skor yang tinggi apabila input 
terpenuhi sepenuhnya dan proses berjalan 
dengan baik. Gambar 2.3 menggambarkan 
hubungan standar-standar dalam SNP.
2.5  Pembagian Tugas dalam    
 Implementasi SPMP
Implementasi sistem penjaminan mutu 
pendidikan ini dilaksanakan oleh setiap unsur 
pengelola pendidikan sesuai kewenangan 
masing-masing.
2.6  Luaran
Penerapan sistem penjaminan mutu 
pendidikan dasar dan menengah dapat 
dipastikan akan menghasilkan sekolah yang 
secara sadar, mandiri dan berkesinambungan 
menjalankan pendidikan yang bermutu sesuai 
dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP). Ciri 
dari sekolah yang menjalankan pendidikan 
yang bermutu adalah menjalankan seluruh 
tahapan dalam siklus sistem penjaminan mutu 
internal secara konsisten dan berkelanjutan 
setiap Satuan Pendidikan pada jalur formal dan 
nonformal wajib melakukan penjaminan mutu 
pendidikan. Penjaminan mutu pendidikan 
tersebut bertujuan untuk memenuhi atau 
melampaui Standar Nasional Pendidikan.
Peningkatan dan penjaminan mutu pendidikan 
ini merupakan tanggung jawab dari setiap 
komponen di satuan pendidikan. Peningkatan 
mutu di satuan pendidikan tidak dapat berjalan 
dengan baik tanpa adanya budaya mutu pada 
seluruh komponen sekolah. Untuk peningkatan 
mutu sekolah secara utuh dibutuhkan 
pendekatan khusus agar seluruh komponen 
sekolah bersama-sama memiliki budaya mutu. 
Untuk itu dibutuhkan program Implementasi 
Penjaminan Mutu Pendidikan di seluruh sekolah 
di Indonesia dengan pendekatan pelibatan 
seluruh komponen sekolah (whole school 
approach).
Agar penjaminan mutu dapat berjalan dengan 
baik di segala lapisan pengelolaan pendidikan 
dasar dan menengah, telah dikembangkan 
sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan 
menengah yang dibuat dalam bentuk Peraturan 
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor … 
tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu 
Pendidikan Dasar dan Menengah. Untuk 
mempermudah pemahaman seluruh unsur 
terkait penjaminan mutu pendidikan atas 
peraturan tersebut dibuatlah Pedoman Sistem 
Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan 
Menengah.
1.4  Sistematika
Untuk memberi gambaran yang komprehensif, 
pedoman ini dibagi menjadi 7 BAB yaitu:
  
memenuhi standar kualitas yang ditetapkan 
oleh pemerintah. Kemampuan itu meliputi:
• Cara melakukan penilaian hasil belajar
• Cara membuat perencanaan    
 peningkatan mutu pendidikan
• Cara implementasi peningkatan mutu   
 pendidikan
• Cara melakukan evaluasi pengelolaan   
 sekolah maupun proses pembelajaran.
Upaya peningkatan mutu pendidikan ini tidak 
akan dapat diwujudkan tanpa ada upaya 
perbaikan dalam penyelenggaraan pendidikan 
menuju pendidikan bermutu. Untuk 
mewujudkan pendidikan bermutu ini, upaya 
membangun budaya mutu di satuan 
pendidikan menjadi suatu kebutuhan yang 
tidak dapat ditawar. Satuan pendidikan harus 
mengimplemetasikan penjaminan mutu 
pendidikan tersebut secara mandiri dan 
berkelanjutan.
Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 
tentang Sistem Pendidikan Nasional 
menyatakan bahwa Sistem Pendidikan Nasional 
adalah keseluruhan komponen pendidikan 
yang saling terkait secara terpadu untuk 
mencapai tujuan pendidikan nasional, yaitu 
berkembangnya potensi peserta didik agar 
menjadi manusia yang beriman dan bertakwa 
kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, 
sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan 
menjadi warga negara yang demokratis serta 
bertanggung jawab. Selanjutnya sebagaimana 
diamanatkan di dalam Peraturan Pemerintah 
Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005, 
1.2  Dasar Hukum
1.3  Tujuan Pedoman
Pedoman ini dibuat untuk memberi gambaran 
yang komprehensif dan sistematis tentang 
Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan 
Menengah yang tertuang dalam Peraturan 
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No ... 
tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan 
Dasar dan Menengah. Dengan membaca 
pedoman ini diharapkan semua pihak 
memperoleh gambaran umum lengkap 
tentang sistem penjaminan mutu pendidikan 
dasar dan menengah sesuai yang tertuang 
dalam peraturan menteri tersebut.
Secara khusus, setelah membaca pedoman ini, 
setiap orang paham tentang:
• Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan   
 Dasar dan Menengah
• Sistem Penjaminan Mutu Internal   
 Pendidikan Dasar dan Menengah;
• Sistem Penjaminan Mutu Eksternal   
 Pendidikan Dasar dan Menengah;
• Sistem Informasi Penjaminan Mutu   
 Pendidikan Dasar dan Menengah
• Sistem Pemetaan Mutu Pendidikan
Siklus sistem penjaminan mutu eksternal ini 
dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah 
daerah, lembaga standardisasi (BNSP) dan 
lembaga akreditasi BAN SM atau Lembaga 
Akreditasi Mandiri sesuai kewenangan 
masing-masing. Ilustrasi siklus sistem 
penjaminan mutu pendidikan dasar dan 
menengah baik internal maupun eksternal 
dapat dilihat pada Gambar 2.2.
Gambar 2.2. Siklus Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan 
Dasar dan Menengah
Bagi satuan pendidikan dasar dan menengah 
yang baru berdiri atau yang memiliki 
sumberdaya jauh dari memadai, acuan yang 
digunakan adalah Standar Pelayanan Minimal. 
Standar Pelayanan Minimal adalah tolok ukur  
kinerja  pelayanan pendidikan dasar dan 
menengah melalui jalur pendidikan formal 
yang diselenggarakan daerah.
Satuan pendidikan yang telah atau hampir 
memenuhi atau melampaui standar nasional 
pendidikan dapat menggunakan atau 
menetapkan standar di atas Standar Nasional 
Pendidikan sebagai acuan dalam perencanaan, 
pelaksanaan, pengendalian, dan 
pengembangan SPMI di samping SNP. Standar 
pendidikan dasar dan menengah yang 
ditetapkan oleh satuan pendidikan dapat 
berupa standar pendidikan bertaraf 
internasional dan/atau Standar Pendidikan 
berbasis keunggulan lokal.
Gambar 2.3. Hubungan antarstandar dalam Standar 
Nasional Pendidikan Dasar dan Menengah
serta menerapkan standar nasional pendidikan 
pada seluruh proses manajemen maupun 
proses pembelajaran di sekolah.
Tujuan akhir dari sistem penjaminan mutu 
pendidikan adalah terwujudnya budaya mutu 
(quality culture) dalam dunia pendidikan. 
Budaya mutu, terutama mutu akademik, 
mencitrakan dunia pendidikan sebagai arena 
yang memiliki nilai tinggi baik moral maupun 
sosial. Budaya mutu pada satuan pendidikan ini 
memastikan seluruh proses manajemen 
maupun pembelajaran dapat berlangsung 
sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. 
Dengan demikian sekolah yang menyenangkan 
dan menghasilkan anak yang berkarakter dan 
cerdas baik spiritual, intelektual, emosional, 
sosial, dan kinestetis dapat diwujudkan. 
Gambaran luaran sistem penjaminan mutu 
pendidikan adalah terdapat pada Gambar 2.4.
Gambar 2.4. Luaran Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan 
Dasar dan Menengah
BAB 1 Pendahuluan
Bab ini berisikan latar belakang 
dibuatnya peraturan Menteri Pendidikan 
dan Kebudayaan tentang penjaminan 
mutu pendidikan khusus untuk 
pendidikan dasar dan menengah. Pada 
Bab ini diuraikan juga dasar hukum yang 
melandasi pembuatan peraturan Menteri 
tersebut.
BAB 2 Sistem Penjaminan Mutu      
 Pendidikan
Bab ini berisikan penjelasan tentang 
Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan 
Dasar dan Menengah secara umum. 
Pada Bab ini diuraikan pengertian, 
tujuan, dan fungsi sistem penjaminan 
mutu pendidikan dasar dan menengah 
; komponen sistem penjaminan mutu 
pendidikan dasar dan menengah; siklus 
sistem penjaminan mutu pendidikan; 
serta acuan yang digunakan dalam 
implementasi sistem penjaminan mutu 
pendidikan dasar dan menengah. Pada 
bagian ini dibahas juga pembagian 
tugas dalam implementasi sistem 
penjaminan mutu pendidikan serta 
luaran sebagai hasil dari implementasi 
sistem penjaminan mutu pendidikan.
BAB 3 Sistem Penjaminan Mutu    
 Internal
Bab ini menjelaskan tentang Sistem 
Penjaminan Mutu Internal Pendidikan 
Dasar dan Menengah. Pada bagian ini 
dibahas pengertian, prinsip, tujuan dan 
cakupan, serta siklus sistem penjaminan 
mutu internal pendidikan dasar dan 
menengah. Selanjutnya pada Bab ini 
juga dibahas indikator dan faktor 
penentu keberhasilan implementasi 
sistem penjaminan mutu internal di 
satuan pendidikan dasar dan menengah, 
serta organisasi dan dokumen yang 
digunakan dalam implementasi sistem 
penjaminan mutu pendidikan dasar dan 
menengah.
BAB 4 Sistem Penjaminan Mutu    
 Eksternal
Bab ini berisi penjelasan tentang sistem 
penjaminan mutu eksternal pada 
pendidikan dasar dan menengah. Pada 
Bab ini dibahas pengertian, prinsip, 
tujuan, dan fungsi sistem penjaminan 
mutu eksternal pada pendidikan dasar 
dan menengah, siklus penjaminan mutu 
eksternal, dan pembagian tugas dalam 
implementasi sistem penjaminan mutu 
eksternal.
BAB 5 Sistem Pemetaan Mutu    
 Pendidikan 
Bab 5 berisi penjelasan tentang sistem 
pemetaan mutu pendidikan sebagai 
sub-komponen penting penentu 
keberhasilan sistem penjaminan mutu 
pendidikan. Pada Bab ini diuraikan 
tentang pengertian, tujuan, dan 
mekanisme implementasi sistem 
pemetaan mutu pendidikan dasar dan 
menengah. Selain itu Bab ini juga berisi 
uraian tentang pengembangan peta 
mutu dan pemanfaatan peta mutu 
pendidikan dalam upaya peningkatan 
mutu pendidikan dasar dan menengah.
BAB 6 Sistem Informasi Penjaminan   
 Mutu Pendidikan
Bab ini berisi penjelasan tentang sistem 
informasi penjaminan mutu pendidikan 
sebagai penunjang dalam implementasi 
sistem penjaminan mutu pendidikan 
dasar dan menengah, baik internal 
maupun eksternal. Pada bagian ini 
diuraikan pengertian, tujuan, fungsi, 
manfaat, serta jenis data dan informasi 
yang ada dalam sistem informasi 
penjaminan mutu dasar dan menengah. 
Pada bagian ini dibahas juga 
kelembagaan sistem informasi 
penjaminan mutu pendidikan dan 
tata cara pengumpulan data dan 
informasi terkait pemetaan mutu 
pendidikan dasar dan menengah.
BAB 7 Penutup
Sebagai penutup, buku ini diakhiri 
dengan pembahasan tentang peran 
penting sistem penjaminan mutu 
pendidikan dalam upaya peningkatan 
mutu pendidikan. Tak kalah pentingnya 
pada bagian ini diuraikan peran 
kunci dari sistem penjaminan mutu 
pendidikan dalam mewujudkan 
terbangunnya budaya mutu di satuan 
pendidikan sebagai prasyarat bagi 
upaya peningkatan mutu pendidikan.
1.
2.
P e r e n c a n a a n ,  p e l a k s a n a k a n ,  
pengendalian, dan pengembangan 
sistem penjaminan mutu internal 
merupakan tugas satuan pendidikan 
dasar dan satuan pendidikan menengah.
P e r e n c a n a a n ,  p e l a k s a n a a n ,  
pengendalian, dan pengembangan 
sistem penjaminan mutu eksternal 
merupakan tugas dari pemerintah dan 
pemerintah daerah, Lembaga 
Standardisasi Pendidikan (seperti BNSP), 
dan Lembaga Akreditasi (misalnya 
Badan Akreditasi Nasional atau Lembaga 
Akreditasi Mandiri) sesuai dengan 
kewenangan masing-masing.
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2.1  Pengertian, Tujuan, dan Fungsi
Mutu pendidikan dasar dan menengah adalah 
tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan 
pendidikan dasar dan menengah dengan 
Standar Nasional Pendidikan (SNP) pada satuan 
pendidikan dasar dan pendidikan menengah 
dan/atau program keahlian. Mutu pendidikan 
di satuan pendidikan tidak akan meningkat 
tanpa diiringi dengan penjaminan mutu 
pendidikan oleh satuan pendidikan. 
Penjaminan mutu pendidikan dasar dan 
menengah adalah suatu mekanisme yang 
sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan untuk 
memastikan bahwa seluruh proses 
penyelenggaraan pendidikan telah sesuai 
dengan standar mutu dan aturan yang 
ditetapkan. Untuk dapat melakukan 
penjaminan mutu pendidikan dengan baik 
diperlukan adanya sistem penjaminan mutu 
pendidikan.
Pengertian
Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan 
Menengah adalah suatu kesatuan unsur yang 
terdiri atas organisasi, kebijakan, dan proses 
terpadu yang mengatur segala kegiatan untuk 
meningkatkan mutu Pendidikan Dasar dan 
Menengah secara sistematis, terencana dan 
berkelanjutan. 
Dalam implementasinya sistem penjaminan 
mutu pendidikan dasar dan menengah 
ditunjang oleh Sistem Informasi Penjaminan 
Mutu pendidikan dasar dan menengah, seperti 
terlihat pada Gambar 2.1.
2.3  Siklus Sistem Penjaminan Mutu   
 Pendidikan
Dalam implementasinya, sistem penjaminan 
mutu pendidikan dasar dan menengah 
mengikuti siklus kegiatan sesuai dengan 
komponen masing masing.




Sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan 
menengah bertujuan menjamin pemenuhan 
standar pada satuan pendidikan dasar dan 
menengah secara sistemik, holistik, dan 
berkelanjutan, sehingga tumbuh dan 
berkembang budaya mutu pada satuan 
pendidikan secara mandiri.
Fungsi
Sistem penjaminan mutu pendidikan berfungsi 
sebagai pengendali penyelenggaraan 
pendidikan oleh satuan pendidikan untuk 
mewujudkan pendidikan yang bermutu.
2.2  Komponen Sistem Penjaminan   
 Mutu Pendidikan Dasar dan   
 Menengah
Sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan 
menengah terdiri atas dua komponen yaitu 
Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan 
Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME).
1. Sistem Penjaminan Mutu Internal adalah  
 sistem penjaminan mutu yang    
 dilaksanakan dalam satuan pendidikan   
 dan dijalankan oleh seluruh komponen  
 satuan pendidikan; 
2. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal yaitu  
 sistem penjaminan mutu yang    
 dilaksanakan oleh pemerintah,    
 pemerintah daerah, lembaga akreditasi  
 dan lembaga standarisasi pendidikan;
 
Seluruh siklus kegiatan dalam sistem 
penjaminan mutu internal ini dilaksanakan oleh 
satuan pendidikan.
Siklus sistem penjaminan mutu eksternal 
terdiri atas :
 
2.4  Acuan Mutu Pendidikan Dasar dan  
 Menengah
Implementasi sistem penjaminan mutu 
pendidikan dasar dan menengah mengacu 
pada standar sesuai peraturan yang berlaku.
Acuan utama sistem penjaminan mutu 
pendidikan dasar dan menengah adalah 
Standar Nasional Pendidikan (SNP). SNP adalah 
standar minimal yang ditetapkan pemerintah 
dalam bidang pendidikan yang harus dipenuhi 
oleh satuan pendidikan dan semua pemangku 
kepentingan dalam mengelola dan 
menyelenggarakan pendidikan. Standar 
Nasional Pendidikan terdiri atas:




5. Standar Pendidik dan Tenaga    
 Kependidikan
6. Standar Pengelolaan
7. Standar Sarana dan Prasarana
8. Standar Pembiayaan
Kedelapan standar pendidikan tersebut 
membentuk rangkaian input, proses, dan 
output. Standar Kompetensi Lulusan (SKL) 
merupakan output dalam SNP. SKL akan 
mencapai skor yang tinggi apabila input 
terpenuhi sepenuhnya dan proses berjalan 
dengan baik. Gambar 2.3 menggambarkan 
hubungan standar-standar dalam SNP.
2.5  Pembagian Tugas dalam    
 Implementasi SPMP
Implementasi sistem penjaminan mutu 
pendidikan ini dilaksanakan oleh setiap unsur 
pengelola pendidikan sesuai kewenangan 
masing-masing.
2.6  Luaran
Penerapan sistem penjaminan mutu 
pendidikan dasar dan menengah dapat 
dipastikan akan menghasilkan sekolah yang 
secara sadar, mandiri dan berkesinambungan 
menjalankan pendidikan yang bermutu sesuai 
dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP). Ciri 
dari sekolah yang menjalankan pendidikan 
yang bermutu adalah menjalankan seluruh 
tahapan dalam siklus sistem penjaminan mutu 
internal secara konsisten dan berkelanjutan 
Siklus sistem penjaminan mutu eksternal ini 
dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah 
daerah, lembaga standardisasi (BNSP) dan 
lembaga akreditasi BAN SM atau Lembaga 
Akreditasi Mandiri sesuai kewenangan 
masing-masing. Ilustrasi siklus sistem 
penjaminan mutu pendidikan dasar dan 
menengah baik internal maupun eksternal 
dapat dilihat pada Gambar 2.2.
Gambar 2.2. Siklus Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan 
Dasar dan Menengah
Bagi satuan pendidikan dasar dan menengah 
yang baru berdiri atau yang memiliki 
sumberdaya jauh dari memadai, acuan yang 
digunakan adalah Standar Pelayanan Minimal. 
Standar Pelayanan Minimal adalah tolok ukur  
kinerja  pelayanan pendidikan dasar dan 
menengah melalui jalur pendidikan formal 
yang diselenggarakan daerah.
Satuan pendidikan yang telah atau hampir 
memenuhi atau melampaui standar nasional 
pendidikan dapat menggunakan atau 
menetapkan standar di atas Standar Nasional 
Pendidikan sebagai acuan dalam perencanaan, 
pelaksanaan, pengendalian, dan 
pengembangan SPMI di samping SNP. Standar 
pendidikan dasar dan menengah yang 
ditetapkan oleh satuan pendidikan dapat 
berupa standar pendidikan bertaraf 
internasional dan/atau Standar Pendidikan 
berbasis keunggulan lokal.
Gambar 2.3. Hubungan antarstandar dalam Standar 
Nasional Pendidikan Dasar dan Menengah
serta menerapkan standar nasional pendidikan 
pada seluruh proses manajemen maupun 
proses pembelajaran di sekolah.
Tujuan akhir dari sistem penjaminan mutu 
pendidikan adalah terwujudnya budaya mutu 
(quality culture) dalam dunia pendidikan. 
Budaya mutu, terutama mutu akademik, 
mencitrakan dunia pendidikan sebagai arena 
yang memiliki nilai tinggi baik moral maupun 
sosial. Budaya mutu pada satuan pendidikan ini 
memastikan seluruh proses manajemen 
maupun pembelajaran dapat berlangsung 
sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. 
Dengan demikian sekolah yang menyenangkan 
dan menghasilkan anak yang berkarakter dan 
cerdas baik spiritual, intelektual, emosional, 
sosial, dan kinestetis dapat diwujudkan. 
Gambaran luaran sistem penjaminan mutu 
pendidikan adalah terdapat pada Gambar 2.4.
Gambar 2.4. Luaran Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan 
Dasar dan Menengah
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3Pembagian Tugas dalam Penjaminan Mutu 
Internal adalah sebagai berikut:
     a. Sekolah
 




3.7 Dokumen Sistem Penjaminan   
 Mutu Internal
1. Dokumen kebijakan SPMI;
2. Dokumen manual SPMI;
3. Dokumen standar dalam SPMI;




penjaminan mutu di tingkat 
satuan pendidikan
Melakukan pembinaan, pembimbingan, 
pendampingan, dan supervisi terhadap 
pelaku pendidikan di satuan pendidikan 
dalam pengembangan penjaminan 
mutu pendidikan;
Melaksanakan pemetaan mutu 
pendidikan berdasarkan data 
mutu pendidikan di satuan 
pendidikan;
Melakukan monitoring dan 
evaluasi proses pelaksanaan 
pemenuhan mutu yang telah 
dilakukan; dan
Memberikan rekomendasi strategi 
peningkatan mutu berdasarkan 
hasil monitoring dan evaluasi
3.1  Pengertian Sistem Penjaminan   
 Mutu Internal
Sistem penjaminan mutu internal adalah sistem 
penjaminan mutu yang berjalan di dalam 
satuan pendidikan dan dijalankan oleh seluruh 
komponen dalam satuan pendidikan.
Sistem penjaminan mutu internal pendidikan 
dasar dan menengah adalah suatu kesatuan 
unsur yang terdiri atas organisasi, kebijakan, 
dan proses yang terkait untuk melakukan 
penjaminan mutu pendidikan yang 
dilaksanakan oleh satuan pendidikan dasar dan 
menengah untuk menjamin terwujudnya 
pendidikan bermutu yang memenuhi atau 
melampaui Standar Nasional Pendidikan.
3.2 Prinsip Sistem Penjaminan Mutu   
 Internal
Prinsip dari Sistem Penjaminan Mutu 
Pendidikan adalah mandiri, terstandar, akurat, 




















































SPMI dikembangkan dan diimplementasikan 
secara mandiri oleh setiap satuan 
pendidikan.
Terstandar
SPMI menggunakan Standar Nasional 
Pendidikan yang ditetapkan oleh 
Mendikbud dan Standar yang ditetapkan 
oleh satuan pendidikan bagi satuan 
pendidikan yang telah memenuhi SNP.
Akurat
SPMI menggunakan data dan informasi 
yang akurat.
Sistemik dan berkelanjutan
SPMI diimplementasikan dengan 
menggunakan 5 (lima) langkah 
penjaminan mutu yaitu pemetaan mutu, 
penyusunan rencana peningkatan mutu, 
pelaksanaan pemenuhan mutu, 
audit/evaluasi pemenuhan mutu, dan 
penetapan standar baru yang 
dilaksanakan secara berkelanjutan 
membentuk suatu siklus. 
Holistik 
SPMI dilaksanakan terhadap keseluruhan 
unsur dalam satuan pendidikan yang meliputi 
organisasi, kebijakan, dan proses-proses yang 
terkait.
Terdokumentasi
Seluruh aktivitas dalam pelaksanaan SPMI 
terdokumentasi dengan baik dalam 
berbagai dokumen mutu.
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3.1  Pengertian Sistem Penjaminan   
 Mutu Internal
Sistem penjaminan mutu internal adalah sistem 
penjaminan mutu yang berjalan di dalam 
satuan pendidikan dan dijalankan oleh seluruh 
komponen dalam satuan pendidikan.
Sistem penjaminan mutu internal pendidikan 
dasar dan menengah adalah suatu kesatuan 
unsur yang terdiri atas organisasi, kebijakan, 
dan proses yang terkait untuk melakukan 
penjaminan mutu pendidikan yang 
dilaksanakan oleh satuan pendidikan dasar dan 
menengah untuk menjamin terwujudnya 
pendidikan bermutu yang memenuhi atau 
melampaui Standar Nasional Pendidikan.
3.2 Prinsip Sistem Penjaminan Mutu   
 Internal
Prinsip dari Sistem Penjaminan Mutu 
Pendidikan adalah mandiri, terstandar, akurat, 
sistemik dan berkelanjutan, holistik, dan 
terdokumentasi.
 
Pembagian Tugas dalam Penjaminan Mutu 
Internal adalah sebagai berikut:
     a. Sekolah
 




3.7 Dokumen Sistem Penjaminan   
 Mutu Internal
1. Dokumen kebijakan SPMI;
2. Dokumen manual SPMI;
3. Dokumen standar dalam SPMI;




penjaminan mutu di tingkat 
satuan pendidikan
Melakukan pembinaan, pembimbingan, 
pendampingan, dan supervisi terhadap 
pelaku pendidikan di satuan pendidikan 
dalam pengembangan penjaminan 
mutu pendidikan;
Melaksanakan pemetaan mutu 
pendidikan berdasarkan data 
mutu pendidikan di satuan 
pendidikan;
Melakukan monitoring dan 
evaluasi proses pelaksanaan 
pemenuhan mutu yang telah 
dilakukan; dan
Memberikan rekomendasi strategi 
peningkatan mutu berdasarkan 
hasil monitoring dan evaluasi
Mandiri 
SPMI dikembangkan dan diimplementasikan 
secara mandiri oleh setiap satuan 
pendidikan.
Terstandar
SPMI menggunakan Standar Nasional 
Pendidikan yang ditetapkan oleh 
Mendikbud dan Standar yang ditetapkan 
oleh satuan pendidikan bagi satuan 
pendidikan yang telah memenuhi SNP.
Akurat
SPMI menggunakan data dan informasi 
yang akurat.
Sistemik dan berkelanjutan
SPMI diimplementasikan dengan 
menggunakan 5 (lima) langkah 
penjaminan mutu yaitu pemetaan mutu, 
penyusunan rencana peningkatan mutu, 
pelaksanaan pemenuhan mutu, 
audit/evaluasi pemenuhan mutu, dan 
penetapan standar baru yang 
dilaksanakan secara berkelanjutan 
membentuk suatu siklus. 
Holistik 
SPMI dilaksanakan terhadap keseluruhan 
unsur dalam satuan pendidikan yang meliputi 
organisasi, kebijakan, dan proses-proses yang 
terkait.
Terdokumentasi
Seluruh aktivitas dalam pelaksanaan SPMI 




3.1  Pengertian Sistem Penjaminan   
 Mutu Internal
Sistem penjaminan mutu internal adalah sistem 
penjaminan mutu yang berjalan di dalam 
satuan pendidikan dan dijalankan oleh seluruh 
komponen dalam satuan pendidikan.
Sistem penjaminan mutu internal pendidikan 
dasar dan menengah adalah suatu kesatuan 
unsur yang terdiri atas organisasi, kebijakan, 
dan proses yang terkait untuk melakukan 
penjaminan mutu pendidikan yang 
dilaksanakan oleh satuan pendidikan dasar dan 
menengah untuk menjamin terwujudnya 
pendidikan bermutu yang memenuhi atau 
melampaui Standar Nasional Pendidikan.
3.2 Prinsip Sistem Penjaminan Mutu   
 Internal
Prinsip dari Sistem Penjaminan Mutu 
Pendidikan adalah mandiri, terstandar, akurat, 
sistemik dan berkelanjutan, holistik, dan 
terdokumentasi.
 Mandiri 
SPMI dikembangkan dan diimplementasikan 
secara mandiri oleh setiap satuan 
pendidikan.
Terstandar
SPMI menggunakan Standar Nasional 
Pendidikan yang ditetapkan oleh 
Mendikbud dan Standar yang ditetapkan 
oleh satuan pendidikan bagi satuan 
pendidikan yang telah memenuhi SNP.
Akurat
SPMI menggunakan data dan informasi 
yang akurat.
Sistemik dan berkelanjutan
SPMI diimplementasikan dengan 
menggunakan 5 (lima) langkah 
penjaminan mutu yaitu pemetaan mutu, 
penyusunan rencana peningkatan mutu, 
pelaksanaan pemenuhan mutu, 
audit/evaluasi pemenuhan mutu, dan 
penetapan standar baru yang 
dilaksanakan secara berkelanjutan 
membentuk suatu siklus. 
Holistik 
SPMI dilaksanakan terhadap keseluruhan 
unsur dalam satuan pendidikan yang meliputi 
organisasi, kebijakan, dan proses-proses yang 
terkait.
Terdokumentasi
Seluruh aktivitas dalam pelaksanaan SPMI 








3.1  Pengertian Sistem Penjaminan   
 Mutu Internal
Sistem penjaminan mutu internal adalah sistem 
penjaminan mutu yang berjalan di dalam 
satuan pendidikan dan dijalankan oleh seluruh 
komponen dalam satuan pendidikan.
Sistem penjaminan mutu internal pendidikan 
dasar dan menengah adalah suatu kesatuan 
unsur yang terdiri atas organisasi, kebijakan, 
dan proses yang terkait untuk melakukan 
penjaminan mutu pendidikan yang 
dilaksanakan oleh satuan pendidikan dasar dan 
menengah untuk menjamin terwujudnya 
pendidikan bermutu yang memenuhi atau 
melampaui Standar Nasional Pendidikan.
3.2 Prinsip Sistem Penjaminan Mutu   
 Internal
Prinsip dari Sistem Penjaminan Mutu 
Pendidikan adalah mandiri, terstandar, akurat, 
sistemik dan berkelanjutan, holistik, dan 
terdokumentasi.
 
3.3 Tujuan dan Cakupan Sistem   
 Penjaminan Mutu Internal
1.   Tujuan
Penerapan sistem penjaminan mutu di satuan 
pendidikan dasar dan menengah bertujuan 
untuk memastikan bahwa keseluruhan unsur 
yang meliputi organisasi, kebijakan, dan 
proses-proses yang terkait di satuan 
pendidikan dapat berjalan sesuai dengan 
standar yang ditetapkan untuk menjamin 
terwujudnya budaya mutu di satuan 
pendidikan;
2.   Cakupan
Sistem penjaminan mutu internal pendidikan 
dasar dan menengah ini mencakup seluruh 
aspek penyelenggaraan pendidikan dengan 
memanfaatkan berbagai sumberdaya untuk 
mencapai Standar Nasional Pendidikan.
SPMI dievaluasi dan dikembangkan secara 
berkelanjutan oleh setiap satuan pendidikan 
dasar dan menengah;
SPMI ditetapkan oleh satuan pendidikan dan 
dituangkan dalam pedoman pengelolaan 
satuan pendidikan serta disosialisasikan 
kepada pemangku kepentingan satuan 
pendidikan.
Pembagian Tugas dalam Penjaminan Mutu 
Internal adalah sebagai berikut:
     a. Sekolah
 




3.7 Dokumen Sistem Penjaminan   
 Mutu Internal
1. Dokumen kebijakan SPMI;
2. Dokumen manual SPMI;
3. Dokumen standar dalam SPMI;




penjaminan mutu di tingkat 
satuan pendidikan
Melakukan pembinaan, pembimbingan, 
pendampingan, dan supervisi terhadap 
pelaku pendidikan di satuan pendidikan 
dalam pengembangan penjaminan 
mutu pendidikan;
Melaksanakan pemetaan mutu 
pendidikan berdasarkan data 
mutu pendidikan di satuan 
pendidikan;
Melakukan monitoring dan 
evaluasi proses pelaksanaan 
pemenuhan mutu yang telah 
dilakukan; dan
Memberikan rekomendasi strategi 
peningkatan mutu berdasarkan 
hasil monitoring dan evaluasi
Mandiri 
SPMI dikembangkan dan diimplementasikan 
secara mandiri oleh setiap satuan 
pendidikan.
Terstandar
SPMI menggunakan Standar Nasional 
Pendidikan yang ditetapkan oleh 
Mendikbud dan Standar yang ditetapkan 
oleh satuan pendidikan bagi satuan 
pendidikan yang telah memenuhi SNP.
Akurat
SPMI menggunakan data dan informasi 
yang akurat.
Sistemik dan berkelanjutan
SPMI diimplementasikan dengan 
menggunakan 5 (lima) langkah 
penjaminan mutu yaitu pemetaan mutu, 
penyusunan rencana peningkatan mutu, 
pelaksanaan pemenuhan mutu, 
audit/evaluasi pemenuhan mutu, dan 
penetapan standar baru yang 
dilaksanakan secara berkelanjutan 
membentuk suatu siklus. 
Holistik 
SPMI dilaksanakan terhadap keseluruhan 
unsur dalam satuan pendidikan yang meliputi 
organisasi, kebijakan, dan proses-proses yang 
terkait.
Terdokumentasi
Seluruh aktivitas dalam pelaksanaan SPMI 
terdokumentasi dengan baik dalam 
berbagai dokumen mutu.
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3.4 Siklus Sistem Penjaminan Mutu   
 Internal
Sistem penjaminan mutu internal ini 
dilaksanakan di satuan pendidikan dasar dan 
menengah dengan mengikuti siklus 
sebagaimana terlihat pada Gambar 3.1. Siklus 
tersebut terdiri atas Pemetaan Mutu, 
Penyusunan Rencana Pemenuhan, Pelaksanaan 
Rencana Pemenuhan, Evaluasi/Audit 
Pelaksanaan Rencana, dan Penetapan Standar 
Mutu.
1.   Pemetaan mutu pendidikan di satuan   
      pendidikan.
Pemetaan mutu dilaksanakan melalui kegiatan 
evaluasi diri sekolah (EDS) berdasarkan Standar 
Nasional Pendidikan. Evaluasi Diri Sekolah ini 
dlaksanakan dengan langkah-langkah sebagai 
berikut:
 1. Penyusunan instrumen
 2. Pengumpulan Data
 3. Pengolahan dan analisis data 
 4. Pembuatan peta mutu
Luaran dari kegiatan ini adalah:
 1. peta capaian standar nasional   
  pendidikan di satuan pendidikan,  
  sebagai baseline.
 2. masalah-masalah yang dihadapi,
 3. rekomendasi perbaikannya.
2.   Penyusunan Rencana Peningkatan Mutu
Perencanaan peningkatan mutu dilaksanakan 
dengan menggunakan peta mutu sebagai 
masukan utama, disamping dokumen 
kebijakan pemerintah seperti kurikulum dan 
standar nasional pendidikan, serta dokumen 
rencana strategis pengembangan sekolah.
Luaran dari kegiatan perencanaan ini adalah 
Dokumen Perencanaan Pengembangan 
Sekolah dan  Rencana Aksi.
3.   Pelaksanaan Rencana Peningkatan    
      Mutu 
Pemenuhan mutu ini dilaksanakan meliputi 
kegiatan pengelolaan satuan pendidikan dan 
kegiatan proses pembelajaran.
Luaran dari kegiatan Pelaksanaan Rencana 
Peningkatan Mutu ini adalah terjadinya 
pemenuhan mutu pendidikan dan capaian SNP 
yang ditetapkan pada Tahap 2 di satuan 
pendidikan.
Dengan menerapkan keseluruhan siklus dalam 
sistem penjaminan mutu internal secara 
mandiri dan berkesinambungan, diharapkan 
akan terbangun budaya mutu di satuan 
pendidikan. Budaya mutu ini akan mendorong 
satuan pendidikan untuk meningkatkan mutu 
pendidikan secara terus menerus sehingga 
mutu pendidikan akan meningkat secara 
konsisten dari waktu ke waktu. Gambar 3.2 
memperlihatkan siklus peningkatan mutu 
secara bertahap mulai dari kondisi awal hingga 
dipenuhinya standar nasional pendidikan 
sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
 
Gambar 3.2. Siklus Penjaminan Mutu Pendidikan 








4.   Monitoring dan Evaluasi     
      Pelaksanaan Rencana Peningkatan Mutu. 
Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk 
memastikan bahwa pelaksanaan peningkatan 
mutu berjalan sesuai rencana yang telah 
disusun. Monitoring dan evaluasi ini dilakukan 
untuk memastikan bahwa pelaksanaan 
pemenuhan mutu dapat berjalan sesuai 
rencana yang telah disusun.
Luaran dari kegiatan ini adalah laporan 
pelaksanaan pemenuhan standar nasional 
pendidikan dan implementasi rencana 
pemenuhan mutu oleh satuan pendidikan. 
Selain itu juga rekomendasi tindakan perbaikan 
jika ditemukan adanya penyimpangan dari 
rencana dalam pelaksanaan pemenuhan mutu 
ini. Dengan demikian ada jaminan kepastian 
terjadinya peningkatan mutu berkelanjutan.
5.   Penetapan Standar Mutu Baru dan    
      Penyusunan strategi peningkatan mutu.
Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, 
satuan pendidikan melakukan penetapan 
standar mutu baru yang lebih tinggi dari 
standar baseline. Untuk itu satuan pendidikan 
harus menyusun strategi peningkatan mutu. 
Strategi ini diarahkan untuk mendorong satuan 
pendidikan dapat memenuhi standar nasional 
pendidikan. Jika satuan pendidikan telah 
memenuhi standar nasional pendidikan, satuan 
pendidikan dapat menetapkan standar baru di 
atas standar nasional pendidikan.
Mandiri 
SPMI dikembangkan dan diimplementasikan 
secara mandiri oleh setiap satuan 
pendidikan.
Terstandar
SPMI menggunakan Standar Nasional 
Pendidikan yang ditetapkan oleh 
Mendikbud dan Standar yang ditetapkan 
oleh satuan pendidikan bagi satuan 
pendidikan yang telah memenuhi SNP.
Akurat
SPMI menggunakan data dan informasi 
yang akurat.
Sistemik dan berkelanjutan
SPMI diimplementasikan dengan 
menggunakan 5 (lima) langkah 
penjaminan mutu yaitu pemetaan mutu, 
penyusunan rencana peningkatan mutu, 
pelaksanaan pemenuhan mutu, 
audit/evaluasi pemenuhan mutu, dan 
penetapan standar baru yang 
dilaksanakan secara berkelanjutan 
membentuk suatu siklus. 
Holistik 
SPMI dilaksanakan terhadap keseluruhan 
unsur dalam satuan pendidikan yang meliputi 
organisasi, kebijakan, dan proses-proses yang 
terkait.
Terdokumentasi
Seluruh aktivitas dalam pelaksanaan SPMI 




3.4 Siklus Sistem Penjaminan Mutu   
 Internal
Sistem penjaminan mutu internal ini 
dilaksanakan di satuan pendidikan dasar dan 
menengah dengan mengikuti siklus 
sebagaimana terlihat pada Gambar 3.1. Siklus 
tersebut terdiri atas Pemetaan Mutu, 
Penyusunan Rencana Pemenuhan, Pelaksanaan 
Rencana Pemenuhan, Evaluasi/Audit 
Pelaksanaan Rencana, dan Penetapan Standar 
Mutu.
1.   Pemetaan mutu pendidikan di satuan   
      pendidikan.
Pemetaan mutu dilaksanakan melalui kegiatan 
evaluasi diri sekolah (EDS) berdasarkan Standar 
Nasional Pendidikan. Evaluasi Diri Sekolah ini 
dlaksanakan dengan langkah-langkah sebagai 
berikut:
 1. Penyusunan instrumen
 2. Pengumpulan Data
 3. Pengolahan dan analisis data 
 4. Pembuatan peta mutu
Luaran dari kegiatan ini adalah:
 1. peta capaian standar nasional   
  pendidikan di satuan pendidikan,  
  sebagai baseline.
 2. masalah-masalah yang dihadapi,
 3. rekomendasi perbaikannya.
2.   Penyusunan Rencana Peningkatan Mutu
Perencanaan peningkatan mutu dilaksanakan 
dengan menggunakan peta mutu sebagai 
masukan utama, disamping dokumen 
kebijakan pemerintah seperti kurikulum dan 
standar nasional pendidikan, serta dokumen 
rencana strategis pengembangan sekolah.
Luaran dari kegiatan perencanaan ini adalah 
Dokumen Perencanaan Pengembangan 
Sekolah dan  Rencana Aksi.
3.   Pelaksanaan Rencana Peningkatan    
      Mutu 
Pemenuhan mutu ini dilaksanakan meliputi 
kegiatan pengelolaan satuan pendidikan dan 
kegiatan proses pembelajaran.
Luaran dari kegiatan Pelaksanaan Rencana 
Peningkatan Mutu ini adalah terjadinya 
pemenuhan mutu pendidikan dan capaian SNP 
yang ditetapkan pada Tahap 2 di satuan 
pendidikan.
Dengan menerapkan keseluruhan siklus dalam 
sistem penjaminan mutu internal secara 
mandiri dan berkesinambungan, diharapkan 
akan terbangun budaya mutu di satuan 
pendidikan. Budaya mutu ini akan mendorong 
satuan pendidikan untuk meningkatkan mutu 
pendidikan secara terus menerus sehingga 
mutu pendidikan akan meningkat secara 
konsisten dari waktu ke waktu. Gambar 3.2 
memperlihatkan siklus peningkatan mutu 
secara bertahap mulai dari kondisi awal hingga 
dipenuhinya standar nasional pendidikan 
sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
 
Gambar 3.2. Siklus Penjaminan Mutu Pendidikan 
Berkelanjutan di Satuan Pendidikan
Pembagian Tugas dalam Penjaminan Mutu 
Internal adalah sebagai berikut:
     a. Sekolah
 




4.   Monitoring dan Evaluasi     
      Pelaksanaan Rencana Peningkatan Mutu. 
Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk 
memastikan bahwa pelaksanaan peningkatan 
mutu berjalan sesuai rencana yang telah 
disusun. Monitoring dan evaluasi ini dilakukan 
untuk memastikan bahwa pelaksanaan 
pemenuhan mutu dapat berjalan sesuai 
rencana yang telah disusun.
Luaran dari kegiatan ini adalah laporan 
pelaksanaan pemenuhan standar nasional 
pendidikan dan implementasi rencana 
pemenuhan mutu oleh satuan pendidikan. 
Selain itu juga rekomendasi tindakan perbaikan 
jika ditemukan adanya penyimpangan dari 
rencana dalam pelaksanaan pemenuhan mutu 
ini. Dengan demikian ada jaminan kepastian 
terjadinya peningkatan mutu berkelanjutan.
5.   Penetapan Standar Mutu Baru dan    
      Penyusunan strategi peningkatan mutu.
Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, 
satuan pendidikan melakukan penetapan 
standar mutu baru yang lebih tinggi dari 
standar baseline. Untuk itu satuan pendidikan 
harus menyusun strategi peningkatan mutu. 
Strategi ini diarahkan untuk mendorong satuan 
pendidikan dapat memenuhi standar nasional 
pendidikan. Jika satuan pendidikan telah 
memenuhi standar nasional pendidikan, satuan 
pendidikan dapat menetapkan standar baru di 
atas standar nasional pendidikan.
3.7 Dokumen Sistem Penjaminan   
 Mutu Internal
1. Dokumen kebijakan SPMI;
2. Dokumen manual SPMI;
3. Dokumen standar dalam SPMI;




penjaminan mutu di tingkat 
satuan pendidikan
Melakukan pembinaan, pembimbingan, 
pendampingan, dan supervisi terhadap 
pelaku pendidikan di satuan pendidikan 
dalam pengembangan penjaminan 
mutu pendidikan;
Melaksanakan pemetaan mutu 
pendidikan berdasarkan data 
mutu pendidikan di satuan 
pendidikan;
Melakukan monitoring dan 
evaluasi proses pelaksanaan 
pemenuhan mutu yang telah 
dilakukan; dan
Memberikan rekomendasi strategi 
peningkatan mutu berdasarkan 
hasil monitoring dan evaluasi
Mandiri 
SPMI dikembangkan dan diimplementasikan 
secara mandiri oleh setiap satuan 
pendidikan.
Terstandar
SPMI menggunakan Standar Nasional 
Pendidikan yang ditetapkan oleh 
Mendikbud dan Standar yang ditetapkan 
oleh satuan pendidikan bagi satuan 
pendidikan yang telah memenuhi SNP.
Akurat
SPMI menggunakan data dan informasi 
yang akurat.
Sistemik dan berkelanjutan
SPMI diimplementasikan dengan 
menggunakan 5 (lima) langkah 
penjaminan mutu yaitu pemetaan mutu, 
penyusunan rencana peningkatan mutu, 
pelaksanaan pemenuhan mutu, 
audit/evaluasi pemenuhan mutu, dan 
penetapan standar baru yang 
dilaksanakan secara berkelanjutan 
membentuk suatu siklus. 
Holistik 
SPMI dilaksanakan terhadap keseluruhan 
unsur dalam satuan pendidikan yang meliputi 
organisasi, kebijakan, dan proses-proses yang 
terkait.
Terdokumentasi
Seluruh aktivitas dalam pelaksanaan SPMI 
terdokumentasi dengan baik dalam 
berbagai dokumen mutu.
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3.4 Siklus Sistem Penjaminan Mutu   
 Internal
Sistem penjaminan mutu internal ini 
dilaksanakan di satuan pendidikan dasar dan 
menengah dengan mengikuti siklus 
sebagaimana terlihat pada Gambar 3.1. Siklus 
tersebut terdiri atas Pemetaan Mutu, 
Penyusunan Rencana Pemenuhan, Pelaksanaan 
Rencana Pemenuhan, Evaluasi/Audit 
Pelaksanaan Rencana, dan Penetapan Standar 
Mutu.
1.   Pemetaan mutu pendidikan di satuan   
      pendidikan.
Pemetaan mutu dilaksanakan melalui kegiatan 
evaluasi diri sekolah (EDS) berdasarkan Standar 
Nasional Pendidikan. Evaluasi Diri Sekolah ini 
dlaksanakan dengan langkah-langkah sebagai 
berikut:
 1. Penyusunan instrumen
 2. Pengumpulan Data
 3. Pengolahan dan analisis data 
 4. Pembuatan peta mutu
Luaran dari kegiatan ini adalah:
 1. peta capaian standar nasional   
  pendidikan di satuan pendidikan,  
  sebagai baseline.
 2. masalah-masalah yang dihadapi,
 3. rekomendasi perbaikannya.
2.   Penyusunan Rencana Peningkatan Mutu
Perencanaan peningkatan mutu dilaksanakan 
dengan menggunakan peta mutu sebagai 
masukan utama, disamping dokumen 
kebijakan pemerintah seperti kurikulum dan 
standar nasional pendidikan, serta dokumen 
rencana strategis pengembangan sekolah.
Luaran dari kegiatan perencanaan ini adalah 
Dokumen Perencanaan Pengembangan 
Sekolah dan  Rencana Aksi.
3.   Pelaksanaan Rencana Peningkatan    
      Mutu 
Pemenuhan mutu ini dilaksanakan meliputi 
kegiatan pengelolaan satuan pendidikan dan 
kegiatan proses pembelajaran.
Luaran dari kegiatan Pelaksanaan Rencana 
Peningkatan Mutu ini adalah terjadinya 
pemenuhan mutu pendidikan dan capaian SNP 
yang ditetapkan pada Tahap 2 di satuan 
pendidikan.
Dengan menerapkan keseluruhan siklus dalam 
sistem penjaminan mutu internal secara 
mandiri dan berkesinambungan, diharapkan 
akan terbangun budaya mutu di satuan 
pendidikan. Budaya mutu ini akan mendorong 
satuan pendidikan untuk meningkatkan mutu 
pendidikan secara terus menerus sehingga 
mutu pendidikan akan meningkat secara 
konsisten dari waktu ke waktu. Gambar 3.2 
memperlihatkan siklus peningkatan mutu 
secara bertahap mulai dari kondisi awal hingga 
dipenuhinya standar nasional pendidikan 
sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
 
Gambar 3.2. Siklus Penjaminan Mutu Pendidikan 
Berkelanjutan di Satuan Pendidikan
4.   Monitoring dan Evaluasi     
      Pelaksanaan Rencana Peningkatan Mutu. 
Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk 
memastikan bahwa pelaksanaan peningkatan 
mutu berjalan sesuai rencana yang telah 
disusun. Monitoring dan evaluasi ini dilakukan 
untuk memastikan bahwa pelaksanaan 
pemenuhan mutu dapat berjalan sesuai 
rencana yang telah disusun.
Luaran dari kegiatan ini adalah laporan 
pelaksanaan pemenuhan standar nasional 
pendidikan dan implementasi rencana 
pemenuhan mutu oleh satuan pendidikan. 
Selain itu juga rekomendasi tindakan perbaikan 
jika ditemukan adanya penyimpangan dari 
rencana dalam pelaksanaan pemenuhan mutu 
ini. Dengan demikian ada jaminan kepastian 
terjadinya peningkatan mutu berkelanjutan.
5.   Penetapan Standar Mutu Baru dan    
      Penyusunan strategi peningkatan mutu.
Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, 
satuan pendidikan melakukan penetapan 
standar mutu baru yang lebih tinggi dari 
standar baseline. Untuk itu satuan pendidikan 
harus menyusun strategi peningkatan mutu. 
Strategi ini diarahkan untuk mendorong satuan 
pendidikan dapat memenuhi standar nasional 
pendidikan. Jika satuan pendidikan telah 
memenuhi standar nasional pendidikan, satuan 
pendidikan dapat menetapkan standar baru di 
atas standar nasional pendidikan.
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3.4 Siklus Sistem Penjaminan Mutu   
 Internal
Sistem penjaminan mutu internal ini 
dilaksanakan di satuan pendidikan dasar dan 
menengah dengan mengikuti siklus 
sebagaimana terlihat pada Gambar 3.1. Siklus 
tersebut terdiri atas Pemetaan Mutu, 
Penyusunan Rencana Pemenuhan, Pelaksanaan 
Rencana Pemenuhan, Evaluasi/Audit 
Pelaksanaan Rencana, dan Penetapan Standar 
Mutu.
1.   Pemetaan mutu pendidikan di satuan   
      pendidikan.
Pemetaan mutu dilaksanakan melalui kegiatan 
evaluasi diri sekolah (EDS) berdasarkan Standar 
Nasional Pendidikan. Evaluasi Diri Sekolah ini 
dlaksanakan dengan langkah-langkah sebagai 
berikut:
 1. Penyusunan instrumen
 2. Pengumpulan Data
 3. Pengolahan dan analisis data 
 4. Pembuatan peta mutu
Luaran dari kegiatan ini adalah:
 1. peta capaian standar nasional   
  pendidikan di satuan pendidikan,  
  sebagai baseline.
 2. masalah-masalah yang dihadapi,
 3. rekomendasi perbaikannya.
2.   Penyusunan Rencana Peningkatan Mutu
Perencanaan peningkatan mutu dilaksanakan 
dengan menggunakan peta mutu sebagai 
masukan utama, disamping dokumen 
kebijakan pemerintah seperti kurikulum dan 
standar nasional pendidikan, serta dokumen 
rencana strategis pengembangan sekolah.
Luaran dari kegiatan perencanaan ini adalah 
Dokumen Perencanaan Pengembangan 
Sekolah dan  Rencana Aksi.
3.   Pelaksanaan Rencana Peningkatan    
      Mutu 
Pemenuhan mutu ini dilaksanakan meliputi 
kegiatan pengelolaan satuan pendidikan dan 
kegiatan proses pembelajaran.
Luaran dari kegiatan Pelaksanaan Rencana 
Peningkatan Mutu ini adalah terjadinya 
pemenuhan mutu pendidikan dan capaian SNP 
yang ditetapkan pada Tahap 2 di satuan 
pendidikan.
Dengan menerapkan keseluruhan siklus dalam 
sistem penjaminan mutu internal secara 
mandiri dan berkesinambungan, diharapkan 
akan terbangun budaya mutu di satuan 
pendidikan. Budaya mutu ini akan mendorong 
satuan pendidikan untuk meningkatkan mutu 
pendidikan secara terus menerus sehingga 
mutu pendidikan akan meningkat secara 
konsisten dari waktu ke waktu. Gambar 3.2 
memperlihatkan siklus peningkatan mutu 
secara bertahap mulai dari kondisi awal hingga 
dipenuhinya standar nasional pendidikan 
sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
 
Gambar 3.2. Siklus Penjaminan Mutu Pendidikan 
Berkelanjutan di Satuan Pendidikan
Pembagian Tugas dalam Penjaminan Mutu 
Internal adalah sebagai berikut:
     a. Sekolah
 




4.   Monitoring dan Evaluasi     
      Pelaksanaan Rencana Peningkatan Mutu. 
Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk 
memastikan bahwa pelaksanaan peningkatan 
mutu berjalan sesuai rencana yang telah 
disusun. Monitoring dan evaluasi ini dilakukan 
untuk memastikan bahwa pelaksanaan 
pemenuhan mutu dapat berjalan sesuai 
rencana yang telah disusun.
Luaran dari kegiatan ini adalah laporan 
pelaksanaan pemenuhan standar nasional 
pendidikan dan implementasi rencana 
pemenuhan mutu oleh satuan pendidikan. 
Selain itu juga rekomendasi tindakan perbaikan 
jika ditemukan adanya penyimpangan dari 
rencana dalam pelaksanaan pemenuhan mutu 
ini. Dengan demikian ada jaminan kepastian 
terjadinya peningkatan mutu berkelanjutan.
5.   Penetapan Standar Mutu Baru dan    
      Penyusunan strategi peningkatan mutu.
Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, 
satuan pendidikan melakukan penetapan 
standar mutu baru yang lebih tinggi dari 
standar baseline. Untuk itu satuan pendidikan 
harus menyusun strategi peningkatan mutu. 
Strategi ini diarahkan untuk mendorong satuan 
pendidikan dapat memenuhi standar nasional 
pendidikan. Jika satuan pendidikan telah 
memenuhi standar nasional pendidikan, satuan 
pendidikan dapat menetapkan standar baru di 
atas standar nasional pendidikan.
3.7 Dokumen Sistem Penjaminan   
 Mutu Internal
1. Dokumen kebijakan SPMI;
2. Dokumen manual SPMI;
3. Dokumen standar dalam SPMI;




penjaminan mutu di tingkat 
satuan pendidikan
Melakukan pembinaan, pembimbingan, 
pendampingan, dan supervisi terhadap 
pelaku pendidikan di satuan pendidikan 
dalam pengembangan penjaminan 
mutu pendidikan;
Melaksanakan pemetaan mutu 
pendidikan berdasarkan data 
mutu pendidikan di satuan 
pendidikan;
Melakukan monitoring dan 
evaluasi proses pelaksanaan 
pemenuhan mutu yang telah 
dilakukan; dan
Memberikan rekomendasi strategi 
peningkatan mutu berdasarkan 






























Seluruh proses sistem penjaminan mutu 
internal di satuan pendidikan yang 
dilaksanakan dalam satu atau lebih siklus, akan 
menghasilkan Rapor Hasil Implementasi Sistem 
Penjaminan Mutu Internal, seperti yang terlihat 
pada Gambar 3.3.
Gambar 3.3. Rapor Hasil Implementasi Sistem 
Penjaminan Mutu Internal
3.5 Indikator dan Faktor Penentu   
 Keberhasilan
Indikator keberhasilan
    Indikator keluaran
Satuan pendidikan mampu 
menjalankan seluruh siklus 
penjaminan mutu





    
 
Faktor Penentu
 1. Budaya organisasi
 2. Kepemimpinan kepala sekolah   
  yang efektif
 3. Partisipasi pemangku    
  kepentingan
 4. Komitmen dan konsistensi seluruh  




3.6 Organisasi Sistem Penjaminan   
 Mutu Internal
SPMI dapat berjalan dengan baik di satuan 
pendidikan jika di satuan pendidikan terdapat 
unsur penjaminan mutu di dalam 
manajemennya. 
Pembagian Tugas dalam Penjaminan Mutu 
Internal adalah sebagai berikut:
     a. Sekolah
 




3.7 Dokumen Sistem Penjaminan   
 Mutu Internal
1. Dokumen kebijakan SPMI;
2. Dokumen manual SPMI;
3. Dokumen standar dalam SPMI;
4. Dokumen formulir yang digunakan   
 dalam SPMI;
5. Dokumen pendukung
Terbentuknya organisasi penjaminan 
mutu pendidikan di satuan 
pendidikan
Indikator Hasil
Proses pembelajaran berjalan 
berjalan sesuai standar
Pengelolaan satuan pendidikan 
berjalan sesuai standar
Indikator Dampak
Budaya mutu di satuan pendidikan 
terbangun









penjaminan mutu di tingkat 
satuan pendidikan
Melakukan pembinaan, pembimbingan, 
pendampingan, dan supervisi terhadap 
pelaku pendidikan di satuan pendidikan 
dalam pengembangan penjaminan 
mutu pendidikan;
Melaksanakan pemetaan mutu 
pendidikan berdasarkan data 
mutu pendidikan di satuan 
pendidikan;
Melakukan monitoring dan 
evaluasi proses pelaksanaan 
pemenuhan mutu yang telah 
dilakukan; dan
Memberikan rekomendasi strategi 
peningkatan mutu berdasarkan 
hasil monitoring dan evaluasi
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Unsur penjaminan mutu tersebut dapat dalam 
bentuk Tim Penjaminan Mutu Sekolah yang 
merupakan tim independen di luar manajemen 
sekolah yang minimal berisi unsur manajemen, 
pendidik, dan tenaga kependidikan lainnya di 
satuan pendidikan tersebut.
Jika sumberdaya di satuan pendidikan tersebut 
tidak mencukupi, fungsi penjaminan mutu ini 
menjadi tugas dari manajemen sekolah yang 
ada. Gambar 3.4. memperlihatkan Bagan 
Organisasi Sistem Penjaminan Mutu Internal.















Pembagian Tugas dalam Penjaminan Mutu 
Internal adalah sebagai berikut:
     a. Sekolah
 




3.7 Dokumen Sistem Penjaminan   
 Mutu Internal
1. Dokumen kebijakan SPMI;
2. Dokumen manual SPMI;
3. Dokumen standar dalam SPMI;




mengendalikan, dan mengembangkan 
SPMI
Menyusun dokumen SPMI
Membuat perencanaan peningkatan 
mutu yang dituangkan dalam 
Rencana Kerja Sekolah
Melaksanakan pemenuhan mutu 
baik dalam pengelolaan satuan 
pendidikan maupun proses 
pembelajaran
Menetapkan standar baru dan 
menyusun strategi peningkatan 
mutu berdasarkan hasil 
monitoring dan evaluasi
Membentuk unit penjaminan 
mutu pada satuan pendidikan; 
dan
Mengelola data mutu pendidikan 









penjaminan mutu di tingkat 
satuan pendidikan
Melakukan pembinaan, pembimbingan, 
pendampingan, dan supervisi terhadap 
pelaku pendidikan di satuan pendidikan 
dalam pengembangan penjaminan 
mutu pendidikan;
Melaksanakan pemetaan mutu 
pendidikan berdasarkan data 
mutu pendidikan di satuan 
pendidikan;
Melakukan monitoring dan 
evaluasi proses pelaksanaan 
pemenuhan mutu yang telah 
dilakukan; dan
Memberikan rekomendasi strategi 
peningkatan mutu berdasarkan 




Pembagian Tugas dalam Penjaminan Mutu 
Internal adalah sebagai berikut:
     a. Sekolah
 




3.7 Dokumen Sistem Penjaminan   
 Mutu Internal
1. Dokumen kebijakan SPMI;
2. Dokumen manual SPMI;
3. Dokumen standar dalam SPMI;




penjaminan mutu di tingkat 
satuan pendidikan
Melakukan pembinaan, pembimbingan, 
pendampingan, dan supervisi terhadap 
pelaku pendidikan di satuan pendidikan 
dalam pengembangan penjaminan 
mutu pendidikan;
Melaksanakan pemetaan mutu 
pendidikan berdasarkan data 
mutu pendidikan di satuan 
pendidikan;
Melakukan monitoring dan 
evaluasi proses pelaksanaan 
pemenuhan mutu yang telah 
dilakukan; dan
Memberikan rekomendasi strategi 
peningkatan mutu berdasarkan 





Pembagian Tugas dalam Penjaminan Mutu 
Internal adalah sebagai berikut:
     a. Sekolah
 




3.7 Dokumen Sistem Penjaminan   
 Mutu Internal
1. Dokumen kebijakan SPMI;
2. Dokumen manual SPMI;
3. Dokumen standar dalam SPMI;
4. Dokumen formulir yang digunakan   
 dalam SPMI;
5. Dokumen pendukung
4.1  Pengertian Sistem Penjaminan   
 Mutu Eksternal
SIstem penjaminan mutu eksternal adalah 
sistem penjaminan mutu yang dilaksanakan 
oleh unit di luar satuan pendidikan. Sistem 
Penjaminan Mutu Eksternal Pendidikan Dasar 
dan Menengah, yang selanjutnya disingkat 
SPME-Dikdasmen, adalah suatu kesatuan unsur 
yang terdiri atas organisasi, kebijakan, dan 
proses yang terkait untuk melakukan fasilitasi 
dan penilaian melalui akreditasi untuk 
menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian 
mutu satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan 
Menengah dan/atau program keahlian. SPME 
direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan 
dikembangkan oleh pemerintah dan 
pemerintah daerah, Badan Standar Nasional 
Pendidikan, dan Badan Akreditasi Nasional 
sesuai dengan kewenangannya.
4.2  Prinsip Sistem Penjaminan    
 Mutu Eksternal
Prinsip Sistem Penjaminan Mutu Eksternal 
adalah akurat, objektif, transparan, dan 
akuntabel.
mengevaluasi pemenuhan standar nasional di 
satuan pendidikan; mengevaluasi dan 
mengembangkan standar; serta menetapkan 
akreditasi satuan pendidikan.
4.4  Siklus Sistem Penjaminan Mutu   
 Eksternal
Siklus penjaminan mutu eksternal dapat dibagi 
atas tiga kelompok sesuai fokus tugas dan 
kewenangan. Kelompok tersebut adalah 
fasilitasi peningkatan mutu, pengembangan 
standar mutu, dan akreditasi. 
1.     Siklus Fasilitasi Peningkatan Mutu
 
Pada Siklus ini dilakukan : 
 
1.   Akurat
Proses pengambilan keputusan untuk fasilitasi 
dan penilaian untuk akreditasi didasarkan pada 
data dan informasi yang jelas, benar, tepat, dan 
dapat dipertanggungjawabkan. 
2.   Obyektif
Proses pengambilan keputusan untuk fasilitasi 
dan penilaian untuk akreditasi bebas dari 
pengaruh kepentingan subjektif dan 
berdasarkan data serta informasi faktual yang 
tersedia. 
3.   Transparan
Proses pengambilan keputusan untuk fasilitasi 
dan penilaian untuk akreditasi dilakukan 
berdasarkan standar dan mekanisme yang 
diketahui oleh semua pemangku kepentingan.
4.   Akuntabel
Proses pengambilan keputusan untuk fasilitasi 
dan penilaian untuk akreditasi dapat 
dipertanggung-jawabkan kepada semua 
pemangku kepentingan.
4.3  Tujuan dan Fungsi Sistem    
 Penjaminan Mutu Eksternal
Tujuan SPME adalah memastikan sistem 
penjaminan mutu internal serta proses 
peningkatan mutu di satuan pendidikan dapat 
berjalan dengan baik. Sedangkan fungsinya 
adalah untuk memantau, memfasilitasi, 
Siklus fasilitasi oleh Pemerintah dan Pemerintah 
Daerah adalah seperti terlihat pada Gambar 
4.1.
Gambar 4.1. Siklus Fasilitasi Peningkatan Mutu 
Pendidikan
2.     Siklus Pengembangan Standar Mutu   
        Pendidikan Dasar dan Menengah
Pada Siklus ini dilakukan : 
 
Pengembangan standar mutu dikembangkan 
secara berkelanjutan oleh BSNP sesuai dengan 
kewenangannya, seperti pada Gambar 4.2.
Gambar 4.2. Siklus Pengembangan Standar Mutu 
Pendidikan
3.     Siklus Akreditasi Satuan Pendidikan
Pada siklus ini dilakukan:
 
Akreditasi satuan pendidikan dikembangkan 
secara berkelanjutan oleh BAN-S/M sesuai 





















































penjaminan mutu di tingkat 
satuan pendidikan
Melakukan pembinaan, pembimbingan, 
pendampingan, dan supervisi terhadap 
pelaku pendidikan di satuan pendidikan 
dalam pengembangan penjaminan 
mutu pendidikan;
Melaksanakan pemetaan mutu 
pendidikan berdasarkan data 
mutu pendidikan di satuan 
pendidikan;
Melakukan monitoring dan 
evaluasi proses pelaksanaan 
pemenuhan mutu yang telah 
dilakukan; dan
Memberikan rekomendasi strategi 
peningkatan mutu berdasarkan 
hasil monitoring dan evaluasi
41
4.1  Pengertian Sistem Penjaminan   
 Mutu Eksternal
SIstem penjaminan mutu eksternal adalah 
sistem penjaminan mutu yang dilaksanakan 
oleh unit di luar satuan pendidikan. Sistem 
Penjaminan Mutu Eksternal Pendidikan Dasar 
dan Menengah, yang selanjutnya disingkat 
SPME-Dikdasmen, adalah suatu kesatuan unsur 
yang terdiri atas organisasi, kebijakan, dan 
proses yang terkait untuk melakukan fasilitasi 
dan penilaian melalui akreditasi untuk 
menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian 
mutu satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan 
Menengah dan/atau program keahlian. SPME 
direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan 
dikembangkan oleh pemerintah dan 
pemerintah daerah, Badan Standar Nasional 
Pendidikan, dan Badan Akreditasi Nasional 
sesuai dengan kewenangannya.
4.2  Prinsip Sistem Penjaminan    
 Mutu Eksternal
Prinsip Sistem Penjaminan Mutu Eksternal 
adalah akurat, objektif, transparan, dan 
akuntabel.
mengevaluasi pemenuhan standar nasional di 
satuan pendidikan; mengevaluasi dan 
mengembangkan standar; serta menetapkan 
akreditasi satuan pendidikan.
4.4  Siklus Sistem Penjaminan Mutu   
 Eksternal
Siklus penjaminan mutu eksternal dapat dibagi 
atas tiga kelompok sesuai fokus tugas dan 
kewenangan. Kelompok tersebut adalah 
fasilitasi peningkatan mutu, pengembangan 
standar mutu, dan akreditasi. 
1.     Siklus Fasilitasi Peningkatan Mutu
 
Pada Siklus ini dilakukan : 
 
1.   Akurat
Proses pengambilan keputusan untuk fasilitasi 
dan penilaian untuk akreditasi didasarkan pada 
data dan informasi yang jelas, benar, tepat, dan 
dapat dipertanggungjawabkan. 
2.   Obyektif
Proses pengambilan keputusan untuk fasilitasi 
dan penilaian untuk akreditasi bebas dari 
pengaruh kepentingan subjektif dan 
berdasarkan data serta informasi faktual yang 
tersedia. 
3.   Transparan
Proses pengambilan keputusan untuk fasilitasi 
dan penilaian untuk akreditasi dilakukan 
berdasarkan standar dan mekanisme yang 
diketahui oleh semua pemangku kepentingan.
4.   Akuntabel
Proses pengambilan keputusan untuk fasilitasi 
dan penilaian untuk akreditasi dapat 
dipertanggung-jawabkan kepada semua 
pemangku kepentingan.
4.3  Tujuan dan Fungsi Sistem    
 Penjaminan Mutu Eksternal
Tujuan SPME adalah memastikan sistem 
penjaminan mutu internal serta proses 
peningkatan mutu di satuan pendidikan dapat 
berjalan dengan baik. Sedangkan fungsinya 
adalah untuk memantau, memfasilitasi, 
Siklus fasilitasi oleh Pemerintah dan Pemerintah 
Daerah adalah seperti terlihat pada Gambar 
4.1.
Gambar 4.1. Siklus Fasilitasi Peningkatan Mutu 
Pendidikan
2.     Siklus Pengembangan Standar Mutu   
        Pendidikan Dasar dan Menengah
Pada Siklus ini dilakukan : 
 
Pengembangan standar mutu dikembangkan 
secara berkelanjutan oleh BSNP sesuai dengan 
kewenangannya, seperti pada Gambar 4.2.
Gambar 4.2. Siklus Pengembangan Standar Mutu 
Pendidikan
3.     Siklus Akreditasi Satuan Pendidikan
Pada siklus ini dilakukan:
 
Akreditasi satuan pendidikan dikembangkan 
secara berkelanjutan oleh BAN-S/M sesuai 
dengan kewenangannya, seperti terlihat pada 
Gambar 4.3.
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Pembagian Tugas dalam Penjaminan Mutu 
Internal adalah sebagai berikut:
     a. Sekolah
 




3.7 Dokumen Sistem Penjaminan   
 Mutu Internal
1. Dokumen kebijakan SPMI;
2. Dokumen manual SPMI;
3. Dokumen standar dalam SPMI;
4. Dokumen formulir yang digunakan   
 dalam SPMI;
5. Dokumen pendukung
4.1  Pengertian Sistem Penjaminan   
 Mutu Eksternal
SIstem penjaminan mutu eksternal adalah 
sistem penjaminan mutu yang dilaksanakan 
oleh unit di luar satuan pendidikan. Sistem 
Penjaminan Mutu Eksternal Pendidikan Dasar 
dan Menengah, yang selanjutnya disingkat 
SPME-Dikdasmen, adalah suatu kesatuan unsur 
yang terdiri atas organisasi, kebijakan, dan 
proses yang terkait untuk melakukan fasilitasi 
dan penilaian melalui akreditasi untuk 
menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian 
mutu satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan 
Menengah dan/atau program keahlian. SPME 
direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan 
dikembangkan oleh pemerintah dan 
pemerintah daerah, Badan Standar Nasional 
Pendidikan, dan Badan Akreditasi Nasional 
sesuai dengan kewenangannya.
4.2  Prinsip Sistem Penjaminan    
 Mutu Eksternal
Prinsip Sistem Penjaminan Mutu Eksternal 
adalah akurat, objektif, transparan, dan 
akuntabel.
mengevaluasi pemenuhan standar nasional di 
satuan pendidikan; mengevaluasi dan 
mengembangkan standar; serta menetapkan 
akreditasi satuan pendidikan.
4.4  Siklus Sistem Penjaminan Mutu   
 Eksternal
Siklus penjaminan mutu eksternal dapat dibagi 
atas tiga kelompok sesuai fokus tugas dan 
kewenangan. Kelompok tersebut adalah 
fasilitasi peningkatan mutu, pengembangan 
standar mutu, dan akreditasi. 
1.     Siklus Fasilitasi Peningkatan Mutu
 
Pada Siklus ini dilakukan : 
 
1.   Akurat
Proses pengambilan keputusan untuk fasilitasi 
dan penilaian untuk akreditasi didasarkan pada 
data dan informasi yang jelas, benar, tepat, dan 
dapat dipertanggungjawabkan. 
2.   Obyektif
Proses pengambilan keputusan untuk fasilitasi 
dan penilaian untuk akreditasi bebas dari 
pengaruh kepentingan subjektif dan 
berdasarkan data serta informasi faktual yang 
tersedia. 
3.   Transparan
Proses pengambilan keputusan untuk fasilitasi 
dan penilaian untuk akreditasi dilakukan 
berdasarkan standar dan mekanisme yang 
diketahui oleh semua pemangku kepentingan.
4.   Akuntabel
Proses pengambilan keputusan untuk fasilitasi 
dan penilaian untuk akreditasi dapat 
dipertanggung-jawabkan kepada semua 
pemangku kepentingan.
4.3  Tujuan dan Fungsi Sistem    
 Penjaminan Mutu Eksternal
Tujuan SPME adalah memastikan sistem 
penjaminan mutu internal serta proses 
peningkatan mutu di satuan pendidikan dapat 
berjalan dengan baik. Sedangkan fungsinya 
adalah untuk memantau, memfasilitasi, 
Siklus fasilitasi oleh Pemerintah dan Pemerintah 
Daerah adalah seperti terlihat pada Gambar 
4.1.
Gambar 4.1. Siklus Fasilitasi Peningkatan Mutu 
Pendidikan
2.     Siklus Pengembangan Standar Mutu   
        Pendidikan Dasar dan Menengah
Pada Siklus ini dilakukan : 
 
Pengembangan standar mutu dikembangkan 
secara berkelanjutan oleh BSNP sesuai dengan 
kewenangannya, seperti pada Gambar 4.2.
Gambar 4.2. Siklus Pengembangan Standar Mutu 
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3.     Siklus Akreditasi Satuan Pendidikan
Pada siklus ini dilakukan:
 
Akreditasi satuan pendidikan dikembangkan 
secara berkelanjutan oleh BAN-S/M sesuai 
dengan kewenangannya, seperti terlihat pada 
Gambar 4.3.
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penjaminan mutu di tingkat 
satuan pendidikan
Melakukan pembinaan, pembimbingan, 
pendampingan, dan supervisi terhadap 
pelaku pendidikan di satuan pendidikan 
dalam pengembangan penjaminan 
mutu pendidikan;
Melaksanakan pemetaan mutu 
pendidikan berdasarkan data 
mutu pendidikan di satuan 
pendidikan;
Melakukan monitoring dan 
evaluasi proses pelaksanaan 
pemenuhan mutu yang telah 
dilakukan; dan
Memberikan rekomendasi strategi 
peningkatan mutu berdasarkan 
hasil monitoring dan evaluasi
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3.7 Dokumen Sistem Penjaminan   
 Mutu Internal
1. Dokumen kebijakan SPMI;
2. Dokumen manual SPMI;
3. Dokumen standar dalam SPMI;
4. Dokumen formulir yang digunakan   
 dalam SPMI;
5. Dokumen pendukung
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pengaruh kepentingan subjektif dan 
berdasarkan data serta informasi faktual yang 
tersedia. 
3.   Transparan
Proses pengambilan keputusan untuk fasilitasi 
dan penilaian untuk akreditasi dilakukan 
berdasarkan standar dan mekanisme yang 
diketahui oleh semua pemangku kepentingan.
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Tujuan SPME adalah memastikan sistem 
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berjalan dengan baik. Sedangkan fungsinya 
adalah untuk memantau, memfasilitasi, 
Siklus fasilitasi oleh Pemerintah dan Pemerintah 
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Gambar 4.3. Siklus Akreditasi
4.5  Pembagian Tugas dalam    
 Penjaminan Mutu Eksternal
Penjaminan mutu eksternal dilaksanakan dalam 
bentuk fasilitasi peningkatan mutu, 
pengembangan standar mutu, dan akreditasi.
4.5.1 Fasilitasi Peningkatan mutu Pendidikan
Fasilitasi oleh Pemerintah
Fasilitasi peningkatan mutu pendidikan oleh 
pemerintah pusat dilaksanakan oleh Direktorat 
Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah 
dibantu oleh Lembaga Penjaminan Mutu 
Pendidikan sesuai kewenangan dan wilayah 
masing-masing. Pembagian tugas dan 
wewenang dalam fasilitasi peningkatan mutu 
oleh pemerintah adalah sebagai berikut :
 
2.     Tugas dan wewenang Lembaga                        
        Penjaminan Mutu Pendidikan
     
2.     Tugas dan wewenang Tim Penjaminan   
        Mutu Pendidikan Provinsi
 
2.     Tugas dan wewenang Tim Penjaminan   
        Mutu Pendidikan Kabupaten/Kota
 
Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, 
Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan 
koordinasi dan kerjasama dengan Direktorat 
Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.
4.5.2 Pengembangan Standar Mutu
Pengembangan standar mutu dalam rangka 
penjaminan mutu pendidikan dilaksanakan 
oleh Badan Standar Nasional Pendidikan.
1.     Tugas dan wewenang Direktorat Jenderal
    
Fasilitasi oleh Pemerintah Provinsi
Fasilitasi peningkatan mutu pendidikan oleh 
pemerintah provinsi dilaksanakan oleh Dinas 
Pendidikan Provinsi dibantu oleh Tim 
Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi sesuai 
kewenangan dan wilayah masing-masing. 
Pembagian tugas dan wewenang dalam 
fasilitasi peningkatan mutu oleh pemerintah 
provinsi adalah sebagai berikut :
1.     Tugas dan wewenang Dinas Pendidikan   
        Provinsi
      
Fasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten/Kota
Fasilitasi peningkatan mutu pendidikan oleh 
pemerintah kabupaten/kota dilaksanakan oleh 
Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dibantu oleh 
Tim Penjaminan Mutu Pendidikan 
Kabupaten/Kota sesuai kewenangan dan 
wilayah masing-masing. Pembagian tugas dan 
wewenang dalam fasilitasi peningkatan mutu 
oleh pemerintah kabupaten/kota adalah 
sebagai berikut :
1.     Tugas dan wewenang Dinas Pendidikan           
        Kabupaten/Kota
 
Tugas dan wewenang Badan Standar Nasional 
Pendidikan:
Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, 
Badan Standar Nasional Pendidikan 
memanfaatkan data dan informasi hasil 
pemetaan mutu pendidikan yang tersedia 
dalam Sistem Informasi Mutu Pendidikan.
4.5.3 Akreditasi
Akreditasi satuan pendidikan dilaksanakan oleh 
Badan Akreditasi Sekolah/Madrasah. Tugas dan 
wewenang Badan Akreditasi Sekolah/Madrasah 
adalah :
 
Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, 
Badan Akreditasi Sekolah/Madrasah memanfaatkan 
data dan informasi hasil pemetaan mutu 
pendidikan yang tersedia dalam Sistem 
Informasi Mutu Pendidikan.
Mengkoordinasikan pelaksanaan 
penjaminan mutu di tingkat 
satuan pendidikan
Melakukan pembinaan, pembimbingan, 
pendampingan, dan supervisi terhadap 
pelaku pendidikan di satuan pendidikan 
dalam pengembangan penjaminan 
mutu pendidikan;
Melaksanakan pemetaan mutu 
pendidikan berdasarkan data 
mutu pendidikan di satuan 
pendidikan;
Melakukan monitoring dan 
evaluasi proses pelaksanaan 
pemenuhan mutu yang telah 
dilakukan; dan
Memberikan rekomendasi strategi 
peningkatan mutu berdasarkan 
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Badan Standar Nasional Pendidikan 
memanfaatkan data dan informasi hasil 
pemetaan mutu pendidikan yang tersedia 
dalam Sistem Informasi Mutu Pendidikan.
4.5.3 Akreditasi
Akreditasi satuan pendidikan dilaksanakan oleh 
Badan Akreditasi Sekolah/Madrasah. Tugas dan 
wewenang Badan Akreditasi Sekolah/Madrasah 
adalah :
 
Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, 
Badan Akreditasi Sekolah/Madrasah memanfaatkan 
data dan informasi hasil pemetaan mutu 
pendidikan yang tersedia dalam Sistem 
Informasi Mutu Pendidikan.
Mengharmonisasikan perencanaan, 
pelaksanaan, pengendalian, dan 
pengembangan SPMI-Dikdasmen 
dan SPME-Dikdasmen;
Menyusun dan mengembangkan 
pedoman SPMI-Dikdasmen;
M e l a k u k a n  p e m b i n a a n ,  
pembimbingan, pendampingan, 
dan supervisi terhadap satuan 
pendidikan dalam pengembangan 
SPMI-Dikdasmen;
M e l a k u k a n  p e m b i n a a n ,  
pembimbingan, pendampingan, dan 
supervisi terhadap SDM pemerintah 
di daerah dalam pengembangan 
SPMI dan SPME;
Memetakan mutu pendidikan dan 
pelaksanaan SPMI-Dikdasmen 
berdasarkan data dan informasi 
dalam sistem informasi mutu 
pendidikan;
Memfasilitasi pemenuhan mutu di 
seluruh satuan pendidikan sesuai 
dengan kewenangannya;
Mengembangkan sistem informasi 
mutu pendidikan dasar dan 
menengah; dan
Menyusun laporan dan rekomendasi 
strategi peningkatan mutu pendidikan 











Pembagian Tugas dalam Penjaminan Mutu 
Internal adalah sebagai berikut:
     a. Sekolah
 




3.7 Dokumen Sistem Penjaminan   
 Mutu Internal
1. Dokumen kebijakan SPMI;
2. Dokumen manual SPMI;
3. Dokumen standar dalam SPMI;
4. Dokumen formulir yang digunakan   
 dalam SPMI;
5. Dokumen pendukung
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4.5  Pembagian Tugas dalam    
 Penjaminan Mutu Eksternal
Penjaminan mutu eksternal dilaksanakan dalam 
bentuk fasilitasi peningkatan mutu, 
pengembangan standar mutu, dan akreditasi.
4.5.1 Fasilitasi Peningkatan mutu Pendidikan
Fasilitasi oleh Pemerintah
Fasilitasi peningkatan mutu pendidikan oleh 
pemerintah pusat dilaksanakan oleh Direktorat 
Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah 
dibantu oleh Lembaga Penjaminan Mutu 
Pendidikan sesuai kewenangan dan wilayah 
masing-masing. Pembagian tugas dan 
wewenang dalam fasilitasi peningkatan mutu 
oleh pemerintah adalah sebagai berikut :
 
2.     Tugas dan wewenang Lembaga                        
        Penjaminan Mutu Pendidikan
     
2.     Tugas dan wewenang Tim Penjaminan   
        Mutu Pendidikan Provinsi
 
2.     Tugas dan wewenang Tim Penjaminan   
        Mutu Pendidikan Kabupaten/Kota
 
Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, 
Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan 
koordinasi dan kerjasama dengan Direktorat 
Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.
4.5.2 Pengembangan Standar Mutu
Pengembangan standar mutu dalam rangka 
penjaminan mutu pendidikan dilaksanakan 
oleh Badan Standar Nasional Pendidikan.
1.     Tugas dan wewenang Direktorat Jenderal
    
Fasilitasi oleh Pemerintah Provinsi
Fasilitasi peningkatan mutu pendidikan oleh 
pemerintah provinsi dilaksanakan oleh Dinas 
Pendidikan Provinsi dibantu oleh Tim 
Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi sesuai 
kewenangan dan wilayah masing-masing. 
Pembagian tugas dan wewenang dalam 
fasilitasi peningkatan mutu oleh pemerintah 
provinsi adalah sebagai berikut :
1.     Tugas dan wewenang Dinas Pendidikan   
        Provinsi
      
Fasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten/Kota
Fasilitasi peningkatan mutu pendidikan oleh 
pemerintah kabupaten/kota dilaksanakan oleh 
Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dibantu oleh 
Tim Penjaminan Mutu Pendidikan 
Kabupaten/Kota sesuai kewenangan dan 
wilayah masing-masing. Pembagian tugas dan 
wewenang dalam fasilitasi peningkatan mutu 
oleh pemerintah kabupaten/kota adalah 
sebagai berikut :
1.     Tugas dan wewenang Dinas Pendidikan           
        Kabupaten/Kota
 
Tugas dan wewenang Badan Standar Nasional 
Pendidikan:
Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, 
Badan Standar Nasional Pendidikan 
memanfaatkan data dan informasi hasil 
pemetaan mutu pendidikan yang tersedia 
dalam Sistem Informasi Mutu Pendidikan.
4.5.3 Akreditasi
Akreditasi satuan pendidikan dilaksanakan oleh 
Badan Akreditasi Sekolah/Madrasah. Tugas dan 
wewenang Badan Akreditasi Sekolah/Madrasah 
adalah :
 
Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, 
Badan Akreditasi Sekolah/Madrasah memanfaatkan 
data dan informasi hasil pemetaan mutu 
pendidikan yang tersedia dalam Sistem 
Informasi Mutu Pendidikan.
M e l a k u k a n  p e m b i n a a n ,  
pembimbingan, pendampingan, 
dan supervisi terhadap satuan 
pendidikan dalam pengembangan 
SPMI-Dikdasmen;
Memetakan mutu pendidikan dan 
pelaksanaan SPMI-Dikdasmen 
berdasarkan data dan informasi 
dalam sistem informasi mutu 
pendidikan di tingkat provinsi dan 
kabupaten/kota;
M e l a k u k a n  p e m b i n a a n ,  
pembimbingan, pendampingan, 
dan supervisi terhadap SDM 
pemerintah daerah dalam 
pengembangan SPMI dan SPME;
Menyusun laporan rekomendasi 
strategi peningkatan mutu pendidikan 
di tingkat provinsi dan kabupaten/kota 
kepada Dirjen Dikdasmen 
berdasarkan pemetaan mutu 
pendidikan di tingkat provinsi dan 
kabupaten/kota sesuai kewenangan 
dan wilayahnya; dan
Menyusun laporan rekomendasi 
strategi peningkatan mutu pendidikan 
di tingkat provinsi dan kabupaten/kota 








penjaminan mutu di tingkat 
satuan pendidikan
Melakukan pembinaan, pembimbingan, 
pendampingan, dan supervisi terhadap 
pelaku pendidikan di satuan pendidikan 
dalam pengembangan penjaminan 
mutu pendidikan;
Melaksanakan pemetaan mutu 
pendidikan berdasarkan data 
mutu pendidikan di satuan 
pendidikan;
Melakukan monitoring dan 
evaluasi proses pelaksanaan 
pemenuhan mutu yang telah 
dilakukan; dan
Memberikan rekomendasi strategi 
peningkatan mutu berdasarkan 
hasil monitoring dan evaluasi
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4.5  Pembagian Tugas dalam    
 Penjaminan Mutu Eksternal
Penjaminan mutu eksternal dilaksanakan dalam 
bentuk fasilitasi peningkatan mutu, 
pengembangan standar mutu, dan akreditasi.
4.5.1 Fasilitasi Peningkatan mutu Pendidikan
Fasilitasi oleh Pemerintah
Fasilitasi peningkatan mutu pendidikan oleh 
pemerintah pusat dilaksanakan oleh Direktorat 
Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah 
dibantu oleh Lembaga Penjaminan Mutu 
Pendidikan sesuai kewenangan dan wilayah 
masing-masing. Pembagian tugas dan 
wewenang dalam fasilitasi peningkatan mutu 
oleh pemerintah adalah sebagai berikut :
 
2.     Tugas dan wewenang Lembaga                        
        Penjaminan Mutu Pendidikan
     
2.     Tugas dan wewenang Tim Penjaminan   
        Mutu Pendidikan Provinsi
 
2.     Tugas dan wewenang Tim Penjaminan   
        Mutu Pendidikan Kabupaten/Kota
 
Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, 
Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan 
koordinasi dan kerjasama dengan Direktorat 
Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.
4.5.2 Pengembangan Standar Mutu
Pengembangan standar mutu dalam rangka 
penjaminan mutu pendidikan dilaksanakan 
oleh Badan Standar Nasional Pendidikan.
1.     Tugas dan wewenang Direktorat Jenderal
    
Fasilitasi oleh Pemerintah Provinsi
Fasilitasi peningkatan mutu pendidikan oleh 
pemerintah provinsi dilaksanakan oleh Dinas 
Pendidikan Provinsi dibantu oleh Tim 
Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi sesuai 
kewenangan dan wilayah masing-masing. 
Pembagian tugas dan wewenang dalam 
fasilitasi peningkatan mutu oleh pemerintah 
provinsi adalah sebagai berikut :
1.     Tugas dan wewenang Dinas Pendidikan   
        Provinsi
      
Fasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten/Kota
Fasilitasi peningkatan mutu pendidikan oleh 
pemerintah kabupaten/kota dilaksanakan oleh 
Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dibantu oleh 
Tim Penjaminan Mutu Pendidikan 
Kabupaten/Kota sesuai kewenangan dan 
wilayah masing-masing. Pembagian tugas dan 
wewenang dalam fasilitasi peningkatan mutu 
oleh pemerintah kabupaten/kota adalah 
sebagai berikut :
1.     Tugas dan wewenang Dinas Pendidikan           
        Kabupaten/Kota
 
Tugas dan wewenang Badan Standar Nasional 
Pendidikan:
Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, 
Badan Standar Nasional Pendidikan 
memanfaatkan data dan informasi hasil 
pemetaan mutu pendidikan yang tersedia 
dalam Sistem Informasi Mutu Pendidikan.
4.5.3 Akreditasi
Akreditasi satuan pendidikan dilaksanakan oleh 
Badan Akreditasi Sekolah/Madrasah. Tugas dan 
wewenang Badan Akreditasi Sekolah/Madrasah 
adalah :
 
Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, 
Badan Akreditasi Sekolah/Madrasah memanfaatkan 
data dan informasi hasil pemetaan mutu 
pendidikan yang tersedia dalam Sistem 
Informasi Mutu Pendidikan.
Mengharmonisasikan perencanaan, 
pelaksanaan, pengendalian, dan 
pengembangan SPMI-Dikdasmen 
pada satuan pendidikan menengah 
dan satuan pendidikan khusus;
M e l a k u k a n  p e m b i n a a n ,  
pembimbingan, pendampingan, 
pengawasan, dan pengendalian 
satuan pendidikan dalam 
pengembangan SPMI-Dikdasmen 
pada satuan pendidikan menengah 
dan satuan pendidikan khusus;
Memfasilitasi pemetaan mutu 
pendidikan dan pelaksanaan 
SPMI-Dikdasmen pada satuan 
pendidikan menengah dan satuan 
pendidikan khusus berdasarkan 
data dan informasi dalam sistem 
informasi mutu pendidikan;
Melakukan fasilitasi pemenuhan 
mutu di seluruh satuan pendidikan 







Pembagian Tugas dalam Penjaminan Mutu 
Internal adalah sebagai berikut:
     a. Sekolah
 




3.7 Dokumen Sistem Penjaminan   
 Mutu Internal
1. Dokumen kebijakan SPMI;
2. Dokumen manual SPMI;
3. Dokumen standar dalam SPMI;
4. Dokumen formulir yang digunakan   
 dalam SPMI;
5. Dokumen pendukung
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4.5  Pembagian Tugas dalam    
 Penjaminan Mutu Eksternal
Penjaminan mutu eksternal dilaksanakan dalam 
bentuk fasilitasi peningkatan mutu, 
pengembangan standar mutu, dan akreditasi.
4.5.1 Fasilitasi Peningkatan mutu Pendidikan
Fasilitasi oleh Pemerintah
Fasilitasi peningkatan mutu pendidikan oleh 
pemerintah pusat dilaksanakan oleh Direktorat 
Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah 
dibantu oleh Lembaga Penjaminan Mutu 
Pendidikan sesuai kewenangan dan wilayah 
masing-masing. Pembagian tugas dan 
wewenang dalam fasilitasi peningkatan mutu 
oleh pemerintah adalah sebagai berikut :
 
2.     Tugas dan wewenang Lembaga                        
        Penjaminan Mutu Pendidikan
     
2.     Tugas dan wewenang Tim Penjaminan   
        Mutu Pendidikan Provinsi
 
2.     Tugas dan wewenang Tim Penjaminan   
        Mutu Pendidikan Kabupaten/Kota
 
Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, 
Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan 
koordinasi dan kerjasama dengan Direktorat 
Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.
4.5.2 Pengembangan Standar Mutu
Pengembangan standar mutu dalam rangka 
penjaminan mutu pendidikan dilaksanakan 
oleh Badan Standar Nasional Pendidikan.
1.     Tugas dan wewenang Direktorat Jenderal
    
Fasilitasi oleh Pemerintah Provinsi
Fasilitasi peningkatan mutu pendidikan oleh 
pemerintah provinsi dilaksanakan oleh Dinas 
Pendidikan Provinsi dibantu oleh Tim 
Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi sesuai 
kewenangan dan wilayah masing-masing. 
Pembagian tugas dan wewenang dalam 
fasilitasi peningkatan mutu oleh pemerintah 
provinsi adalah sebagai berikut :
1.     Tugas dan wewenang Dinas Pendidikan   
        Provinsi
      
Fasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten/Kota
Fasilitasi peningkatan mutu pendidikan oleh 
pemerintah kabupaten/kota dilaksanakan oleh 
Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dibantu oleh 
Tim Penjaminan Mutu Pendidikan 
Kabupaten/Kota sesuai kewenangan dan 
wilayah masing-masing. Pembagian tugas dan 
wewenang dalam fasilitasi peningkatan mutu 
oleh pemerintah kabupaten/kota adalah 
sebagai berikut :
1.     Tugas dan wewenang Dinas Pendidikan           
        Kabupaten/Kota
 
Tugas dan wewenang Badan Standar Nasional 
Pendidikan:
Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, 
Badan Standar Nasional Pendidikan 
memanfaatkan data dan informasi hasil 
pemetaan mutu pendidikan yang tersedia 
dalam Sistem Informasi Mutu Pendidikan.
4.5.3 Akreditasi
Akreditasi satuan pendidikan dilaksanakan oleh 
Badan Akreditasi Sekolah/Madrasah. Tugas dan 
wewenang Badan Akreditasi Sekolah/Madrasah 
adalah :
 
Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, 
Badan Akreditasi Sekolah/Madrasah memanfaatkan 
data dan informasi hasil pemetaan mutu 
pendidikan yang tersedia dalam Sistem 
Informasi Mutu Pendidikan.
M e l a k u k a n  p e m b i n a a n ,  
pembimbingan, pendampingan, 
dan supervisi terhadap satuan 
pendidikan dalam pengembangan 
SPMI-Dikdasmen pada satuan 
pendidikan menengah dan satuan 
pendidikan khusus; 
Memetakan mutu pendidikan dan 
pelaksanaan SPMI-Dikdasmen pada 
satuan pendidikan menengah dan 
satuan pendidikan khusus 
berdasarkan data dan informasi 
dalam sistem informasi mutu 
pendidikan di tingkat provinsi; 
Menyusun laporan rekomendasi 
strategi peningkatan mutu 





Menyusun rencana strategis 
peningkatan mutu pendidikan 
berdasarkan hasil pemetaan 




penjaminan mutu di tingkat 
satuan pendidikan
Melakukan pembinaan, pembimbingan, 
pendampingan, dan supervisi terhadap 
pelaku pendidikan di satuan pendidikan 
dalam pengembangan penjaminan 
mutu pendidikan;
Melaksanakan pemetaan mutu 
pendidikan berdasarkan data 
mutu pendidikan di satuan 
pendidikan;
Melakukan monitoring dan 
evaluasi proses pelaksanaan 
pemenuhan mutu yang telah 
dilakukan; dan
Memberikan rekomendasi strategi 
peningkatan mutu berdasarkan 
hasil monitoring dan evaluasi
Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, 
Pemerintah Provinsi melakukan koordinasi dan 
kerjasama dengan Direktorat Jenderal 
Pendidikan Dasar dan Menengah.
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4.5  Pembagian Tugas dalam    
 Penjaminan Mutu Eksternal
Penjaminan mutu eksternal dilaksanakan dalam 
bentuk fasilitasi peningkatan mutu, 
pengembangan standar mutu, dan akreditasi.
4.5.1 Fasilitasi Peningkatan mutu Pendidikan
Fasilitasi oleh Pemerintah
Fasilitasi peningkatan mutu pendidikan oleh 
pemerintah pusat dilaksanakan oleh Direktorat 
Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah 
dibantu oleh Lembaga Penjaminan Mutu 
Pendidikan sesuai kewenangan dan wilayah 
masing-masing. Pembagian tugas dan 
wewenang dalam fasilitasi peningkatan mutu 
oleh pemerintah adalah sebagai berikut :
 
2.     Tugas dan wewenang Lembaga                        
        Penjaminan Mutu Pendidikan
     
2.     Tugas dan wewenang Tim Penjaminan   
        Mutu Pendidikan Provinsi
 
2.     Tugas dan wewenang Tim Penjaminan   
        Mutu Pendidikan Kabupaten/Kota
 
Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, 
Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan 
koordinasi dan kerjasama dengan Direktorat 
Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.
4.5.2 Pengembangan Standar Mutu
Pengembangan standar mutu dalam rangka 
penjaminan mutu pendidikan dilaksanakan 
oleh Badan Standar Nasional Pendidikan.
1.     Tugas dan wewenang Direktorat Jenderal
    
Fasilitasi oleh Pemerintah Provinsi
Fasilitasi peningkatan mutu pendidikan oleh 
pemerintah provinsi dilaksanakan oleh Dinas 
Pendidikan Provinsi dibantu oleh Tim 
Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi sesuai 
kewenangan dan wilayah masing-masing. 
Pembagian tugas dan wewenang dalam 
fasilitasi peningkatan mutu oleh pemerintah 
provinsi adalah sebagai berikut :
1.     Tugas dan wewenang Dinas Pendidikan   
        Provinsi
      
Fasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten/Kota
Fasilitasi peningkatan mutu pendidikan oleh 
pemerintah kabupaten/kota dilaksanakan oleh 
Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dibantu oleh 
Tim Penjaminan Mutu Pendidikan 
Kabupaten/Kota sesuai kewenangan dan 
wilayah masing-masing. Pembagian tugas dan 
wewenang dalam fasilitasi peningkatan mutu 
oleh pemerintah kabupaten/kota adalah 
sebagai berikut :
1.     Tugas dan wewenang Dinas Pendidikan           
        Kabupaten/Kota
 
Tugas dan wewenang Badan Standar Nasional 
Pendidikan:
Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, 
Badan Standar Nasional Pendidikan 
memanfaatkan data dan informasi hasil 
pemetaan mutu pendidikan yang tersedia 
dalam Sistem Informasi Mutu Pendidikan.
4.5.3 Akreditasi
Akreditasi satuan pendidikan dilaksanakan oleh 
Badan Akreditasi Sekolah/Madrasah. Tugas dan 
wewenang Badan Akreditasi Sekolah/Madrasah 
adalah :
 
Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, 
Badan Akreditasi Sekolah/Madrasah memanfaatkan 
data dan informasi hasil pemetaan mutu 
pendidikan yang tersedia dalam Sistem 
Informasi Mutu Pendidikan.
Mengharmonisasikan perencanaan, 
pelaksanaan, pengendalian, dan 
pengembangan SPMI-Dikdasmen 
pada satuan pendidikan dasar; 
M e l a k u k a n  p e m b i n a a n ,  
pembimbingan, pendampingan, 
pengawasan, dan pengendalian 
satuan pendidikan dalam 
pengembangan SPMI-Dikdasmen 
pada satuan  pendidikan dasar 
Memfasilitasi pemetaaan mutu 
pendidikan dan pelaksanaan 
SPMI-Dikdasmen pada  satuan 
pendidikan dasar berdasarkan 
data dan informasi dalam sistem 
informasi mutu pendidikan 
Melakukan fasilitasi pemenuhan 
mutu di seluruh satuan pendidikan 
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4.5  Pembagian Tugas dalam    
 Penjaminan Mutu Eksternal
Penjaminan mutu eksternal dilaksanakan dalam 
bentuk fasilitasi peningkatan mutu, 
pengembangan standar mutu, dan akreditasi.
4.5.1 Fasilitasi Peningkatan mutu Pendidikan
Fasilitasi oleh Pemerintah
Fasilitasi peningkatan mutu pendidikan oleh 
pemerintah pusat dilaksanakan oleh Direktorat 
Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah 
dibantu oleh Lembaga Penjaminan Mutu 
Pendidikan sesuai kewenangan dan wilayah 
masing-masing. Pembagian tugas dan 
wewenang dalam fasilitasi peningkatan mutu 
oleh pemerintah adalah sebagai berikut :
 
2.     Tugas dan wewenang Lembaga                        
        Penjaminan Mutu Pendidikan
     
2.     Tugas dan wewenang Tim Penjaminan   
        Mutu Pendidikan Provinsi
 
2.     Tugas dan wewenang Tim Penjaminan   
        Mutu Pendidikan Kabupaten/Kota
 
Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, 
Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan 
koordinasi dan kerjasama dengan Direktorat 
Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.
4.5.2 Pengembangan Standar Mutu
Pengembangan standar mutu dalam rangka 
penjaminan mutu pendidikan dilaksanakan 
oleh Badan Standar Nasional Pendidikan.
1.     Tugas dan wewenang Direktorat Jenderal
    
Fasilitasi oleh Pemerintah Provinsi
Fasilitasi peningkatan mutu pendidikan oleh 
pemerintah provinsi dilaksanakan oleh Dinas 
Pendidikan Provinsi dibantu oleh Tim 
Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi sesuai 
kewenangan dan wilayah masing-masing. 
Pembagian tugas dan wewenang dalam 
fasilitasi peningkatan mutu oleh pemerintah 
provinsi adalah sebagai berikut :
1.     Tugas dan wewenang Dinas Pendidikan   
        Provinsi
      
Fasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten/Kota
Fasilitasi peningkatan mutu pendidikan oleh 
pemerintah kabupaten/kota dilaksanakan oleh 
Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dibantu oleh 
Tim Penjaminan Mutu Pendidikan 
Kabupaten/Kota sesuai kewenangan dan 
wilayah masing-masing. Pembagian tugas dan 
wewenang dalam fasilitasi peningkatan mutu 
oleh pemerintah kabupaten/kota adalah 
sebagai berikut :
1.     Tugas dan wewenang Dinas Pendidikan           
        Kabupaten/Kota
 
Tugas dan wewenang Badan Standar Nasional 
Pendidikan:
Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, 
Badan Standar Nasional Pendidikan 
memanfaatkan data dan informasi hasil 
pemetaan mutu pendidikan yang tersedia 
dalam Sistem Informasi Mutu Pendidikan.
4.5.3 Akreditasi
Akreditasi satuan pendidikan dilaksanakan oleh 
Badan Akreditasi Sekolah/Madrasah. Tugas dan 
wewenang Badan Akreditasi Sekolah/Madrasah 
adalah :
 
Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, 
Badan Akreditasi Sekolah/Madrasah memanfaatkan 
data dan informasi hasil pemetaan mutu 
pendidikan yang tersedia dalam Sistem 
Informasi Mutu Pendidikan.
Menyusun rencana strategis 
peningkatan mutu pendidikan 
berdasarkan hasil pemetaan mutu 
pendidikan.
e)
M e l a k u k a n  p e m b i n a a n ,  
pembimbingan, pendampingan, 
dan supervisi terhadap satuan 
pendidikan dalam pengembangan 
SPMI-Dikdasmen pada satuan 
pendidikan dasar; 
Memetakan mutu pendidikan dan 
pelaksanaan SPMI-Dikdasmen 
pada satuan pendidikan dasar 
berdasarkan data dan informasi 
dalam sistem informasi mutu 
pendidikan di tingkat kabupaten/kota; 
dan
Menyusun laporan rekomendasi 
strategi peningkatan mutu 






Gambar 4.3. Siklus Akreditasi
4.5  Pembagian Tugas dalam    
 Penjaminan Mutu Eksternal
Penjaminan mutu eksternal dilaksanakan dalam 
bentuk fasilitasi peningkatan mutu, 
pengembangan standar mutu, dan akreditasi.
4.5.1 Fasilitasi Peningkatan mutu Pendidikan
Fasilitasi oleh Pemerintah
Fasilitasi peningkatan mutu pendidikan oleh 
pemerintah pusat dilaksanakan oleh Direktorat 
Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah 
dibantu oleh Lembaga Penjaminan Mutu 
Pendidikan sesuai kewenangan dan wilayah 
masing-masing. Pembagian tugas dan 
wewenang dalam fasilitasi peningkatan mutu 
oleh pemerintah adalah sebagai berikut :
 
2.     Tugas dan wewenang Lembaga                        
        Penjaminan Mutu Pendidikan
     
2.     Tugas dan wewenang Tim Penjaminan   
        Mutu Pendidikan Provinsi
 
2.     Tugas dan wewenang Tim Penjaminan   
        Mutu Pendidikan Kabupaten/Kota
 
Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, 
Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan 
koordinasi dan kerjasama dengan Direktorat 
Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.
4.5.2 Pengembangan Standar Mutu
Pengembangan standar mutu dalam rangka 
penjaminan mutu pendidikan dilaksanakan 
oleh Badan Standar Nasional Pendidikan.
1.     Tugas dan wewenang Direktorat Jenderal
    
Fasilitasi oleh Pemerintah Provinsi
Fasilitasi peningkatan mutu pendidikan oleh 
pemerintah provinsi dilaksanakan oleh Dinas 
Pendidikan Provinsi dibantu oleh Tim 
Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi sesuai 
kewenangan dan wilayah masing-masing. 
Pembagian tugas dan wewenang dalam 
fasilitasi peningkatan mutu oleh pemerintah 
provinsi adalah sebagai berikut :
1.     Tugas dan wewenang Dinas Pendidikan   
        Provinsi
      
Fasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten/Kota
Fasilitasi peningkatan mutu pendidikan oleh 
pemerintah kabupaten/kota dilaksanakan oleh 
Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dibantu oleh 
Tim Penjaminan Mutu Pendidikan 
Kabupaten/Kota sesuai kewenangan dan 
wilayah masing-masing. Pembagian tugas dan 
wewenang dalam fasilitasi peningkatan mutu 
oleh pemerintah kabupaten/kota adalah 
sebagai berikut :
1.     Tugas dan wewenang Dinas Pendidikan           
        Kabupaten/Kota
 
Tugas dan wewenang Badan Standar Nasional 
Pendidikan:
Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, 
Badan Standar Nasional Pendidikan 
memanfaatkan data dan informasi hasil 
pemetaan mutu pendidikan yang tersedia 
dalam Sistem Informasi Mutu Pendidikan.
4.5.3 Akreditasi
Akreditasi satuan pendidikan dilaksanakan oleh 
Badan Akreditasi Sekolah/Madrasah. Tugas dan 
wewenang Badan Akreditasi Sekolah/Madrasah 
adalah :
 
Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, 
Badan Akreditasi Sekolah/Madrasah memanfaatkan 
data dan informasi hasil pemetaan mutu 
pendidikan yang tersedia dalam Sistem 
Informasi Mutu Pendidikan.
Mengevaluasi pemenuhan standar 
nasional pendidikan oleh satuan 
pendidikan;
Menetapkan standar nasional pendidikan, 
dan; 
Menyusun strategi peningkatan mutu 




Mengevaluasi capaian pemenuhan 
standar nasional pendidikan oleh satuan 
pendidikan
Melakukan visitasi/audit mutu eksternal
Melakukan penetapan akreditasi satuan 
pendidikan berdasarkan hasil evaluasi 





pelaksanaan, pengendalian, dan 
pengembangan SPMI-Dikdasmen 
pada satuan pendidikan dasar; 
M e l a k u k a n  p e m b i n a a n ,  
pembimbingan, pendampingan, 
pengawasan, dan pengendalian 
satuan pendidikan dalam 
pengembangan SPMI-Dikdasmen 
pada satuan  pendidikan dasar 
Memfasilitasi pemetaaan mutu 
pendidikan dan pelaksanaan 
SPMI-Dikdasmen pada  satuan 
pendidikan dasar berdasarkan 
data dan informasi dalam sistem 
informasi mutu pendidikan 
Melakukan fasilitasi pemenuhan 
mutu di seluruh satuan pendidikan 
sesuai dengan kewenangannya; dan 
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masing-masing. Pembagian tugas dan 
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Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, 
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koordinasi dan kerjasama dengan Direktorat 
Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.
4.5.2 Pengembangan Standar Mutu
Pengembangan standar mutu dalam rangka 
penjaminan mutu pendidikan dilaksanakan 
oleh Badan Standar Nasional Pendidikan.
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Fasilitasi oleh Pemerintah Provinsi
Fasilitasi peningkatan mutu pendidikan oleh 
pemerintah provinsi dilaksanakan oleh Dinas 
Pendidikan Provinsi dibantu oleh Tim 
Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi sesuai 
kewenangan dan wilayah masing-masing. 
Pembagian tugas dan wewenang dalam 
fasilitasi peningkatan mutu oleh pemerintah 
provinsi adalah sebagai berikut :
1.     Tugas dan wewenang Dinas Pendidikan   
        Provinsi
      
Fasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten/Kota
Fasilitasi peningkatan mutu pendidikan oleh 
pemerintah kabupaten/kota dilaksanakan oleh 
Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dibantu oleh 
Tim Penjaminan Mutu Pendidikan 
Kabupaten/Kota sesuai kewenangan dan 
wilayah masing-masing. Pembagian tugas dan 
wewenang dalam fasilitasi peningkatan mutu 
oleh pemerintah kabupaten/kota adalah 
sebagai berikut :
1.     Tugas dan wewenang Dinas Pendidikan           
        Kabupaten/Kota
 
Tugas dan wewenang Badan Standar Nasional 
Pendidikan:
Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, 
Badan Standar Nasional Pendidikan 
memanfaatkan data dan informasi hasil 
pemetaan mutu pendidikan yang tersedia 
dalam Sistem Informasi Mutu Pendidikan.
4.5.3 Akreditasi
Akreditasi satuan pendidikan dilaksanakan oleh 
Badan Akreditasi Sekolah/Madrasah. Tugas dan 
wewenang Badan Akreditasi Sekolah/Madrasah 
adalah :
 
Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, 
Badan Akreditasi Sekolah/Madrasah memanfaatkan 
data dan informasi hasil pemetaan mutu 












































5.1 Tujuan Pemetaan Mutu Pendidikan
Sistem pemetaan mutu pendidikan dasar dan 
menengah adalah suatu kesatuan unsur yang 
terdiri atas organisasi, kebijakan, dan proses 
yang terkait untuk melakukan pengumpulan, 
pengolahan, analisis data dan informasi 
tentang capaian pemenuhan standar nasional 
pendidikan pada satuan pendidikan dari mulai 
tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, 
provinsi, dan nasional.
Pemetaan mutu pendidikan ini bertujuan untuk 
memberikan gambaran kepada berbagai 
pemangku kepentingan tentang capaian 
pemenuhan standar nasional pada satuan 
pendidikan dari mulai tingkat satuan 
pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, dan 
nasional.
5.2 Ruang Lingkup Pemetaan Mutu   
 Pendidikan
Pemetaan mutu pendidikan dilakukan terhadap 
pemenuhan seluruh standar nasional 
pendidikan.
Pemetaan mutu pendidikan dilaksanakan di 
seluruh lapisan penyelenggaraan pendidikan 
mulai dari satuan pendidikan, kabupaten/kota, 
provinsi, nasional.
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5.3.1. Pemetaan mutu pendidikan di satuan   
 pendidikan 
Pemetaan mutu pendidikan di satuan 
pendidikan atau yang bisa disebut dengan 
Evaluasi Diri Sekolah (EDS) dilaksanakan oleh 
Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Sekolah. 
Pemetaan mutu pendidikan ini dilakukan untuk 
memotret tingkat pemenuhan standar nasional 
pendidikan oleh satuan pendidikan.
Instrumen yang digunakan dikembangkan 
dengan mengacu pada 8 standar nasional 
pendidikan. Satuan pendidikan dapat 
menggunakan instrumen yang dikembangkan 
sendiri atau instrumen yang dikembangkan 
pihak lain seperti pemerintah maupun badan 
akreditasi. Pelaksanaan pemetaan mutu ini 
dilakukan di bawah supervisi kepala sekolah 
dan pengawas sekolah. Setelah diverifikasi oleh 
kepala sekolah, data ini kemudian disimpan 
pada database sekolah.
5.3.2. Pemetaan Mutu Tingkat     
 Kabupaten/Kota dan Provinsi.
Pemetaan mutu pendidikan di Kabupaten/Kota 
dan Provinsi dilaksanakan oleh Dinas 
Pendidikan sesuai dengan wilayah dan 
kewenangannya. Dinas Pendidikan 
Kabupaten/Kota melakukan pemetaan mutu 
pendidikan dasar dan Dinas Pendidikan 
Provinsi melakukan pemetaan mutu pendidikan 
menengah. Sebagai pelaksana di lapangan, 
pemetaan mutu ini dilaksanakan oleh 
pengawas sekolah. 
validasi data sebelum data tersebut diolah 
menjadi peta mutu pendidikan nasional 
maupun peta mutu pendidikan provinsi dan 
peta mutu kabupaten/kota yang komprehensif. 
Validasi data oleh Lembaga Penjaminan Mutu 
Pendidikan dilakukan dengan metode uji petik. 
Jika ditemukan data yang tidak akurat, LPMP 
harus melakukan verifikasi ke satuan 
pendidikan untuk memperbaiki data tersebut. 
Data hasil perbaikan perbaikan tersebut dikirim 
kembali ke database.
5.4 Pengembangan Peta Mutu
Peta mutu pendidikan dikembangkan dari data 
hasil pemetaan mutu yang diperoleh dari 
satuan pendidikan. Pengembangan peta mutu 
ini juga dilaksanakan secara berjenjang dari 
tingkat satuan pendidikan, tingkat 
kabupaten/kota, tingkat provinsi dan tingkat 
nasional. Mekanisme penyusunan peta mutu 
pendidikan disajikan pada Gambar 5.3.
Gambar 5.3. Mekanisme Penyusunan Peta Mutu 
Pendidikan
5.3 Mekanisme Pemetaan Mutu   
 Pendidikan
Mekanisme pemetaan mutu pendidikan adalah 
seperti terlihat pada Gambar 5.1.
Gambar 5.1. Langkah-langkah Pemetaan Mutu
Pemetaan mutu dilakukan secara bertingkat 
dimulai di satuan pendidikan, kabupaten/kota, 
provinsi, dan nasional.Tata cara pengumpulan 
data dan informasi mutu adalah seperti terlihat 
pada Gambar 5.2.
Gambar 5.2. Tatacara Pengumpulan Data dan Informasi 
Mutu
Pelaksanaan pemetaan mutu pendidikan ini 
dilaksanakan dibawah supervisi pemerintah 
yang dilaksanakan oleh LPMP.
Pemetaan mutu pendidikan dilaksanakan 
dengan menggunakan instrumen yang 
dikembangkan oleh pemerintah. Instrumen 
diisi oleh satuan pendidikan dan diserahkan 
kepada pengawas bersama data 
pendukungnya. Dalam hal satuan pendidikan 
menggunakan instrumen pemetaan yang 
dikembangkan oleh pemerintah dalam 
melakukan evaluasi diri, satuan pendidikan 
cukup menyerahkan instrumen yang telah diisi 
beserta data pendukungnya.  
Setelah data terkumpul, pengawas sekolah 
melakukan verifikasi dan validasi data sehingga 
dapat diperoleh data yang benar-benar valid. 
Jika pengawas menemukan data yang tidak 
akurat, pengawas harus melakukan verifikasi 
data ke satuan pendidikan untuk membina 
satuan pendidikan agar memperbaiki data 
tersebut. Setelah seluruh data dinyatakan valid, 
pengawas melakukan entry data dan 
meng-upload ke database pemetaan mutu 
pendidikan nasional di Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan.
5.3.3. Pemetaan Mutu Tingkat Nasional.
Pemetaan mutu tingkat nasional dilakukan 
dengan menghimpun data hasil pemetaan 
mutu tingkat daerah yang telah terkumpul di 
database di Kementerian Pendidikan Nasional. 
Untuk menjamin data pada database 



























































5.3.1. Pemetaan mutu pendidikan di satuan   
 pendidikan 
Pemetaan mutu pendidikan di satuan 
pendidikan atau yang bisa disebut dengan 
Evaluasi Diri Sekolah (EDS) dilaksanakan oleh 
Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Sekolah. 
Pemetaan mutu pendidikan ini dilakukan untuk 
memotret tingkat pemenuhan standar nasional 
pendidikan oleh satuan pendidikan.
Instrumen yang digunakan dikembangkan 
dengan mengacu pada 8 standar nasional 
pendidikan. Satuan pendidikan dapat 
menggunakan instrumen yang dikembangkan 
sendiri atau instrumen yang dikembangkan 
pihak lain seperti pemerintah maupun badan 
akreditasi. Pelaksanaan pemetaan mutu ini 
dilakukan di bawah supervisi kepala sekolah 
dan pengawas sekolah. Setelah diverifikasi oleh 
kepala sekolah, data ini kemudian disimpan 
pada database sekolah.
5.3.2. Pemetaan Mutu Tingkat     
 Kabupaten/Kota dan Provinsi.
Pemetaan mutu pendidikan di Kabupaten/Kota 
dan Provinsi dilaksanakan oleh Dinas 
Pendidikan sesuai dengan wilayah dan 
kewenangannya. Dinas Pendidikan 
Kabupaten/Kota melakukan pemetaan mutu 
pendidikan dasar dan Dinas Pendidikan 
Provinsi melakukan pemetaan mutu pendidikan 
menengah. Sebagai pelaksana di lapangan, 
pemetaan mutu ini dilaksanakan oleh 
pengawas sekolah. 
validasi data sebelum data tersebut diolah 
menjadi peta mutu pendidikan nasional 
maupun peta mutu pendidikan provinsi dan 
peta mutu kabupaten/kota yang komprehensif. 
Validasi data oleh Lembaga Penjaminan Mutu 
Pendidikan dilakukan dengan metode uji petik. 
Jika ditemukan data yang tidak akurat, LPMP 
harus melakukan verifikasi ke satuan 
pendidikan untuk memperbaiki data tersebut. 
Data hasil perbaikan perbaikan tersebut dikirim 
kembali ke database.
5.4 Pengembangan Peta Mutu
Peta mutu pendidikan dikembangkan dari data 
hasil pemetaan mutu yang diperoleh dari 
satuan pendidikan. Pengembangan peta mutu 
ini juga dilaksanakan secara berjenjang dari 
tingkat satuan pendidikan, tingkat 
kabupaten/kota, tingkat provinsi dan tingkat 
nasional. Mekanisme penyusunan peta mutu 
pendidikan disajikan pada Gambar 5.3.
Gambar 5.3. Mekanisme Penyusunan Peta Mutu 
Pendidikan
Pelaksanaan pemetaan mutu pendidikan ini 
dilaksanakan dibawah supervisi pemerintah 
yang dilaksanakan oleh LPMP.
Pemetaan mutu pendidikan dilaksanakan 
dengan menggunakan instrumen yang 
dikembangkan oleh pemerintah. Instrumen 
diisi oleh satuan pendidikan dan diserahkan 
kepada pengawas bersama data 
pendukungnya. Dalam hal satuan pendidikan 
menggunakan instrumen pemetaan yang 
dikembangkan oleh pemerintah dalam 
melakukan evaluasi diri, satuan pendidikan 
cukup menyerahkan instrumen yang telah diisi 
beserta data pendukungnya.  
Setelah data terkumpul, pengawas sekolah 
melakukan verifikasi dan validasi data sehingga 
dapat diperoleh data yang benar-benar valid. 
Jika pengawas menemukan data yang tidak 
akurat, pengawas harus melakukan verifikasi 
data ke satuan pendidikan untuk membina 
satuan pendidikan agar memperbaiki data 
tersebut. Setelah seluruh data dinyatakan valid, 
pengawas melakukan entry data dan 
meng-upload ke database pemetaan mutu 
pendidikan nasional di Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan.
5.3.3. Pemetaan Mutu Tingkat Nasional.
Pemetaan mutu tingkat nasional dilakukan 
dengan menghimpun data hasil pemetaan 
mutu tingkat daerah yang telah terkumpul di 
database di Kementerian Pendidikan Nasional. 
Untuk menjamin data pada database 
betul-betul akurat, LPMP perlu melakukan 
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 pendidikan 
Pemetaan mutu pendidikan di satuan 
pendidikan atau yang bisa disebut dengan 
Evaluasi Diri Sekolah (EDS) dilaksanakan oleh 
Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Sekolah. 
Pemetaan mutu pendidikan ini dilakukan untuk 
memotret tingkat pemenuhan standar nasional 
pendidikan oleh satuan pendidikan.
Instrumen yang digunakan dikembangkan 
dengan mengacu pada 8 standar nasional 
pendidikan. Satuan pendidikan dapat 
menggunakan instrumen yang dikembangkan 
sendiri atau instrumen yang dikembangkan 
pihak lain seperti pemerintah maupun badan 
akreditasi. Pelaksanaan pemetaan mutu ini 
dilakukan di bawah supervisi kepala sekolah 
dan pengawas sekolah. Setelah diverifikasi oleh 
kepala sekolah, data ini kemudian disimpan 
pada database sekolah.
5.3.2. Pemetaan Mutu Tingkat     
 Kabupaten/Kota dan Provinsi.
Pemetaan mutu pendidikan di Kabupaten/Kota 
dan Provinsi dilaksanakan oleh Dinas 
Pendidikan sesuai dengan wilayah dan 
kewenangannya. Dinas Pendidikan 
Kabupaten/Kota melakukan pemetaan mutu 
pendidikan dasar dan Dinas Pendidikan 
Provinsi melakukan pemetaan mutu pendidikan 
menengah. Sebagai pelaksana di lapangan, 
pemetaan mutu ini dilaksanakan oleh 
pengawas sekolah. 
validasi data sebelum data tersebut diolah 
menjadi peta mutu pendidikan nasional 
maupun peta mutu pendidikan provinsi dan 
peta mutu kabupaten/kota yang komprehensif. 
Validasi data oleh Lembaga Penjaminan Mutu 
Pendidikan dilakukan dengan metode uji petik. 
Jika ditemukan data yang tidak akurat, LPMP 
harus melakukan verifikasi ke satuan 
pendidikan untuk memperbaiki data tersebut. 
Data hasil perbaikan perbaikan tersebut dikirim 
kembali ke database.
5.4 Pengembangan Peta Mutu
Peta mutu pendidikan dikembangkan dari data 
hasil pemetaan mutu yang diperoleh dari 
satuan pendidikan. Pengembangan peta mutu 
ini juga dilaksanakan secara berjenjang dari 
tingkat satuan pendidikan, tingkat 
kabupaten/kota, tingkat provinsi dan tingkat 
nasional. Mekanisme penyusunan peta mutu 
pendidikan disajikan pada Gambar 5.3.
Gambar 5.3. Mekanisme Penyusunan Peta Mutu 
Pendidikan
Pelaksanaan pemetaan mutu pendidikan ini 
dilaksanakan dibawah supervisi pemerintah 
yang dilaksanakan oleh LPMP.
Pemetaan mutu pendidikan dilaksanakan 
dengan menggunakan instrumen yang 
dikembangkan oleh pemerintah. Instrumen 
diisi oleh satuan pendidikan dan diserahkan 
kepada pengawas bersama data 
pendukungnya. Dalam hal satuan pendidikan 
menggunakan instrumen pemetaan yang 
dikembangkan oleh pemerintah dalam 
melakukan evaluasi diri, satuan pendidikan 
cukup menyerahkan instrumen yang telah diisi 
beserta data pendukungnya.  
Setelah data terkumpul, pengawas sekolah 
melakukan verifikasi dan validasi data sehingga 
dapat diperoleh data yang benar-benar valid. 
Jika pengawas menemukan data yang tidak 
akurat, pengawas harus melakukan verifikasi 
data ke satuan pendidikan untuk membina 
satuan pendidikan agar memperbaiki data 
tersebut. Setelah seluruh data dinyatakan valid, 
pengawas melakukan entry data dan 
meng-upload ke database pemetaan mutu 
pendidikan nasional di Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan.
5.3.3. Pemetaan Mutu Tingkat Nasional.
Pemetaan mutu tingkat nasional dilakukan 
dengan menghimpun data hasil pemetaan 
mutu tingkat daerah yang telah terkumpul di 
database di Kementerian Pendidikan Nasional. 
Untuk menjamin data pada database 
betul-betul akurat, LPMP perlu melakukan 
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 pendidikan 
Pemetaan mutu pendidikan di satuan 
pendidikan atau yang bisa disebut dengan 
Evaluasi Diri Sekolah (EDS) dilaksanakan oleh 
Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Sekolah. 
Pemetaan mutu pendidikan ini dilakukan untuk 
memotret tingkat pemenuhan standar nasional 
pendidikan oleh satuan pendidikan.
Instrumen yang digunakan dikembangkan 
dengan mengacu pada 8 standar nasional 
pendidikan. Satuan pendidikan dapat 
menggunakan instrumen yang dikembangkan 
sendiri atau instrumen yang dikembangkan 
pihak lain seperti pemerintah maupun badan 
akreditasi. Pelaksanaan pemetaan mutu ini 
dilakukan di bawah supervisi kepala sekolah 
dan pengawas sekolah. Setelah diverifikasi oleh 
kepala sekolah, data ini kemudian disimpan 
pada database sekolah.
5.3.2. Pemetaan Mutu Tingkat     
 Kabupaten/Kota dan Provinsi.
Pemetaan mutu pendidikan di Kabupaten/Kota 
dan Provinsi dilaksanakan oleh Dinas 
Pendidikan sesuai dengan wilayah dan 
kewenangannya. Dinas Pendidikan 
Kabupaten/Kota melakukan pemetaan mutu 
pendidikan dasar dan Dinas Pendidikan 
Provinsi melakukan pemetaan mutu pendidikan 
menengah. Sebagai pelaksana di lapangan, 
pemetaan mutu ini dilaksanakan oleh 
pengawas sekolah. 
validasi data sebelum data tersebut diolah 
menjadi peta mutu pendidikan nasional 
maupun peta mutu pendidikan provinsi dan 
peta mutu kabupaten/kota yang komprehensif. 
Validasi data oleh Lembaga Penjaminan Mutu 
Pendidikan dilakukan dengan metode uji petik. 
Jika ditemukan data yang tidak akurat, LPMP 
harus melakukan verifikasi ke satuan 
pendidikan untuk memperbaiki data tersebut. 
Data hasil perbaikan perbaikan tersebut dikirim 
kembali ke database.
5.4 Pengembangan Peta Mutu
Peta mutu pendidikan dikembangkan dari data 
hasil pemetaan mutu yang diperoleh dari 
satuan pendidikan. Pengembangan peta mutu 
ini juga dilaksanakan secara berjenjang dari 
tingkat satuan pendidikan, tingkat 
kabupaten/kota, tingkat provinsi dan tingkat 
nasional. Mekanisme penyusunan peta mutu 
pendidikan disajikan pada Gambar 5.3.
Gambar 5.3. Mekanisme Penyusunan Peta Mutu 
Pendidikan
Pelaksanaan pemetaan mutu pendidikan ini 
dilaksanakan dibawah supervisi pemerintah 
yang dilaksanakan oleh LPMP.
Pemetaan mutu pendidikan dilaksanakan 
dengan menggunakan instrumen yang 
dikembangkan oleh pemerintah. Instrumen 
diisi oleh satuan pendidikan dan diserahkan 
kepada pengawas bersama data 
pendukungnya. Dalam hal satuan pendidikan 
menggunakan instrumen pemetaan yang 
dikembangkan oleh pemerintah dalam 
melakukan evaluasi diri, satuan pendidikan 
cukup menyerahkan instrumen yang telah diisi 
beserta data pendukungnya.  
Setelah data terkumpul, pengawas sekolah 
melakukan verifikasi dan validasi data sehingga 
dapat diperoleh data yang benar-benar valid. 
Jika pengawas menemukan data yang tidak 
akurat, pengawas harus melakukan verifikasi 
data ke satuan pendidikan untuk membina 
satuan pendidikan agar memperbaiki data 
tersebut. Setelah seluruh data dinyatakan valid, 
pengawas melakukan entry data dan 
meng-upload ke database pemetaan mutu 
pendidikan nasional di Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan.
5.3.3. Pemetaan Mutu Tingkat Nasional.
Pemetaan mutu tingkat nasional dilakukan 
dengan menghimpun data hasil pemetaan 
mutu tingkat daerah yang telah terkumpul di 
database di Kementerian Pendidikan Nasional. 
Untuk menjamin data pada database 
































5.4.1. Peta Mutu Satuan Pendidikan
Peta mutu satuan pendidikan dikembangkan 
dari data hasil evaluasi diri sekolah oleh Tim 
Pengembangan Mutu Pendidikan Sekolah. Data 
ini diolah dan dianalisis untuk mencari 
kekuatan, kelemahan, masalah, dan 
rekomendasi pemecahan masalah. Pemetaan 
mutu di satuan pendidikan ini disajikan dalam 
dokumen berupa:
5.4.2. Peta Mutu Pendidikan Kabupaten/Kota
Peta mutu pendidikan di tingkat 
kabupaten/kota dikembangkan menggunakan 
data hasil pemetaan mutu satuan pendidikan 
yang telah terhimpun di database Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan. Pengembangan 
peta mutu di tingkat kabupaten/kota dilakukan 
oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Dinas 
Pendidikan Provinsi, dan LPMP sesuai dengan 
kewenangan masing-masing. Dinas Pendidikan 
Kabupaten/Kota mengembangkan peta mutu 
pendidikan dasar, Dinas Pendidikan Provinsi 
mengembangkan peta mutu pendidikan 
menengah, dan LPMP mengembangkan peta 
mutu pendidikan dasar dan menengah di 
tingkat kabupaten/kota secara komprehensif.
pendidikan dari mulai tingkat satuan 
pendidikan yang berhubungan dengan isu-isu 
tertentu yang sedang berkembang. Untuk 
pembuatan peta mutu pendidikan tematik ini, 
Dinas Pendidikan maupun LPMP perlu mencari 
data dan informasi tambahan sesuai kebutuhan 
pengembangan peta mutu tematik.
5.4.4. Peta Mutu Pendidikan Nasional
Di tingkat nasional, peta mutu pendidikan 
dikembangkan oleh Direktorat  Jenderal 
Pendidikan Dasar dan Menengah. Seperti 
halnya peta mutu di tingkat pemerintahan di 
bawahnya, pemetaan mutu pendidikan tingkat 
nasional juga memanfaatkan data dan 
informasi hasil pemetaan mutu tingkat satuan 
pendidikan yang telah terhimpun di database 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Selain menggunakan data dan informasi hasil 
pemetaan mutu, pengembangan peta mutu 
pendidikan dasar dan menengah tingkat 
nasional juga diperkaya dengan data dan 
informasi capaian pendidikan lainnya, seperti 
data akreditasi, data hasil ujian nasional, data 
pokok pendidikan, data capaian standar 
pelayanan minimal, data hasil uji kompetensi 
guru, data hasil penilaian kinerja guru, dan data 
lainnya yang relevan.
LPMP, Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas 
Pendidikan Kabupaten/Kota dapat 
mengembangkan peta mutu pendidikan 
tematik untuk tingkat kabupaten/kota. Peta 
tematik ini berisi gambaran tentang 
permasalahan tertentu terkait capaian 
pemenuhan standar nasional pada satuan 
pendidikan dari mulai tingkat satuan 
pendidikan yang berhubungan dengan isu-isu 
tertentu yang sedang berkembang. Untuk 
pembuatan peta mutu pendidikan tematik ini, 
Dinas Pendidikan maupun LPMP perlu mencari 
data dan informasi tambahan sesuai kebutuhan 
pengembangan peta mutu tematik.
5.4.3. Peta Mutu Pendidikan Provinsi
Peta mutu pendidikan di tingkat provinsi juga 
dikembangkan menggunakan data hasil 
pemetaan mutu satuan pendidikan yang telah 
terhimpun di database Kementerian Pendidikan 
dan Kebudayaan. Pengembangan peta mutu di 
tingkat provinsi dilakukan oleh Dinas 
Pendidikan Provinsi dan LPMP sesuai dengan 
kewenangan masing-masing. Dinas Pendidikan 
Provinsi mengembangkan peta mutu 
pendidikan menengah tingkat provinsi dan 
LPMP mengambangkan peta mutu pendidikan 
dasar dan menengah tingkat provinsi secara 
komprehensif.
LPMP dan Dinas Pendidikan Provinsi dapat 
mengembangkan peta mutu pendidikan 
tematik untuk tingkat provinsi. Peta mutu 
tematik ini berisi gambaran tentang 
permasalahan tertentu terkait capaian 
pemenuhan standar nasional pada satuan 
Peta capaian pemenuhan standar 
nasional pendidikan di satuan pendidikan;
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dari data hasil evaluasi diri sekolah oleh Tim 
Pengembangan Mutu Pendidikan Sekolah. Data 
ini diolah dan dianalisis untuk mencari 
kekuatan, kelemahan, masalah, dan 
rekomendasi pemecahan masalah. Pemetaan 
mutu di satuan pendidikan ini disajikan dalam 
dokumen berupa:
5.4.2. Peta Mutu Pendidikan Kabupaten/Kota
Peta mutu pendidikan di tingkat 
kabupaten/kota dikembangkan menggunakan 
data hasil pemetaan mutu satuan pendidikan 
yang telah terhimpun di database Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan. Pengembangan 
peta mutu di tingkat kabupaten/kota dilakukan 
oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Dinas 
Pendidikan Provinsi, dan LPMP sesuai dengan 
kewenangan masing-masing. Dinas Pendidikan 
Kabupaten/Kota mengembangkan peta mutu 
pendidikan dasar, Dinas Pendidikan Provinsi 
mengembangkan peta mutu pendidikan 
menengah, dan LPMP mengembangkan peta 
mutu pendidikan dasar dan menengah di 
tingkat kabupaten/kota secara komprehensif.
pendidikan dari mulai tingkat satuan 
pendidikan yang berhubungan dengan isu-isu 
tertentu yang sedang berkembang. Untuk 
pembuatan peta mutu pendidikan tematik ini, 
Dinas Pendidikan maupun LPMP perlu mencari 
data dan informasi tambahan sesuai kebutuhan 
pengembangan peta mutu tematik.
5.4.4. Peta Mutu Pendidikan Nasional
Di tingkat nasional, peta mutu pendidikan 
dikembangkan oleh Direktorat  Jenderal 
Pendidikan Dasar dan Menengah. Seperti 
halnya peta mutu di tingkat pemerintahan di 
bawahnya, pemetaan mutu pendidikan tingkat 
nasional juga memanfaatkan data dan 
informasi hasil pemetaan mutu tingkat satuan 
pendidikan yang telah terhimpun di database 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Selain menggunakan data dan informasi hasil 
pemetaan mutu, pengembangan peta mutu 
pendidikan dasar dan menengah tingkat 
nasional juga diperkaya dengan data dan 
informasi capaian pendidikan lainnya, seperti 
data akreditasi, data hasil ujian nasional, data 
pokok pendidikan, data capaian standar 
pelayanan minimal, data hasil uji kompetensi 
guru, data hasil penilaian kinerja guru, dan data 
lainnya yang relevan.
LPMP, Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas 
Pendidikan Kabupaten/Kota dapat 
mengembangkan peta mutu pendidikan 
tematik untuk tingkat kabupaten/kota. Peta 
tematik ini berisi gambaran tentang 
permasalahan tertentu terkait capaian 
pemenuhan standar nasional pada satuan 
pendidikan dari mulai tingkat satuan 
pendidikan yang berhubungan dengan isu-isu 
tertentu yang sedang berkembang. Untuk 
pembuatan peta mutu pendidikan tematik ini, 
Dinas Pendidikan maupun LPMP perlu mencari 
data dan informasi tambahan sesuai kebutuhan 
pengembangan peta mutu tematik.
5.4.3. Peta Mutu Pendidikan Provinsi
Peta mutu pendidikan di tingkat provinsi juga 
dikembangkan menggunakan data hasil 
pemetaan mutu satuan pendidikan yang telah 
terhimpun di database Kementerian Pendidikan 
dan Kebudayaan. Pengembangan peta mutu di 
tingkat provinsi dilakukan oleh Dinas 
Pendidikan Provinsi dan LPMP sesuai dengan 
kewenangan masing-masing. Dinas Pendidikan 
Provinsi mengembangkan peta mutu 
pendidikan menengah tingkat provinsi dan 
LPMP mengambangkan peta mutu pendidikan 
dasar dan menengah tingkat provinsi secara 
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Pengembangan Mutu Pendidikan Sekolah. Data 
ini diolah dan dianalisis untuk mencari 
kekuatan, kelemahan, masalah, dan 
rekomendasi pemecahan masalah. Pemetaan 
mutu di satuan pendidikan ini disajikan dalam 
dokumen berupa:
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Pendidikan Provinsi, dan LPMP sesuai dengan 
kewenangan masing-masing. Dinas Pendidikan 
Kabupaten/Kota mengembangkan peta mutu 
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tingkat kabupaten/kota secara komprehensif.
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pendidikan yang telah terhimpun di database 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
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nasional juga diperkaya dengan data dan 
informasi capaian pendidikan lainnya, seperti 
data akreditasi, data hasil ujian nasional, data 
pokok pendidikan, data capaian standar 
pelayanan minimal, data hasil uji kompetensi 
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lainnya yang relevan.
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Provinsi mengembangkan peta mutu 
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dasar dan menengah tingkat provinsi secara 
komprehensif.
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permasalahan tertentu terkait capaian 
pemenuhan standar nasional pada satuan 
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mengembangkan peta mutu pendidikan 
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mutu pendidikan dasar dan menengah di 
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data dan informasi tambahan sesuai kebutuhan 
pengembangan peta mutu tematik.
5.4.4. Peta Mutu Pendidikan Nasional
Di tingkat nasional, peta mutu pendidikan 
dikembangkan oleh Direktorat  Jenderal 
Pendidikan Dasar dan Menengah. Seperti 
halnya peta mutu di tingkat pemerintahan di 
bawahnya, pemetaan mutu pendidikan tingkat 
nasional juga memanfaatkan data dan 
informasi hasil pemetaan mutu tingkat satuan 
pendidikan yang telah terhimpun di database 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Selain menggunakan data dan informasi hasil 
pemetaan mutu, pengembangan peta mutu 
pendidikan dasar dan menengah tingkat 
nasional juga diperkaya dengan data dan 
informasi capaian pendidikan lainnya, seperti 
data akreditasi, data hasil ujian nasional, data 
pokok pendidikan, data capaian standar 
pelayanan minimal, data hasil uji kompetensi 
guru, data hasil penilaian kinerja guru, dan data 
lainnya yang relevan.
LPMP, Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas 
Pendidikan Kabupaten/Kota dapat 
mengembangkan peta mutu pendidikan 
tematik untuk tingkat kabupaten/kota. Peta 
tematik ini berisi gambaran tentang 
permasalahan tertentu terkait capaian 
pemenuhan standar nasional pada satuan 
pendidikan dari mulai tingkat satuan 
pendidikan yang berhubungan dengan isu-isu 
tertentu yang sedang berkembang. Untuk 
pembuatan peta mutu pendidikan tematik ini, 
Dinas Pendidikan maupun LPMP perlu mencari 
data dan informasi tambahan sesuai kebutuhan 
pengembangan peta mutu tematik.
5.4.3. Peta Mutu Pendidikan Provinsi
Peta mutu pendidikan di tingkat provinsi juga 
dikembangkan menggunakan data hasil 
pemetaan mutu satuan pendidikan yang telah 
terhimpun di database Kementerian Pendidikan 
dan Kebudayaan. Pengembangan peta mutu di 
tingkat provinsi dilakukan oleh Dinas 
Pendidikan Provinsi dan LPMP sesuai dengan 
kewenangan masing-masing. Dinas Pendidikan 
Provinsi mengembangkan peta mutu 
pendidikan menengah tingkat provinsi dan 
LPMP mengambangkan peta mutu pendidikan 
dasar dan menengah tingkat provinsi secara 
komprehensif.
LPMP dan Dinas Pendidikan Provinsi dapat 
mengembangkan peta mutu pendidikan 
tematik untuk tingkat provinsi. Peta mutu 
tematik ini berisi gambaran tentang 
permasalahan tertentu terkait capaian 
pemenuhan standar nasional pada satuan 
5.5 Pemanfaatan Peta Mutu
Peta mutu pendidikan dimanfaatkan oleh 
satuan pendidikan, pemerintah daerah, dan 
pemerintah sebagai acuan dalam perencanaan 
perbaikan dan peningkatan mutu pendidikan 
sesuai dengan wilayah dan kewenangan 
masing-masing.
Selain itu, peta mutu juga merupakan bahan 
bagi Badan Standar Nasional Pendidikan untuk 
mengevaluasi dan mengembangkan standar 
mutu baru; serta bagi Badan Akreditasi 
Sekolah/Madrasah sebagai acuan dalam 
melakukan evaluasi mutu dan audit mutu 
eksternal terhadap satuan pendidikan dalam 
rangka akreditasi. Pemanfaatan data dan 
informasi mutu pendidikan mulai dari level 
sekolah hingga level nasional digambarkan 
pada Gambar 5.4.











































































































6.1 Pengertian, Tujuan, dan Fungsi
Sistem informasi penjaminan mutu pendidikan 
dasar dan menengah adalah sistem informasi 
yang mengintegrasikan seluruh data dan 
informasi tentang mutu pendidikan dasar dan 
menengah sesuai dengan Standar Nasional 
Pendidikan. Sistem informasi penjaminan mutu 
pendidikan ini bertujuan untuk mendukung 
proses pemetaan mutu pendidikan pada 
tingkat satuan pendidikan, daerah dan nasional 
berdasarkan Standar Nasional Pendidikan.
Fungsi sistem informasi penjaminan mutu 
pendidikan ini adalah untuk mengintegrasikan 
seluruh data dan informasi tentang mutu 
pendidikan sesuai dengan Standar Nasional 
Pendidikan.
6.2 Manfaat Sistem Informasi    
 Penjaminan Mutu Pendidikan
Data dan informasi dalam sistem informasi 
penjaminan mutu ini digunakan untuk:
Data dan informasi dalam sistem informasi 
penjaminan mutu pendidikan ini dapat juga 
digunakan oleh pemerintah, pemerintah 
daerah, dan satuan pendidikan untuk 
pemetaan mutu dan perencanaan peningkatan 
mutu pendidikan sesuai kewenangan 
masing-masing.
6.3 Jenis Data dan Informasi dalam   
 Sistem Informasi Penjaminan Mutu  
 Pendidikan Dasar dan Menengah
Jenis data dan informasi dalam Sistem 
Informasi Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar 
dan Menengah seperti terlihat pada Gambar 
6.1.adalah:
1. Data hasil pemetaan mutu berbasis   
 standar nasional pendidikan 
2. Data akreditasi dari Badan Akreditasi   
 Sekolah/Madrasah
3. Data ujian nasional
4. Data Pokok Pendidikan
5. Data capaian standar pelayanan minimal  
 pendidikan dasar dan menengah
6. Data hasil uji kompetensi guru dan   
 tenaga kependidikan, dan penilaian   
 kinerja guru dan tenaga kependidikan.
7. Data hasil evaluasi oleh pengawas; dan
8. Data-data lain yang relevan
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pendidikan ini bertujuan untuk mendukung 
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6. Data hasil uji kompetensi guru dan   
 tenaga kependidikan, dan penilaian   
 kinerja guru dan tenaga kependidikan.
7. Data hasil evaluasi oleh pengawas; dan
8. Data-data lain yang relevan
Memantau dan mengevaluasi tingkat 
ketercapaian Standar Nasional 
Pendidikan pada satuan pendidikan 
dan/atau program keahlian; 
Memantau dan mengevaluasi tingkat 
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yang mengintegrasikan seluruh data dan 
informasi tentang mutu pendidikan dasar dan 
menengah sesuai dengan Standar Nasional 
Pendidikan. Sistem informasi penjaminan mutu 
pendidikan ini bertujuan untuk mendukung 
proses pemetaan mutu pendidikan pada 
tingkat satuan pendidikan, daerah dan nasional 
berdasarkan Standar Nasional Pendidikan.
Fungsi sistem informasi penjaminan mutu 
pendidikan ini adalah untuk mengintegrasikan 
seluruh data dan informasi tentang mutu 
pendidikan sesuai dengan Standar Nasional 
Pendidikan.
6.2 Manfaat Sistem Informasi    
 Penjaminan Mutu Pendidikan
Data dan informasi dalam sistem informasi 
penjaminan mutu ini digunakan untuk:
Gambar 6.1. Jenis Data dan Informasi pada Sistem 
Informasi Penjaminan Mutu
6.4 Kelembagaan Sistem Informasi   
 Penjaminan Mutu Pendidikan   
 Dasar dan Menengah
Sistem informasi penjaminan mutu pendidikan 
ini dikelola oleh Direktorat Jenderal Pendidikan 
Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan 
dan Kebudayaan. Sistem informasi penjaminan 
mutu pendidikan ini merupakan bagian yang 
tidak terpisahkan dari Sistem Informasi 
Pendidikan dan Kebudayaan yang dikelola dan 
dirawat oleh Pusat Data dan Statistik Pendidikan 
dan Kebudayaan (PDSPK).
Data dan informasi dalam sistem informasi 
penjaminan mutu pendidikan ini dapat juga 
digunakan oleh pemerintah, pemerintah 
daerah, dan satuan pendidikan untuk 
pemetaan mutu dan perencanaan peningkatan 
mutu pendidikan sesuai kewenangan 
masing-masing.
6.3 Jenis Data dan Informasi dalam   
 Sistem Informasi Penjaminan Mutu  
 Pendidikan Dasar dan Menengah
Jenis data dan informasi dalam Sistem 
Informasi Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar 
dan Menengah seperti terlihat pada Gambar 
6.1.adalah:
1. Data hasil pemetaan mutu berbasis   
 standar nasional pendidikan 
2. Data akreditasi dari Badan Akreditasi   
 Sekolah/Madrasah
3. Data ujian nasional
4. Data Pokok Pendidikan
5. Data capaian standar pelayanan minimal  
 pendidikan dasar dan menengah
6. Data hasil uji kompetensi guru dan   
 tenaga kependidikan, dan penilaian   
 kinerja guru dan tenaga kependidikan.
7. Data hasil evaluasi oleh pengawas; dan






















6.5 Tata Cara Pengumpulan Data dan  
 Informasi
Data dan informasi terkait hasil pemetaan mutu 
pendidikan berbasis standar nasional 
pendidikan dihimpun langsung dari satuan 
pendidikan setelah melalui proses verifikasi 
dan validasi oleh pengawas sekolah dan 
Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan. Data 
lain, dihimpun oleh lembaga yang 
bertanggungjawab terhadap data tersebut. 
Tata cara pengumpulan data dan informasi 
adalah seperti yang disajikan pada Gambar 5.2.
Semua data tersebut disimpan dan dirawat oleh 
Pusat Data dan Statistik Pendidikan. Direktorat 
Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah 
mengembangkan peta mutu pendidikan 












Upaya peningkatan mutu pendidikan tidak 
dapat dilepaskan dari penerapan sistem 
penjaminan mutu di satuan pendidikan. 
Peningkatan mutu pendidikan tidak akan 
berhasil jika tidak didahului dengan 
pemenuhan standar nasional pendidikan oleh 
satuan pendidikan. Peningkatan mutu ini tidak 
dapat dilepaskan dari ketersediaan data mutu 
yang akurat yang sesuai dengan kondisi 
obyektif di satuan pendidikan.
Sistem penjaminan mutu pendidikan 
merupakan instrumen penting dalam upaya 
peningkatan mutu pendidikan. Sistem 
penjaminan mutu pendidikan mempunyai 
tujuan memastikan pemenuhan standar pada 
satuan pendidikan dasar dan menengah secara 
sistemik, holistik, dan berkelanjutan, sehingga 
tumbuh dan berkembang budaya mutu pada 
satuan pendidikan secara mandiri. Sistem 
penjaminan mutu pendidikan berfungsi 
mengendalikan penyelenggaraan pendidikan 
oleh satuan pendidikan untuk mewujudkan 
pendidikan yang bermutu.
Penerapan sistem penjaminan mutu 
pendidikan menjamin tersedianya data akurat 
yang sesuai dengan kondisi obyektif di satuan 
pendidikan, maupun data terkait lainnya yang 
mudah diakses oleh semua pemangku 
kepentingan di semua lapisan pengelolaan 
pendidikan. Penerapan sistem penjaminan 
mutu oleh seluruh satuan pendidikan serta 
mendorong berkembang budaya mutu pada 
satuan pendidikan secara mandiri.
Gambar 7.1. Tahapan Membangun Budaya Mutu
Pembangunan budaya mutu pada satuan 
pendidikan tersebut dilakukan secara bertahap. 
Pada tahap awal, satuan pendidikan perlu 
didorong dan difasilitasi oleh pemerintah 
maupun pemerintah daerah untuk 
mengimplementasikan sistem penjaminan 
mutu sehingga peran pemerintah lebih besar 
dibandingkan dengan peran satuan 
pendidikan. Jika kesadaran satuan pendidikan 
tentang pentingnya penerapan sistem 
seluruh pemangku kepentingan di semua 
lapisan pengelola pendidikan diyakini akan 
mendorong peningkatkan mutu pendidikan di 
satuan pendidikan. Jika seluruh satuan 
pendidikan dasar dan menengah menerapkan 
sistem penjaminan mutu pendidikan maka 
budaya mutu akan terbentuk dan akan menjadi 
pendorong terwujudnya pendidikan yang 
bermutu.
Sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan 
menengah terdiri atas tiga sub sistem, yaitu 
Sistem Penjaminan Mutu Internal, Sistem 
Penjaminan Mutu Eksternal, dan Sistem 
Informasi Penjaminan Mutu Pendidikan. Sistem 
penjaminan mutu internal adalah kesatuan 
unsur yang terdiri atas organisasi, kebijakan, 
dan proses yang terkait untuk melakukan 
penjaminan mutu pendidikan di tingkat satuan 
pendidikan dasar dan menengah. Sistem 
penjaminan mutu eksternal adalah kesatuan 
unsur yang terdiri atas organisasi, kebijakan, 
dan proses yang terkait untuk melakukan 
fasilitasi dan penilaian melalui akreditasi untuk 
menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian 
mutu satuan pendidikan dan/atau program 
keahlian. Sementara, sistem informasi 
penjaminan mutu pendidikan adalah sistem 
informasi yang mengintegrasikan seluruh data 
dan informasi tentang mutu pendidikan dasar 
dan menengah sesuai dengan Standar 
Nasional Pendidikan baik yang berasal dari 
satuan pendidikan, maupun lembaga lain di 
luar satuan pendidikan. Penerapan ketiga 
komponen sub sistem dalam sistem 
penjaminan mutu pendidikan ini secara 
sistemik, holistik, dan berkelanjutan akan 
penjaminan mutu telah relatif meningkat maka 
peran pemerintah akan semakin kecil dan 
peran satuan pendidikan akan semakin besar. 
Pada tahap ini budaya mutu di satuan 
pendidikan sudah memasuki tahap kedua 
dimana peran satuan pendidikan sudah 
seimbang dengan peran pemerintah dan 
pemerintah daerah. Pada tahap ketiga, ketika  
kesadaran sendiri dalam mengimplementasikan 
sistem penjaminan mutu sudah tinggi, satuan 
pendidikan diharapkan sudah dapat 
menerapkan sistem penjaminan mutu secara 
lebih mandiri. Saat ini peran pemerintah akan 
lebih kecil, hanya akan memfasilitasi satuan 
pendidikan dalam hal yang mereka tidak dapat 
lakukan sendiri. Pada akhirnya, diharapkan semua 
satuan pendidikan dapat mengimplementasikan 
sistem penjaminan mutu pendidikan atas 
kemauan dan kesadaran sendiri.
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Upaya peningkatan mutu pendidikan tidak 
dapat dilepaskan dari penerapan sistem 
penjaminan mutu di satuan pendidikan. 
Peningkatan mutu pendidikan tidak akan 
berhasil jika tidak didahului dengan 
pemenuhan standar nasional pendidikan oleh 
satuan pendidikan. Peningkatan mutu ini tidak 
dapat dilepaskan dari ketersediaan data mutu 
yang akurat yang sesuai dengan kondisi 
obyektif di satuan pendidikan.
Sistem penjaminan mutu pendidikan 
merupakan instrumen penting dalam upaya 
peningkatan mutu pendidikan. Sistem 
penjaminan mutu pendidikan mempunyai 
tujuan memastikan pemenuhan standar pada 
satuan pendidikan dasar dan menengah secara 
sistemik, holistik, dan berkelanjutan, sehingga 
tumbuh dan berkembang budaya mutu pada 
satuan pendidikan secara mandiri. Sistem 
penjaminan mutu pendidikan berfungsi 
mengendalikan penyelenggaraan pendidikan 
oleh satuan pendidikan untuk mewujudkan 
pendidikan yang bermutu.
Penerapan sistem penjaminan mutu 
pendidikan menjamin tersedianya data akurat 
yang sesuai dengan kondisi obyektif di satuan 
pendidikan, maupun data terkait lainnya yang 
mudah diakses oleh semua pemangku 
kepentingan di semua lapisan pengelolaan 
pendidikan. Penerapan sistem penjaminan 
mutu oleh seluruh satuan pendidikan serta 
mendorong berkembang budaya mutu pada 
satuan pendidikan secara mandiri.
Gambar 7.1. Tahapan Membangun Budaya Mutu
Pembangunan budaya mutu pada satuan 
pendidikan tersebut dilakukan secara bertahap. 
Pada tahap awal, satuan pendidikan perlu 
didorong dan difasilitasi oleh pemerintah 
maupun pemerintah daerah untuk 
mengimplementasikan sistem penjaminan 
mutu sehingga peran pemerintah lebih besar 
dibandingkan dengan peran satuan 
pendidikan. Jika kesadaran satuan pendidikan 
tentang pentingnya penerapan sistem 
seluruh pemangku kepentingan di semua 
lapisan pengelola pendidikan diyakini akan 
mendorong peningkatkan mutu pendidikan di 
satuan pendidikan. Jika seluruh satuan 
pendidikan dasar dan menengah menerapkan 
sistem penjaminan mutu pendidikan maka 
budaya mutu akan terbentuk dan akan menjadi 
pendorong terwujudnya pendidikan yang 
bermutu.
Sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan 
menengah terdiri atas tiga sub sistem, yaitu 
Sistem Penjaminan Mutu Internal, Sistem 
Penjaminan Mutu Eksternal, dan Sistem 
Informasi Penjaminan Mutu Pendidikan. Sistem 
penjaminan mutu internal adalah kesatuan 
unsur yang terdiri atas organisasi, kebijakan, 
dan proses yang terkait untuk melakukan 
penjaminan mutu pendidikan di tingkat satuan 
pendidikan dasar dan menengah. Sistem 
penjaminan mutu eksternal adalah kesatuan 
unsur yang terdiri atas organisasi, kebijakan, 
dan proses yang terkait untuk melakukan 
fasilitasi dan penilaian melalui akreditasi untuk 
menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian 
mutu satuan pendidikan dan/atau program 
keahlian. Sementara, sistem informasi 
penjaminan mutu pendidikan adalah sistem 
informasi yang mengintegrasikan seluruh data 
dan informasi tentang mutu pendidikan dasar 
dan menengah sesuai dengan Standar 
Nasional Pendidikan baik yang berasal dari 
satuan pendidikan, maupun lembaga lain di 
luar satuan pendidikan. Penerapan ketiga 
komponen sub sistem dalam sistem 
penjaminan mutu pendidikan ini secara 
sistemik, holistik, dan berkelanjutan akan 
penjaminan mutu telah relatif meningkat maka 
peran pemerintah akan semakin kecil dan 
peran satuan pendidikan akan semakin besar. 
Pada tahap ini budaya mutu di satuan 
pendidikan sudah memasuki tahap kedua 
dimana peran satuan pendidikan sudah 
seimbang dengan peran pemerintah dan 
pemerintah daerah. Pada tahap ketiga, ketika  
kesadaran sendiri dalam mengimplementasikan 
sistem penjaminan mutu sudah tinggi, satuan 
pendidikan diharapkan sudah dapat 
menerapkan sistem penjaminan mutu secara 
lebih mandiri. Saat ini peran pemerintah akan 
lebih kecil, hanya akan memfasilitasi satuan 
pendidikan dalam hal yang mereka tidak dapat 
lakukan sendiri. Pada akhirnya, diharapkan semua 
satuan pendidikan dapat mengimplementasikan 
sistem penjaminan mutu pendidikan atas 
kemauan dan kesadaran sendiri.
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Upaya peningkatan mutu pendidikan tidak 
dapat dilepaskan dari penerapan sistem 
penjaminan mutu di satuan pendidikan. 
Peningkatan mutu pendidikan tidak akan 
berhasil jika tidak didahului dengan 
pemenuhan standar nasional pendidikan oleh 
satuan pendidikan. Peningkatan mutu ini tidak 
dapat dilepaskan dari ketersediaan data mutu 
yang akurat yang sesuai dengan kondisi 
obyektif di satuan pendidikan.
Sistem penjaminan mutu pendidikan 
merupakan instrumen penting dalam upaya 
peningkatan mutu pendidikan. Sistem 
penjaminan mutu pendidikan mempunyai 
tujuan memastikan pemenuhan standar pada 
satuan pendidikan dasar dan menengah secara 
sistemik, holistik, dan berkelanjutan, sehingga 
tumbuh dan berkembang budaya mutu pada 
satuan pendidikan secara mandiri. Sistem 
penjaminan mutu pendidikan berfungsi 
mengendalikan penyelenggaraan pendidikan 
oleh satuan pendidikan untuk mewujudkan 
pendidikan yang bermutu.
Penerapan sistem penjaminan mutu 
pendidikan menjamin tersedianya data akurat 
yang sesuai dengan kondisi obyektif di satuan 
pendidikan, maupun data terkait lainnya yang 
mudah diakses oleh semua pemangku 
kepentingan di semua lapisan pengelolaan 
pendidikan. Penerapan sistem penjaminan 
mutu oleh seluruh satuan pendidikan serta 
mendorong berkembang budaya mutu pada 
satuan pendidikan secara mandiri.
Gambar 7.1. Tahapan Membangun Budaya Mutu
Pembangunan budaya mutu pada satuan 
pendidikan tersebut dilakukan secara bertahap. 
Pada tahap awal, satuan pendidikan perlu 
didorong dan difasilitasi oleh pemerintah 
maupun pemerintah daerah untuk 
mengimplementasikan sistem penjaminan 
mutu sehingga peran pemerintah lebih besar 
dibandingkan dengan peran satuan 
pendidikan. Jika kesadaran satuan pendidikan 
tentang pentingnya penerapan sistem 
seluruh pemangku kepentingan di semua 
lapisan pengelola pendidikan diyakini akan 
mendorong peningkatkan mutu pendidikan di 
satuan pendidikan. Jika seluruh satuan 
pendidikan dasar dan menengah menerapkan 
sistem penjaminan mutu pendidikan maka 
budaya mutu akan terbentuk dan akan menjadi 
pendorong terwujudnya pendidikan yang 
bermutu.
Sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan 
menengah terdiri atas tiga sub sistem, yaitu 
Sistem Penjaminan Mutu Internal, Sistem 
Penjaminan Mutu Eksternal, dan Sistem 
Informasi Penjaminan Mutu Pendidikan. Sistem 
penjaminan mutu internal adalah kesatuan 
unsur yang terdiri atas organisasi, kebijakan, 
dan proses yang terkait untuk melakukan 
penjaminan mutu pendidikan di tingkat satuan 
pendidikan dasar dan menengah. Sistem 
penjaminan mutu eksternal adalah kesatuan 
unsur yang terdiri atas organisasi, kebijakan, 
dan proses yang terkait untuk melakukan 
fasilitasi dan penilaian melalui akreditasi untuk 
menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian 
mutu satuan pendidikan dan/atau program 
keahlian. Sementara, sistem informasi 
penjaminan mutu pendidikan adalah sistem 
informasi yang mengintegrasikan seluruh data 
dan informasi tentang mutu pendidikan dasar 
dan menengah sesuai dengan Standar 
Nasional Pendidikan baik yang berasal dari 
satuan pendidikan, maupun lembaga lain di 
luar satuan pendidikan. Penerapan ketiga 
komponen sub sistem dalam sistem 
penjaminan mutu pendidikan ini secara 
sistemik, holistik, dan berkelanjutan akan 
penjaminan mutu telah relatif meningkat maka 
peran pemerintah akan semakin kecil dan 
peran satuan pendidikan akan semakin besar. 
Pada tahap ini budaya mutu di satuan 
pendidikan sudah memasuki tahap kedua 
dimana peran satuan pendidikan sudah 
seimbang dengan peran pemerintah dan 
pemerintah daerah. Pada tahap ketiga, ketika  
kesadaran sendiri dalam mengimplementasikan 
sistem penjaminan mutu sudah tinggi, satuan 
pendidikan diharapkan sudah dapat 
menerapkan sistem penjaminan mutu secara 
lebih mandiri. Saat ini peran pemerintah akan 
lebih kecil, hanya akan memfasilitasi satuan 
pendidikan dalam hal yang mereka tidak dapat 
lakukan sendiri. Pada akhirnya, diharapkan semua 
satuan pendidikan dapat mengimplementasikan 
sistem penjaminan mutu pendidikan atas 
kemauan dan kesadaran sendiri.
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Upaya peningkatan mutu pendidikan tidak 
dapat dilepaskan dari penerapan sistem 
penjaminan mutu di satuan pendidikan. 
Peningkatan mutu pendidikan tidak akan 
berhasil jika tidak didahului dengan 
pemenuhan standar nasional pendidikan oleh 
satuan pendidikan. Peningkatan mutu ini tidak 
dapat dilepaskan dari ketersediaan data mutu 
yang akurat yang sesuai dengan kondisi 
obyektif di satuan pendidikan.
Sistem penjaminan mutu pendidikan 
merupakan instrumen penting dalam upaya 
peningkatan mutu pendidikan. Sistem 
penjaminan mutu pendidikan mempunyai 
tujuan memastikan pemenuhan standar pada 
satuan pendidikan dasar dan menengah secara 
sistemik, holistik, dan berkelanjutan, sehingga 
tumbuh dan berkembang budaya mutu pada 
satuan pendidikan secara mandiri. Sistem 
penjaminan mutu pendidikan berfungsi 
mengendalikan penyelenggaraan pendidikan 
oleh satuan pendidikan untuk mewujudkan 
pendidikan yang bermutu.
Penerapan sistem penjaminan mutu 
pendidikan menjamin tersedianya data akurat 
yang sesuai dengan kondisi obyektif di satuan 
pendidikan, maupun data terkait lainnya yang 
mudah diakses oleh semua pemangku 
kepentingan di semua lapisan pengelolaan 
pendidikan. Penerapan sistem penjaminan 
mutu oleh seluruh satuan pendidikan serta 
mendorong berkembang budaya mutu pada 
satuan pendidikan secara mandiri.
Gambar 7.1. Tahapan Membangun Budaya Mutu
Pembangunan budaya mutu pada satuan 
pendidikan tersebut dilakukan secara bertahap. 
Pada tahap awal, satuan pendidikan perlu 
didorong dan difasilitasi oleh pemerintah 
maupun pemerintah daerah untuk 
mengimplementasikan sistem penjaminan 
mutu sehingga peran pemerintah lebih besar 
dibandingkan dengan peran satuan 
pendidikan. Jika kesadaran satuan pendidikan 
tentang pentingnya penerapan sistem 
seluruh pemangku kepentingan di semua 
lapisan pengelola pendidikan diyakini akan 
mendorong peningkatkan mutu pendidikan di 
satuan pendidikan. Jika seluruh satuan 
pendidikan dasar dan menengah menerapkan 
sistem penjaminan mutu pendidikan maka 
budaya mutu akan terbentuk dan akan menjadi 
pendorong terwujudnya pendidikan yang 
bermutu.
Sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan 
menengah terdiri atas tiga sub sistem, yaitu 
Sistem Penjaminan Mutu Internal, Sistem 
Penjaminan Mutu Eksternal, dan Sistem 
Informasi Penjaminan Mutu Pendidikan. Sistem 
penjaminan mutu internal adalah kesatuan 
unsur yang terdiri atas organisasi, kebijakan, 
dan proses yang terkait untuk melakukan 
penjaminan mutu pendidikan di tingkat satuan 
pendidikan dasar dan menengah. Sistem 
penjaminan mutu eksternal adalah kesatuan 
unsur yang terdiri atas organisasi, kebijakan, 
dan proses yang terkait untuk melakukan 
fasilitasi dan penilaian melalui akreditasi untuk 
menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian 
mutu satuan pendidikan dan/atau program 
keahlian. Sementara, sistem informasi 
penjaminan mutu pendidikan adalah sistem 
informasi yang mengintegrasikan seluruh data 
dan informasi tentang mutu pendidikan dasar 
dan menengah sesuai dengan Standar 
Nasional Pendidikan baik yang berasal dari 
satuan pendidikan, maupun lembaga lain di 
luar satuan pendidikan. Penerapan ketiga 
komponen sub sistem dalam sistem 
penjaminan mutu pendidikan ini secara 
sistemik, holistik, dan berkelanjutan akan 
penjaminan mutu telah relatif meningkat maka 
peran pemerintah akan semakin kecil dan 
peran satuan pendidikan akan semakin besar. 
Pada tahap ini budaya mutu di satuan 
pendidikan sudah memasuki tahap kedua 
dimana peran satuan pendidikan sudah 
seimbang dengan peran pemerintah dan 
pemerintah daerah. Pada tahap ketiga, ketika  
kesadaran sendiri dalam mengimplementasikan 
sistem penjaminan mutu sudah tinggi, satuan 
pendidikan diharapkan sudah dapat 
menerapkan sistem penjaminan mutu secara 
lebih mandiri. Saat ini peran pemerintah akan 
lebih kecil, hanya akan memfasilitasi satuan 
pendidikan dalam hal yang mereka tidak dapat 
lakukan sendiri. Pada akhirnya, diharapkan semua 
satuan pendidikan dapat mengimplementasikan 
sistem penjaminan mutu pendidikan atas 
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Upaya peningkatan mutu pendidikan tidak 
dapat dilepaskan dari penerapan sistem 
penjaminan mutu di satuan pendidikan. 
Peningkatan mutu pendidikan tidak akan 
berhasil jika tidak didahului dengan 
pemenuhan standar nasional pendidikan oleh 
satuan pendidikan. Peningkatan mutu ini tidak 
dapat dilepaskan dari ketersediaan data mutu 
yang akurat yang sesuai dengan kondisi 
obyektif di satuan pendidikan.
Sistem penjaminan mutu pendidikan 
merupakan instrumen penting dalam upaya 
peningkatan mutu pendidikan. Sistem 
penjaminan mutu pendidikan mempunyai 
tujuan memastikan pemenuhan standar pada 
satuan pendidikan dasar dan menengah secara 
sistemik, holistik, dan berkelanjutan, sehingga 
tumbuh dan berkembang budaya mutu pada 
satuan pendidikan secara mandiri. Sistem 
penjaminan mutu pendidikan berfungsi 
mengendalikan penyelenggaraan pendidikan 
oleh satuan pendidikan untuk mewujudkan 
pendidikan yang bermutu.
Penerapan sistem penjaminan mutu 
pendidikan menjamin tersedianya data akurat 
yang sesuai dengan kondisi obyektif di satuan 
pendidikan, maupun data terkait lainnya yang 
mudah diakses oleh semua pemangku 
kepentingan di semua lapisan pengelolaan 
pendidikan. Penerapan sistem penjaminan 
mutu oleh seluruh satuan pendidikan serta 
mendorong berkembang budaya mutu pada 
satuan pendidikan secara mandiri.
Gambar 7.1. Tahapan Membangun Budaya Mutu
Pembangunan budaya mutu pada satuan 
pendidikan tersebut dilakukan secara bertahap. 
Pada tahap awal, satuan pendidikan perlu 
didorong dan difasilitasi oleh pemerintah 
maupun pemerintah daerah untuk 
mengimplementasikan sistem penjaminan 
mutu sehingga peran pemerintah lebih besar 
dibandingkan dengan peran satuan 
pendidikan. Jika kesadaran satuan pendidikan 
tentang pentingnya penerapan sistem 
seluruh pemangku kepentingan di semua 
lapisan pengelola pendidikan diyakini akan 
mendorong peningkatkan mutu pendidikan di 
satuan pendidikan. Jika seluruh satuan 
pendidikan dasar dan menengah menerapkan 
sistem penjaminan mutu pendidikan maka 
budaya mutu akan terbentuk dan akan menjadi 
pendorong terwujudnya pendidikan yang 
bermutu.
Sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan 
menengah terdiri atas tiga sub sistem, yaitu 
Sistem Penjaminan Mutu Internal, Sistem 
Penjaminan Mutu Eksternal, dan Sistem 
Informasi Penjaminan Mutu Pendidikan. Sistem 
penjaminan mutu internal adalah kesatuan 
unsur yang terdiri atas organisasi, kebijakan, 
dan proses yang terkait untuk melakukan 
penjaminan mutu pendidikan di tingkat satuan 
pendidikan dasar dan menengah. Sistem 
penjaminan mutu eksternal adalah kesatuan 
unsur yang terdiri atas organisasi, kebijakan, 
dan proses yang terkait untuk melakukan 
fasilitasi dan penilaian melalui akreditasi untuk 
menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian 
mutu satuan pendidikan dan/atau program 
keahlian. Sementara, sistem informasi 
penjaminan mutu pendidikan adalah sistem 
informasi yang mengintegrasikan seluruh data 
dan informasi tentang mutu pendidikan dasar 
dan menengah sesuai dengan Standar 
Nasional Pendidikan baik yang berasal dari 
satuan pendidikan, maupun lembaga lain di 
luar satuan pendidikan. Penerapan ketiga 
komponen sub sistem dalam sistem 
penjaminan mutu pendidikan ini secara 
sistemik, holistik, dan berkelanjutan akan 
penjaminan mutu telah relatif meningkat maka 
peran pemerintah akan semakin kecil dan 
peran satuan pendidikan akan semakin besar. 
Pada tahap ini budaya mutu di satuan 
pendidikan sudah memasuki tahap kedua 
dimana peran satuan pendidikan sudah 
seimbang dengan peran pemerintah dan 
pemerintah daerah. Pada tahap ketiga, ketika  
kesadaran sendiri dalam mengimplementasikan 
sistem penjaminan mutu sudah tinggi, satuan 
pendidikan diharapkan sudah dapat 
menerapkan sistem penjaminan mutu secara 
lebih mandiri. Saat ini peran pemerintah akan 
lebih kecil, hanya akan memfasilitasi satuan 
pendidikan dalam hal yang mereka tidak dapat 
lakukan sendiri. Pada akhirnya, diharapkan semua 
satuan pendidikan dapat mengimplementasikan 
sistem penjaminan mutu pendidikan atas 
kemauan dan kesadaran sendiri.
Upaya peningkatan mutu pendidikan tidak 
dapat dilepaskan dari penerapan sistem 
penjaminan mutu di satuan pendidikan. 
Peningkatan mutu pendidikan tidak akan 
berhasil jika tidak didahului dengan 
pemenuhan standar nasional pendidikan oleh 
satuan pendidikan. Peningkatan mutu ini tidak 
dapat dilepaskan dari ketersediaan data mutu 
yang akurat yang sesuai dengan kondisi 
obyektif di satuan pendidikan.
Sistem penjaminan mutu pendidikan 
merupakan instrumen penting dalam upaya 
peningkatan mutu pendidikan. Sistem 
penjaminan mutu pendidikan mempunyai 
tujuan memastikan pemenuhan standar pada 
satuan pendidikan dasar dan menengah secara 
sistemik, holistik, dan berkelanjutan, sehingga 
tumbuh dan berkembang budaya mutu pada 
satuan pendidikan secara mandiri. Sistem 
penjaminan mutu pendidikan berfungsi 
mengendalikan penyelenggaraan pendidikan 
oleh satuan pendidikan untuk mewujudkan 
pendidikan yang bermutu.
Penerapan sistem penjaminan mutu 
pendidikan menjamin tersedianya data akurat 
yang sesuai dengan kondisi obyektif di satuan 
pendidikan, maupun data terkait lainnya yang 
mudah diakses oleh semua pemangku 
kepentingan di semua lapisan pengelolaan 
pendidikan. Penerapan sistem penjaminan 
mutu oleh seluruh satuan pendidikan serta 
mendorong berkembang budaya mutu pada 
satuan pendidikan secara mandiri.
Gambar 7.1. Tahapan Membangun Budaya Mutu
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lebih mandiri. Saat ini peran pemerintah akan 
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